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ABSTRAK 
  
Murabahah menjadi instrumen pembiayaan yang paling banyak 
diimplementasikan BMT karena dianggap mudah dan mirip dengan kredit 
diperbankan konvensional. Jual beli murabahah sebagai akad pembiayaan 
diijinkan syariah karena sistem bagi hasil, dalam pelaksanaannya lebih sulit. 
Penelitian ini dilakukan, karena praktek dilapangan lebih banyak BMT yang 
menerapkan murabahah bil wakalah daripada BMT yang melaksanakan 
murabahah murni sesuai syariah. Dikawatirkan, BMT bukan melakukan jual beli 
murahah tetapi hanya sebatas meminjamkan dana melalui transaksi akad 
murabahah yang didalamnya mengandung gharar dan riba. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui:1) Pelaksanaan akad murabahah di BMT Setya Dana dan BMT 
Nurul Ummah sudahkah berkesesuaian dengan aturan DSN-MUI. 2) Kontribusi 
akad pembiayaan murabahah terhadap peningkatan laba BMT. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif diskriptif. Tempat 
dan lokasi penelitian berada di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo dan BMT 
Nurul Ummah Bayat Klaten pada bulan Mei sampai Juli 2016. Subjek penelitian 
adalah menejer BMT dan objeknya adalah akad pembiayaan murabahah. 
Sedangkan informannya adalah jajaran manajemen, Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) dan nasabah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi dan dokumentasi.Teknik keabsahan data dengan trianggulasi. Teknik 
analisa data menggunakan model interaktif, terdiri dari pengumpulan data, reduksi 
data, sajian data dan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Dalam mengambil sumber hukum 
syariah terdapat kesesuain antara akad murabahah murni maupun bil wakalah 
berdasarkan pada fatwa DSN-MUI, hanya dalam teknis pelaksanaannya berbeda. 
2) Perbedaan ini terletak pada prosedur pelaksanaan akad, terutama di BMT yang 
menerapkan akad murabahah bil wakalah terdapat gharar dan riba. 3) Keuntungan 
BMT yang berbasis markup memiliki kesamaan dengan riba. 4) Implementasi 
akad pembiayaan murabahah tanpa wakalah yang dilaksanakan BMT Setya Dana 
memiliki kontribusi laba yang lebih tinggi dibanding BMT Nurul Ummah yang 
menerapkan akad murabahah bil wakalah. Faktor laba yang tinggi di BMT Setya 
Dana dipengaruhi kemampuannya menjual barang, bukan pinjaman dana. 
Kata kunci: BMT,  Akad Murabahah, Laba 
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ABSTRACT 
Murabahah has become the financing instrument that is mostly 
implemented by BMT because it is easy and similar to the loan in the 
conventional bank. Buying and selling in murabahah as an financing agreement is 
permitted by Syariah because sharing systemsis more difficult to implement. This 
research is carried out,because, in fact, there are more BMTs that 
implementmurabahah bil wakalah than those BMT implement ‘pure’ murabahah-
based on syariah. It is worried that BMTs do not apply murabahah selling-buying 
but only loaning fund through murabahah agreement transaction usingGharah and 
Riba. The objectives of this research are 1) to determine the implementation of 
Murobahahagreementat BMT Setya Dana and BMT Nurul Ummah wheter in 
accordance with the rules DSN-MUI, 2) to determine the contribution of 
murabahah financing agreementon the improvement of BMT profit. 
This study used a descriptive qualitative research. This research was 
conducted at BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo and BMT Nurul Ummah Bayat 
Klaten inMay until July 2016. The Subjects of the research were BMT Managers 
and the object was murabahah financing agreement. The informants were 
managemen staff, DPS and customers. The technique of collecting the data used 
interview, observation, and documentation. The technique ofdata validity used 
trianggulation. The technique of data analysis used an interactive model, namely: 
data collection, data reduction, data presentation and conclusions. 
The research findings show that 1) Based onthe Syariah Law, there is a 
compatibility between murabahah and bil wakalahagreement in accordance with 
the rules MUI, but the technique of implementation is the different. 2) The 
difference is in the implementation procedure of agreement, especially for BMT 
applying murabahah bil wakalahagreement isgharar and riba. 3) The profit of 
BMT -based markup has similarities with riba. 4) The implementation of the 
murabahah bil wakalah financing agreement in BMT Setya Dana is higher than in 
BMT Nurul Umah appliedmurabahah bil wakalah. The highest profit of BMT 
Setya Dana is affected by its ability to sell goods instead of loan fund.     
Key words : BMT, Murabahah agreement, Profit  
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MOTTO 
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"Hai orang-orang mu'min, jika kamu menolong (agama) Allah, 
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan 
kedudukanmu." (Quran Surat Muhammad Ayat 7) 
 
 
 ِسَّ"'ِ
 bُْ(2َُT*َْأ ِسَّ"
ا ُْHََو 
 
“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 
manusia lainnya.” (HR. Ath Thabarani, Al Mu’jam Al Awsath No. 
5787. Al Qudha’i, Musnad Syihab No. 129. Dihasankan Syaikh Al 
Albani. Lihat Shahihul Jami’ No. 6662. Dari Jabir radhiyallau 
‘anhuma) 
 
 Pepatah Jawa mengatakan:“Sopo sing tememen bakale genggem”  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kegiatan usaha lembaga perbankan dilakukan dalam bentuk menerima 
simpanan berupa tabungan dan deposito serta melakukan kegiatan usaha 
dengan menyalurkan dana berupa pembiayaan dan memberikan jasanya yakni 
berupa pengiriman uang, save deposit dan jasa-jasa perbankan lainnya. 
Kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran serta pelayanana jasa di bank 
syariah dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis (akad).1  
Lembaga keuangan yang berbasis syariah sangat dibutuhkan di sebuah 
negara yang penduduknya mayoritas Islam. Karena tujuan pokok dalam 
prinsip syariah adalah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam yang 
melarang riba, maisir, gharar, haram dan zalim, dalam kegiatan usaha 
perbankan syariah. Adanya nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan 
kemanfaatan merupakan asas demokrasi ekonomi. Sedangkan prinsip kehati-
hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan 
kegiatan usahanya.2  
Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan oleh bank syariah di 
dominasi oleh pembiayaan murabahah. Umumnya mereka mengatakan bahwa 
operasional bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Hanya 
                                                            
1
 Nugroho Any. Hukum Perbankan Syariah (Aswaja Pressindo, Yogyakarta 2015) hal: 4 
2
 Ibid hal :11 
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saja jika di bank konvensional menerapkan sistim bunga, maka di bank 
syariah dirubah dengan istilah margin.3  
 Dilihat sepintas ada kesamaan antara pembiayaan murabahah yang 
dilaksanakan di BMT dengan kredit pembelian barang yang praktekkan di 
perbankan umum. Ketika nasabah datang ke lembaga keuangan untuk 
menyampaikan keinginannya membeli suatu barang dengan meminta bantuan 
dana kepada bank. Bank lalu menganalisa kemampuan nasabah tersebut. Saat 
nasabah di verifikasi dan dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan dari  
BMT, maka BMT akan menyalurkan dananya kepada nasabah.  
Yang satu mensyaratkan tambahan bunga pada pengembalian 
hutangnya, sedangkan yang lain mem-mark up harga beli atas penjualan 
barangnya kepada nasabah. Nasabah lalu membeli barang tersebut untuk 
keperluannya. Selanjutnya nasabah secara rutin membayar angsuran kepada 
Bank. “Sama saja!”, demikian mungkin pendapat awam mengenai kedua 
praktek perbankan tersebut.4 
 Dalam pembiayaan murabahah fungsi bank syariah adalah sebagai 
penjual barang untuk kepentingan nasabah. Dengan cara membeli barang 
yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah 
dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank 
dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut 
biaya yang diperluan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian barang kepada nasabah.  
                                                            
3
 Devita Irma, Tri Prakasa Lukita, Makalah: Murabahah Menuju Pembiayaan Yang Murni Syariah 
(Melbourne 6 April 2006). Hal 1 
4
 Ibid hal 1 
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Pada kenyataanya, selaku pihak yang menyediakan barang dalam 
prakteknya BMT seringkali tidak mau direpotkan dengan langkah-langkah 
pembelian barang yang akan dimurabahahkan. Biasanya BMT akan 
menggunakan sarana ”Akad Wakalah” (murabahah bil wakalah), untuk 
mempermudah kerja BMT dengan cara memberikan kuasa pembelian barang 
kepada nasabah.  
Praktek pemberian wakalah kepada nasabah inilah yang dianggap 
penulis bahwa, BMT kurang bijak dan tidak berhati-hati dalam menerapkan 
media wakalah pembelian barang. Karena dalam Fatwa DSN-MUI 
No.04/DSN-MUI/IV/2000. Telah menetapkan bahwa: 
“Jika LKS hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus 
dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik LKS. Bukan 
sebelum pemberian barang.” 
 
Dengan kata lain, pemberian kuasa (Wakalah) dari bank syariah 
kepada nasabah atau pihak ketiga, harus dilakukan sebelum akad jual beli 
murabahah ditandatangani. Namun dalam kenyataannya, kadangkala di 
sebagian lembaga keuangan syariah (BMT) akad murabahah sering kali 
mendahului pemberian wakalah dan dana pembelian barang. Bagaimana 
dikatakan barang telah menjadi milik BMT, jika pemberian dana pembelian 
barang saja dilakukan setelah akad murabahah ditanda-tangani. 
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005, 14 Nopember 
2005 tentang standarisasi akad, menegaskan kembali bahwa penggunaan 
media wakalah dalam murabahah terutama pada pasal 9 ayat 1 butir d yaitu 
dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (Wakalah) untuk membeli 
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barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip 
menjadi milik bank.5 
 Selain itu, Peraturan BI pada bagian penjelasan menegaskan bahwa 
akad wakalah harus dibuat secara terpisah dengan akad murabahah. Adapun 
yang dimaksud secara prinsip barang milik bank dalam wakalah pada akad 
murabahah adalah adanya transfer dana yang berikan kepada pemasok/suplier  
barang, dibuktikan dengan kwitansi pembelian barang. 
Adanya peraturan dari Bank Indonesia tersebut,  membuat perubahan 
cara pandang dalam operasional BMT (terkait pembiayaan murabahah). 
Paradigma bahwa, Bank Syariah akan melakukan pencairan dana setelah akad 
murabahah ditandatangani, berubah menjadi cara baru. Yaitu BMT harus 
mencairkan dananya terlebih dahulu untuk membeli barang yang diperlukan 
nasabah sebelum akad murabahah ditanda-tangani (baik melalui akad 
wakalah ataupun tidak). Langkah ini dibuktikan melalui adanya aliran dana 
yang diperuntukkan bagi suplier barang dan ada kuitansi pembelian sebagai 
bukti transaksi sebelum akad murabahah. 
Pada kenyataannya ternyata praktek dilapangan berbeda. Masih 
banyak ditemui BMT yang tidak menerapkan konsep ini sebagaimana 
mestinya. Yaitu, BMT biasanya memberikan surat kuasa kepada nasabahnya 
untuk membeli barang konsumtif maupun modal kerja secara mandiri. 
Tujuan dari BI dan MUI sesungguhnya hendak menempatkan kembali 
posisi BMT sebagai penjual barang. Bukan hanya sekadar lembaga keuangan 
                                                            
5Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 tentang standarisasi akad 
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saja. Prinsip dasar inilah yang sangat membedakan antara pembiayaan 
murabahah di BMT dengan kredit pembelian barang biasa di bank umum 
yang menerapkan sistem bunga.  
Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
terhadap pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BMT Setya Dana 
Nguter Sukoharjo dan BMT Nurul Ummah Bayat Klaten. Ketertarikan 
penulis ini dikarenakan kedua BMT menerapkan murabahah yang mengacu 
pada peraturan syariah akan tetapi dalam mekanisme pelaksanaannya 
memiliki perbedaan.  
Perbedaan mendasarnya terletak pada murabahah murni tanpa 
wakalah dan murabahah dengan wakalah. BMT Setya Dana menjalankan 
transaksi murabahahnya  secara langsung tanpa perwakilan  
Dalam menjalankan akad murabahah secara langsung BMT Setya 
Dana Sukoharjo menggunakan empat prinsip yaitu: ada barang, ada penjual, 
ada pembeli, ada khiyar (Boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual 
beli atau mengurungkan/menarik kembali, tidak jadi jual beli).”6 
“Dalam penerapan akad murabahah BMT Setya Dana tidak hanya 
melihat dari untung dan rugi saja tapi juga melihat dari tujuan syariatnya 
(al-umuuru bimaqasidiha), sehingga esensi dari murabahah adalah menjual 
barang bukan memberi pinjaman uang untuk membeli barang.7 
Sedangkan BMT Nurul menerapkan akad pembiayaan murabahah 
dengan wakalah.  
Pembiayaan dengan sistem akad murabahah merupakan produk 
penyaluran yang paling banyak diterapkan di BMT Nurul Ummah Klaten 
hingga mencapai 75-80%. Dalam pelaksanaanya BMT Nurul Ummah 
Menggunakan perwakilan (Wakalah) sebanyak 95%.8 
 
                                                            
6
 Wawancara dengan Ibu Puji Lestari Manajer BMT Setya Dana  27 Mei 2016 
7
 Wawancara dengan Bapak Rahmat DPS Setya Dana 23 Mei 2016 
8
 Wawancara dengan  Bapak Parimin Manajer BMT Nurul Ummah 28 Mei 2016 
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Tidak diterapkannya murabahah secara murni dikarenakan adanya 
beberapa kendala: 
Karena masyarakat di wilayah sekitar belum mengerti dan kurangnya 
edukasi tentang prinsip-prinsip murabahah yang sesuai dengan syariat. 
Selain itu disebabkan karena keterbatasan jumlah SDM BMT. Kelebihan dari 
wakalah yang diterapkan BMT Nurul Ummah tidak perlu banyak SDM yang 
menangani, cukup menerima setoran slip dan tinggal melakukan pengecekan 
saja. 9 
 
Ketika transaksi yang diterapkan adalah murabahah dengan wakalah 
pasti BMT tidak akan mengalami kegagalan karena dia (nasabah) mencari 
sendiri barangnya. Sehingga dapat disimpulkan masalah utamanya adalah 
pelaksanaan dari murabahah itu sendiri, seandainya tidak ada masalah dalam 
murabahah karena sebagian besar BMT tidak melaksanaan murabahah 
sebagaimana mestinya. 
Persoalan dalam murabahah muncul ketika akad jual beli murabahah 
mendahului pembelian barang dan jual beli hanya dilakukan secara tunggal 
antara BMT dengan nasabah saja, bukan antara BMT dengan Supplier. 
Dengan dalih bahwa BMT sudah memberikan kuasa pembelian pada nasabah 
untuk membeli barangnya secara mandiri. 
Akibatnya BMT cenderung mengkaburkan esensi pelaksanaan akad 
murabahah yang sesuai dengan ketentuan syariah, atau menghilangkan tujuan 
utamanya. Lembaga yang seharusnya menyediakan barang untuk di jual pada 
nasabah, menjadi lembaga yang hanya sekadar meminjamkan uang untuk 
pembelian barang. Sehingga masalah yang muncul adalah terjadinya gharar 
                                                            
9
 Wawancara dengan Bapak Parimin Manajer BMT Nurul Ummah 28 Mei 2016 
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dan riba, karena BMT tidak melaksanakan murabahah sebagaimana mestinya. 
Sehingga yang berlaku “Bukan Jual Beli Akan Tetapi Riba.”  
Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan Judul: “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan 
Murabahah Terhadap Peningkatan Laba di BMT Setya Dana Nguter 
Sukoharjo Dan BMT Nurul Ummah Bayat Klaten Jawa Tengah.”  
Tujuannya untuk melihat bagaimana kesesuaian praktek kedua BMT 
tersebut dengan ketentuan syariah yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI 
No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan Fatwa DSN-MUI No. 
84/DSN-MUI/XII/2012. Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi 
al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah. 
B.  Rumusan Masalah 
1. Bagaimana kesesuain pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada 
BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo dan BMT Nurul Ummah Bayat 
Klaten dengan  ketentuan Fatwa DSN-MUI? 
2. Bagaimana kontribusi akad pembiayaan murabahah terhadap 
peningkatan laba BMT? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk  mengetahui pelaksanaan akad murabahah di BMT Setya Dana 
Sukoharjo dan BMT Nurul Ummah Klaten sudahkah berkesesuaian 
dengan aturan DSN-MUI. 
2. Untuk mengetahui kontribusi akad pembiayaan murabahah terhadap 
peningkatan laba BMT. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran dan keilmuan 
bagi lembaga keuangan syariah khususnya BMT 
2. Manfaat praktis bagi BMT, yaitu memberikan bahan masukan supaya 
dalam melaksanakan akad murabahah lebih menerapkan prinsip kehati-
hatian agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.   
3. Bagi dunia akademik akan menambah wawasan keilmuan mengenai 
praktek dalam akad pembiayaan murabahah. 
4. Bagi Peneliti berikutnya akan menjadikan sumber referensi dalam 
mengenali transaksi dalam akad pembiayaan murabahah. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
 
A. Teori Yang Relevan 
1. Prinsip-prinsip Operasional BMT 
BMT adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat 
Tamwil yaitu, sebuah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal (rumah harta) 
memiliki arti bahwa lembaga ini menerima titipan dana zakat, infaq, 
sedekah dan mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan 
amanahnya. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan 
dan penyaluran dana bersifat non profit. 
Sedangkan baitu at-tamwil (rumah pengembangan harta) 
memiliki makna, melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana 
komersial. Wujudnya pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi 
dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil 
dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan 
ekonomi.  
BMT secara legal formal menggunakan payung hukum undang-
undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan undang-undang No. 
25 tahun 1992 tentang koperasi beserta peraturan pelaksanaanya. SK 
Menteri Negara dan Koperasi dan UKM dan Undang-undang No. 40 
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 
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Menurut Muhammad, di dalam prosedur operasional produk 
Bank Syariah dapat dibedakan menjadi dua kelompok umum yaitu: 
Prosedur kelompok produk pengerahan dana dan prosedur kelompok 
produk penyaluran dana (pembiayaan).10  
Menurut Karim,  produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 
tiga: Pertama, Produk Penyaluran Dana (financing), Kedua, Produk 
Penghimpunan Dana (funding) dan Ketiga, Produk Jasa (service). 11 
a. Produk Penyaluran Dana  
Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk 
pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang didasarkan 
pada tujuan penggunaannya, yaitu:12 Pembiayaan Mudharabah, 
Musyarokah, Murabahah, Al Qordhul Hasan 
b. Produk Pemghimpunan Dana (funding)  
Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk Giro, Tabungan, 
dan Deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam 
penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadiah dan 
Mudharabah.13 
1) Prinsip Wadiah 
Adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. (Fatwa 
DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000).14 
2) Tabungan Mudharabah 
Adalah produk simpanan nasabah yang akan dikelola BMT agar 
dapat memperoleh keuntungan. (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-
MUI/IV/2000). 
c. Jasa ( Service) 
Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung (intermediaris) 
antara pihak yang membutuhkandana (deficit unit) dengan pihak yang 
kelebihan dana (surplus unit) bank syariah dapat pula melakukan 
berbagai pelayanan jasa perbankan pada nasabah dengan mendapatkan 
imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut antara lain:15 
1) Sharf (Jual Beli Valuta Asing) 2) Ijarah (Sewa) 
                                                            
10
 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (UII Press,Yogyakarta; 2005)    
Cetakan kelima, hal; 61 
11
 Karim  Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan  (Jakarta PT Raja Grafindo Persada; 2006) 
   Ed. 3 hal: 97 
12Ibid  hal; 97-107 
13Ibid  hal; 107-112 
14
 Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan  
15
 Karim,  Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada; 2006) Ed 
3 hal; 112 
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2. Keunggulan Pembiayaan Murabahah 
Hampir 75% dari asset bank Islam di Timur Tengah disalurkan 
kepada nasabahnya dengan cara kredit murabahah (At-Tammimi dalam 
Saeed, 2003).16 
Bagaimana praktek Perbankan Syariah di Indonesia? Berdasarkan 
pengamatan sementara ini aplikasi pembiayaan jual beli di Indonesia 
masih didominasi instrumen pembiayaan murabahah.17  
 
Per Juni 2015, OJK mencatat, pembiayaan Bank Umum Syariah 
(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk akad mudharabah sebesar 
Rp 14,9 triliun, musyarakah Rp 54 triliun, dan murabahah Rp 117,8 
triliun. Total pembiayaan BUS dan UUS sebesar Rp. 203,894 triliun.18   
 
Tabel 2.1 
Komposisi Pembiayaan Yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit 
Usaha Syariah (Dalam Miliar Rupiah) 19 
 
Akad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(Juni) 
Mudharabah 6.597 8.631 10.229 12.023 13.625 14.354 14.906 
Musyarakah 10.412 14.624 18.960 27.667 39.874 49.387 54.033 
Murabahah 26.321 37.508 56.365 88.004 110.565 117.371 117.777 
Salam 0 0 0 0 0 0 0 
Istishna 423 347 326 376 582 633 678 
Ijarah 1.305 2.341 3.839 7.345 10.481 11.620 11.561 
Qard 1.829 4.731 12.090 12.090 8.995 5.429 4.938 
Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 
Total 46.886 68.181 102.665 147.505 184.122 199.330 203.894 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Syariah RI Juni 2015  
 Tabel di atas menunjukkan bahwa  perbankan syariah di Indonesia 
lebih menyukai metode murabahah (57,7%) dalam penyaluran dananya 
dan yang tidak disukai adalah penyaluran dana dengan mudharabah 
(7,3%) dan musyarakah (26,5%). Hal ini dikarenakan murabahah:20  
                                                            
16
 Sparta  Mengenal Keunggulan Praktek Perbankan  Syariah di Indonesia  
J u r n a l  E k o n o m i ,  T h  X I I I / 0 3 / 1 1 / 2 0 0 8 ,  I S S N  N o . 0 8 5 4 - 9 8 4 2 ,  h a l . 3 4 7 - 3 5 7   
17
 Widodo, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam, Perspektif Aplikatif (KAUKABA, 
Yogyakarta: 2014) Cetakan pertama. Hal; 355 
18
 Republika.co.id. Akad Murabahah Dominasi Pembiayaan Selasa, 10 November 2015 
19
 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, (Jakarta, September 2015) Hal: 18/31 
20
 Fu’adi Rial. Problema Hukum Dalam Penerapan Murabahah di Bank Syari’ah. 
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a. Mudah diimplementasikan  
Jual beli murabahah dengan cepat mudah diimplementasikan dan 
dipahami karena para pelaku bank syariah menyamakan murabahah 
dengan kridit investasi konsumtif, seperti kridit kendaraan 
bermontor, kridit rumah, dan lain-lainnya. Walaupun kedua jenis 
transaksi tersebut sangat berbeda, namun tidak dapat dipungkiri 
bahwa saat ini banyak bank syariah yang menjalankan transaksi 
murabahah dengan pola yang tidak jauh berbeda dengan pemberian 
keridit pada bank konvensional. 
b. Pendapatan bank dapat diprediksi 
Dalam transaksi murabahah bank syariah sudah dapat melakukan 
estimasi pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi 
murabahah hutang nasabah adalah harga jual, sedangkan dalam 
harga jual terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan. Sehingga, 
dalam keadaan yang normal, bank dapat memprediksi pendapatan 
yang akan diterima. 
c. Tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam 
Dengan adanya murabahah yang pembayarannya dilakukan dengan 
tangguh, maka akan timbul hutang bagi nasabah. Dalam hal ini 
hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan hutang piutang. 
Sehingga dalam keadaan bagaimanapun nasabah harus membayar 
hutang harga barang yang diperjualbelikan. Bank tidak perlu 
menganalisa dan mencari sumber pengembaliannya secara khusus, 
tetapi cukup secara singkat dan global.  
 
Selain itu karena  dalam  produk  murabahah,  prinsip  kehati-hatian  
(prudential)  bank  relatif  bisa diterapkan  dengan  ketat  dan  standart  
sehingga  tingkat  resiko  kerugian  sangat  kecil.21  
3. Pengertian Akad Pembiayaan Murabahah 
a. Pengertian akad dalam Al Quran 
 
Artinya: Hai orang-orang beriman, penuhilah akad itu (QS.[3] :1) 22 
 
Yang di maksud dengan akad ialah ijab dan qabul.23 
                                                                                                                                                                      
SYIRKAH JURNAL EKONOMI ISLAM, Volume 1 Nomer 1, 2006/1427 H. Jurusan Ekonomi 
Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta, Hal: 2  
21
 A Lathif . Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (MES) 
22
 Al qur’an Surat Al Maidah ayat 1 
23
 Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid (Akbar Media,  Jakarta; 2013). 
Cetakan Pertama, Terjemah Hal; 316 
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b. Secara istilah adalah kesepakatan tertulis para pihak yang memuat 
pernyataan ijab dan qobul antara BMT dengan pihak lain yang berisi 
hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai syariah yang 
berpengaruh terhadap objeknya.24 
c. Akad Syariah 
Adalah akad yang sesuai syariah yang didalamnya antara lain tidak 
mengandung unsur gharar, maisir, riba, zhulm, risywah, ma’siyat, 
dan barang haram.25 
d. Pengertian Pembiayaan 
Disebutkan dalam peraturan perudang-undangan Perbankan Syariah 
bahwa pengertian Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan 
yang dipersamakan dengan itu berupa:26 
1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah, Musyarakah 
2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk  Ijarah  atau sewa sewa 
beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik. 
3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan 
Istishna. 
4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang  Qardh 
5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk 
transaksi multijasa.   
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan LKS dan pihak lain 
yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana 
untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan  ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.27 
e. Pengertian Murabahah Menurut ahli fikih dan praktisi: 
                                                            
24
 Perhimpunan BMT Indonesia;Pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia (PT 
Permodalan BMT  Ventura, Jakarta, 2014) hal xx 
25Ibid hal xx 
26Undang-undang Perbankan Syariah 2008: ( UU RI No.21 Tahun 2008), hal.7 
27Undang-undang Perbankan Syariah 2008: ( UU RI No.21 Tahun 2008), hal.7 
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1) Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya mengatakan jual beli 
murabahah, yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian, 
dengan menambahkan keuntungan tertentu.28 
2) Ibnu Rusyd mengartikan jual beli murabahah ialah jika si penjual 
menyebutkan harga pembelian barang kepada si pembeli, lalu ia 
mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu, baik berupa dinar atau 
dirham.29 
3) Menurut Sayyid Sabiq, Murabahah adalah penjualan dengan 
harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.30 
Murabahah menurut beberapa  ahli dan praktisi keuangan syariah 
sebagai berikut:  
1) Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa bai’ al Murabahah adalah 
jual beli barang berdasarkan harga asal dengan tambahan 
keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual 
harus memberitahu harga asli produk yang dibeli kepada anggota 
dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 
tambahannya.31 
2) Muhammad Nadratuzzaman, Yaitu jual beli dengan dasar harga 
beli ditambah ongkos dan laba yang diinginkan.32 
                                                            
28
 Az Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu.  (Gema Insani Darul Fikir, Jakarta; 2011). 
Terjemah, hal: 357 
29
 Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid (Akbar Media,  Jakarta; 2013). 
Terjemah Cetakan Pertama, Hal 373  
30
 Sabiq Sayyid , Fiqqih Sunnah Jilid 4 (Pena Pundi Aksara, Jakarta; 2008),Terjemah Cetakan ke 
III hal: 145 
31Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Gema Insani,  jakarta; 2001), hal 101 
32
 Muhammad  Nadratuzzaman, Produk Keuangan Islam; Indonesia dan Malaysia (Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta; 2013), hal 117 
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3) Sparta, Menjelaskan bahwa Murabahah adalah transaksi 
penjualan  barang dengan menyatakan harga perolehan dan 
keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 
Dalam hal ini, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan 
pembeli. Sebagai penjual, bank melakukan penjualan barang 
kepada nasabah (pembeli).33 
4) Adiwarman Karim, mendefinisikan murabahah adalah akad jual 
beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah 
keuntungan (Margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.34 
5) Muhammad, memberikan pengertian yang disandarkan pada 
perkataan Ibnu Qudamah dalam bukunya Mughni 4/280 
mendefinisikan: Murabahah adalah menjual dengan harga asal 
ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.35  
6) Widodo, murabahah adalah Jual-beli yang mana si penjual 
berkewajiban menyampaikan harga kulakannya kepada si 
pembeli ditambah keuntungan yang telah disepakati antara si 
penjual dengan si pembeli.36 
f. Landasan Hukum Murabahah.  
1) Firman Allah SWT, antara lain:37 
                                                            
33
 Sparta  Mengenal Keunggulan Praktek Perbankan  Syariah di Indonesia  
J U R N A L E K O N O M I ,  T h  X I I I / 0 3 / 1 1 / 2 0 0 8 ,  I S S N  N o. 0 8 5 4 - 9 8 4 2 ,  h a l : . 3 5 2  
34Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan  (Raja Grafindo Persada jakarta 2006) hal. 113 
35
 Muhammad, Sistem dan Prosedur, Operasional Bank Syariah (UII Press, Yogyakarta: 2005) 
Cetakan kelima,  hal; 23 
36
 Widodo, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam, Perspektif Aplikatif (KAUKABA, 
Yogyakarta: 2014) Cetakan pertama. Hal; 409 
37
 Al Quranul karim  
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a) QS. An-Nisa' [4]: 29:  
 اُْ"َآ >َْ,َِّ
ا َ(ُّَأ gَ َنْَُ َْنأ َّ+ِإ ِِطَ#
ْِ bْَُ"َْ bْَُ
اََْأ اُْ'ُْRََ+
 ْbُ"ْِ ٍضاََ >ْ/َ ًةَرBَِ 
 
"...Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling 
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
sukarela di antaramu …" 
 
b) QS. Al-Ma'idah [5]: 1:  
 
 ِدُْ2ُ
ْِ اُْ:َْوأ اُْ"َآ >َْ,َِّ
ا َ(ُّَأَ 
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..." 
 
c) QS. al-Ma'idah [5]: 2:  
 
 َ+َو ىََّْ	
اَو ِّِ#
ْا @َ'/َ اُْ*َو2َََو ِناَو.ْ2ُ
ْاَو bِQْ8ِْا @َ'/َ اُْ*َو2ََ
 ِبَ2ِ
ْا .ُ.ِ=َ َ َّالله َِّنإ َ َّالله اُَّاَو. 
 
"… Dan tolong-menolonglah kamu atas dasar kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." 
 
d) QS. al-Baqarah [2]: 283:  
 
 ُَّَر َالله Nَِّ	َ
َْو ،ُ	ََ*ََأ >َُِْؤا ى,َِّ
ا ِّدnَُ'َْ: oً2َْ bْُoُ2َْ >ََِأ ِْنpَ: 
"… Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 
lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya …" 
 
2) Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:38 
a) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, 
riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari 
Yahya:  
 َ+َو َرَWَ َ+ َْنأ @oََ_ bََّ')ََو ِَْ'/َ ُ َّالله @َّ'3َ ِ َّالله َل)َُر ََّنأ
 َراَWِ) ِِ"َ")ُ ِ: ِِGَ
ا >ُْ َةَدَ#/ُ >ْ/َ <ََ >ُِْا ُ<ََHَْأ ,
 ُبَ	ِ
ا : ُبَ#
ا ،ُمَ9َْ6ا : bُ_َْر ،ِهِرBَِ ُّoَُَ ِِّ9َ ِ: @َ"َ >ْَ
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 ِ;ْ.ِَ
ا :2331 >ْ/َ !ِ
َو ،ٍسَّ#/َ >ِِْا >ْ/َ .ُَ9َْأ ُهاَوَرَو ،
 ََْ 
"Rasulullah s.a.w. menetapkan tidak boleh membahayakan/ 
merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya 
(kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya 
(perbuatan yang merugikannya)." (HR. Ibnu Majah dari 
Ubadah bin Shamit dalam Kitab Sunan al-Tirmidzi, Kitab: 
Ahkam, bab man bana fi haqqihi ma yadhurru bi jarihi, No: 
2331; HR. Ahmad dari Ibnu Abbas dan HR Malik dari Yahya) 
 
b) Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Kitab Ahkam, 
bab: ma dzukira 'an Rasulillah, No: 1272:  
 
 َّ9ََأ َْوأ ً+َ79َ َم َّ9َ ً'ْ3ُ َّ+ِإ >َِِ'%ْُ
ْا >ََْ rٌِ\<َ Pُ'ْ ُّG
ا
 َم َّ9َ ًطْ=َ َّ+ِإ bْ(ِِطوُ=ُ @َ'/َ َنُِ'%ْُ
ْاَو ًاَ9َ َْوأ ً+َ79َ
ًاَ9َ َّ9ََأ . 
 
"...Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan 
syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang 
halal atau menghalalkan yang haram..." 
 
c) Hadis Mauquf Ibnu Mas'ud:  
 
 ٌ>%َ9َ ِالله .َ"ْ/ِ َُ(َ: ً"%َ9َ َنْُِ'%ْُ
ْا ُهآَر َ 
 
"Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, baik pula di sisi 
Allah." (HR Ahmad, Musnad Ibn Hanbal, kitab: al-Muktsirin 
min al-Shabahah, bab: Musnad Abdullah Ibnu Mas'ud, No. 
3418; Radd al-Muhtar 'ala Dur al-Mukhtar, Ibnu 'Abidin, Dar 
al-Kutub al-'Ilmiyah, hlm. 52) 
 
3) Kaidah fikih, antara lain:39 
a.  ِءَ=َْ6ْا ِ: ُ3َْ6اbْِَّْ	
ا @َ'/َ ٌِْ
َد َّل.َُ َْنأ َّ+ِإ ُ9ََ8ِْا  
"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (al-Asybah wa 
al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah, Jalal al-
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Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar 
al-Kitab al-'Arabi. 1987, hlm. 133) 
 
b.  ٌs<ِاَو َُ(َ: ِِ َّ+ِإ sُ<ِاَ
ْا ُّbِ	َ َ+ َ . 
 
"Jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan 
sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya." (Irsyad al-
Fuhul, Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad al-Syaukani, Beirut: 
Dar al-Fikr. 1992, juz 1, hlm. 411) 
 
c.  ِََ'Gْَ
ْِ ٌطُْ"َ َِّ/ِ َّ
ا @َ'/َ ِمَ8ِْا ُف ُّGََ. 
 
"Keputusan/kebijakan/tindakan pemegang otoritas terhadap 
rakyat harus mempertimbangkan mashlahat." (al-Asybah wa 
al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah, Jalal al-
Din Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Dar Saa, 
Kairo 2004, cet. II, Vol. I, hlm. 276) 
 
d.  ٌََّَُ ُةَد2َ
ا . 
 
"Adat (dapat) dijadikan pertimbangan dalam penetapan 
hukum." (Durar al-Hukkam fi Syarh Majallat al-Ahkam, Ali 
Haidar, Dar al-Jil, pasal 812, hlm. 351) 
 
e. ًطْ=َ ِطْوُ&ْَ
ْَ ً:ْ/ُ ُفْوُ2ْَ
اا . 
 
"Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan 
kebiasaan) sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan 
sebagai syarat." (Durar al-Hukkam fi Syarh Majallat al-
Ahkam, Ali Haidar, Dar al-Jail, pasal 251, hlm. 233) 
 
f.  ْbُ(َ"َْ ِطْوُ&ْَ
ْَ ِر َّBُّ	
ا >َْَ ُفْوُ2ْَ
اا  
 
"Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan 
kebiasaan) di antara sesama pedagang sama statusnya 
dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat di antara 
mereka." (Syarh al-Qawa`id al-Fiqhiyyah, Ahmad Ibn al-
Syaikh Muhammad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Qalam, 
1989, hlm. 237; al-Qawa`id al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, 
Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasat Mu'allafatuha, 
Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha, Ali Ahmad al-
Nadawi, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994, hlm. 65; dan al-
Wajiz fi Idhah al-Fiqh al-Kuliyyah, Muhammad Shidqi Ibn 
al-Burnu, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983, hlm. 79) 
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g. 
ا ِّtَّ"
ِ ِِَّ
َ ِفْ2ُ
ْِ ُِَّ  . 
 
"Sesuatu yang tetap (berlaku) berdasarkan kebiasaan sama 
statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan dengan nash." (al-
Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Atsaruha fi al-Mu'amalat 
al-Maliyah, Umar Abdullah Kahil, Kairo: Universitas al-
Azhar. t.th, hlm. 160) 
 
h.  ََف7Aِ
ْا 0َُ:َْ ِدَ(ِ	<ْ ِ+ْا ِِ\%ََ ِْ: bِِَ
ْا bُْ9ُ. 
 
"Keputusan pemerintah (pemegang otoritas) dalam masalah 
ijtihad menghilangkan ikhtilaf." (al-Furuq, Syihab al-Din al-
Qurafi, Beirut: 'Alam al-Kutub. t.th., juz II, hlm. 103) 
 
i.  ََف7Aِ
ْا 0ََ:َر bِِَ
ْا bُْ9ُ. 
 
"Keputusan pemerintah (pemegang otoritas) menghilangkan 
ikhtilaf." (I'anat al-Thalibin, Sayyid al-Bakri Muhammad 
Syatha al-Dimyathi, Beirut: Dar al-Fikr. t.th., juz III, hlm. 
303; Hasiyah Ibn Abidin, Muhammad Amin, Beirut: Dar al-
Fikr. 1386 H, juz III, hlm. 412; dan Hasiyah al-Dasuqi, 
Muhammad al-Dasuqi, Beirut: Dar al-Fikr. t.th., juz IV, hlm. 
79, 147, dan 158) 
 
4). Pendapat para Ulama :40 
 
a. Dr. Wahbah al-Zuhaili:  
 
 .ِْ2َ
ْا ِدَ2ِ*ْا ِد َّBَُِ ِعَّْ&
ا ِْ.ِَْ	ِ ًِ
آ Nَُّََ	َ ِّِ'3َْ6ْا .ِْ2َ
ْا bُْ9َُو
ًْِ3َ ...  ُِَ	"َْ ًْِ3َ ِ0َْ#
ْا ِدَ2ِ*ْا ِد َّBَُِ#:َ ،يَ	&ْُ'ِْ
 ُَّِ'ْِ
ْا
 ِدُْ2ُ
ْا ِمَ9َْأ ُِ\)َ ا,ََھَو. 
 
Akibat hukum utama akad (tujuan akad, ghayah) terjadi 
seketika --berdasarkan ketentuan syara'-- hanya dengan 
terjadinya akad yang sah (memenuhi rukun dan syarat-
syaratnya) ... dengan terjadinya akad jual beli yang sah, 
beralihlah kepemilikan (barang) kepada pembeli; demikian 
pula akibat hukum akad lainnya (al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, Wahbah al-Zuhaili, Beirut: Dar al-Fikr al-
Mu'ashir. 2006. juz IV, hlm. 3084) 
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b. Pendapat fuqaha dalam al-Mausu'atu al-Fiqhiyah al-
Kuwaitiyah:  
 
 ْيَِ	&ْُ
ْا !ُ'ْِ ُنْَُَو ،>َََّ
ا 0ُِ\َ#
ْا !ُِ'َْَو ،0َِْ#َ
ْا يَ	&ْُ
ْا !ُِ'َْ
 ِuُََّ	
ا @َ'/َ vَُّ_ََ	َ َ+َو ،ِPْِ َّG
ا ِ0ْَ#
ْا .ِْ/َ ِد َّBَُِ 0ِْ#َ'ِْ
 ... 
 
Dalam jual-beli, obyek (mabi') menjadi milik pembeli dan 
uang (tsaman) menjadi milik penjual; pembeli menjadi 
pemilik obyek (mabi') dengan terjadinya akad jual-beli yang 
sah, tanpa disyaratkan adanya penguasaan (qabdh) (al-
Mausu'atu al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Wizaratul Auqaf al-
Kuwaitiyah, juz 9, hlm. 37) 
 
5). Keputusan AAOFI, dalam al-Ma'ayir al-Syar'iyyah:  
 
 َ(َْ'/َ ٍفَر2ََ	ُ /ًْ=َ ٍَ
ُْ#ْَ ٍَْَِط ََّيأ ُ%َ َّ)nَُ
ْا َم.ِAَْ	%َْ َْنأ 0َِ*َ َ+
 ِةَّ.ُ @َ'/َ ًءَ"ِ ِPْ ِّ
ا ِب%َِِ
  @َ'/َ .ُَِ	2َْ ِْ	َّ
ا ِب%َِ
ْا َِْَِط ُْِ ،ِْِَّْ	
ا
 ِب%َِ
ْا َِْَِط َْوأ ،ِة َّ.ُ
ْا ِِَِ
 ًّَِ")َ ِwَ'#ْَ
ْا ِِَ @َ'/َ ًَ#%ِْ* ِPْ ِّ
ا .ِْ.ِَْ
 َ	ُ
ْا wِِ
َ#َ
ْا @َ'/َ Pُْ ِّ
ا sُ%َُْ ;ُْ9َ َِّِ
ُزَ"َّ	
ا ِs%ََِ ِْِ2َ
ْا ِ َّِذ ِْ: َِِّَ#
 ِwَ'#ْَ
ْِ ً"َّَ#ُ ِّِ
َ<ْ8ِْا ِ0َْ#
ْا >ُََQ َنْَُ َْنأ َ1َْِ=َ ِط%َ_َْ6ْا ِلَو.ْ<َ. 
 
Lembaga Keuangan Syariah tidak dilarang untuk menggunakan 
metode yang diterima (dibolehkan) oleh syariah dan 'urf dalam 
menghitung keuntungan (murabahah) sesuai jangka waktu 
pembiayaan, antara lain metode penghitungan keuntungan 
berdasarkan prosentase atas jumlah total harga/pembiayaan dalam 
satu tahun, selama jangka waktu pembiayaan (thariqah al-hisab 
allati ta'tamidu 'ala tahdid al-ribh nisbatan 'ala kamil al-mablagh 
sanawiyan li kamil al-muddah), atau metode penghitungan secara 
menurun (thariqah al-hisab al-tanazuliyah), yaitu penghitungan 
keuntungan berdasarkan sisa pembiayaan yang menjadi 
tanggungjawab nasabah sesuai dengan jadual angsuran. Dalam 
kedua metode tersebut, pada saat akad total harga jual harus 
disebutkan dalam bentuk nominal. (al-Ma'ayir al-Syar'iyah li al-
Muraja'ah al-Islamiyah, Mi'yar No. 47, Hai'ah al-Muraja'ah wa al-
Muhasabah al-Islamiyah, Bahrain, hlm. 63) 
 
 َ	َْT
ْا .َ2َْ ُّNََ	%ُْ ًة.َ9ِاَو ً2َ:َْد ُُ"ََQ 0َُ:.ُْ ْي,َِّ
ا ِ َّ<nَُ
ْا 0ِَْ#
ْا ِحََْرأ ُتَ#Qِْإ ُّbِ	َ ِة
 ِّ.2ََ	ُ ٍَِ
َ ٍتاََ	َ: @َ'/َ 0َُ:.ُْ ٍط%َ_َْأ @َ'/َ ُُ"ََQ 0َُ:.ُْ َْوأ َِ
ِَ
ْا َِِ
َ
ْا ٍةَد
 ِ>َْ	َْَِط ى.َ9ِْإ ِما.َAِْ	)ْِ ٍَ9َِ+: 
1.  ِ<ََ6ْا ِةَ	َْTِ
 َِّِ'َ#َْ	%ْُ
ْا َِ
ِَ
ْا ِتاََ	َT
ْا @َ'/َ ٌ/َ َّزَُ ِحََْر6ْا ُتَ#Qِْإ
 ِّuDَِ ِحََْر6ْا >َِ َ(ُ#ْGَِ* ٍَِ
َ ٍةَ	َْ: ِّُِ
 tُ َّGAَُ ;ُْَِ َِXَّ"
ا
 ُَ' َّoَTُ
ْا َِھ ُَْَِّ1
ا ِه,ِھَو ،َ+ َْوأ ا.ًَْ* bُِْ'%َّْ	
ا َّbَ اَِذإ  َّ/َ. 
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2.  ِط%َ_َْ6ْا bُِّ'%ََ .َ"ْ/ِ ِحََْر6َا ُتَ#Qِْإ–  ِِ"ْ9ِ ِْ: ٌّُ-  !َِ
َذ َْتأَر اَِذإ
 َْوأ ِفِGْَ'ِْ
 ُَّ/ِْ َّ&
ا ُََ_ ِّ
ا ُَzَْھ ُمrِ'ُْ ُَّِ:اَ=ْ ِ8ْا ُت1َ'ْ ُّ%
ا َْ*َ
 !َِ
,َِ. 
 
"Pengakuan keuntungan jual-beli tangguh yang harganya dibayar 
sekaligus setelah periode buku berjalan atau dibayar secara 
angsuran dalam beberapa periode buku berikutnya, dilakukan 
dengan salah satu dari dua metode berikut: 
1. Pengakuan keuntungan disebar ke dalam beberapa periode 
buku yang akan datang sampai dengan jatuh tempo; dalam arti 
untuk setiap periode buku ada bagian keuntungan yang 
ditentukan, baik pembayaran harga tersebut diterima atau 
tidak. Inilah metode yang lebih disukai. 
2. Pengakuan keuntungan dilakukan ketika setiap angsuran 
bayaran harga diterima, apabila dewan pengawas syariah 
LKS/bank membolehkannya atau apabila otoritas pengawas 
mengharuskan demikian. 
(Ma'ayir al-Muhasabah wa al-Muraja'ah wa al-Dhwabith li al-
Mu'assasat al-Maliyah al-Islamiyah, Mi'yar no 2, AAOIFI 
Bahrain, 2004, hlm. 142). 
 
c. Syarat Baa i ’u al Murabahah.  
1) Menurut Hendry (1999;42-44) dalam bukunya Widodo 
menerangkan, bahwa rukun dan syarat murabahah adalah:41 
a) 0\ = Baa i ’u = penjual (pihak yang memiliki barang)  
b) ي	& = Musytary = Pembeli (pihak yang akan membeli 
barang) 
c) 0# = Mabii ‘u = barang yang diperjual belikan 
d) >Q = Tsamanun = harga, dan 
e)  ب<ا– ل#_  = Ijab-qabul = pernyataan timbang terima 
 
Sedangkan syarat-syaratnya adalah: 
a) Pihak yang berakad, yaitu bai’ dan mustari harus cakap 
hukum atau sudah baligh (dewasa), dan mereka saling 
meridhai (rela). 
b) Khusus untuk mabi’, persyaratanya adalah harus jelas dari 
segi sifat, jumlah, jenis, yang akan ditransaksikan dan juga 
tidak termasuk dalam kategori haram. 
                                                            
41
 Widodo, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam, Perspektif Aplikatif (KAUKABA, 
Yogyakarta: 2014) Cetakan pertama. Hal; 417 
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c) Harga dan keuntungan harus disebutkan begitu pula sistem 
pembayarannya, semuanya ini dinyatakan di depan 
sebelum akad resmi (ijab qabul) dinyatakan tertulis. 
 
Dalam teknis perbankan, penjual adalah bank, pembelinya 
adalah nasabah, Mabi diartikan jenis pembiayaan, sedangkan 
tsaman adalah pricing atau plafon/limit (batas-batas) maksimal 
nominal pembiayaan dalam rupiah (satuan mata uang). Ijab 
qabul atau sighat adalah perjanjian tertulis (akad) 
2) Rusyd dalam bukunya menyebutkan syarat-syarat jual beli 
murabahah adalah: 42  
a) Harga yang pertama harus diketahui oleh pembeli kedua, 
karena murabahah adalah jual beli harga pertama berikut 
tambahan laba. Jadi itu merupakan syarat sahnya. Kalau 
tidak diketahui, maka hukumnya batal. 
b) Labanya harus diketahui, karena ini merupakan bagian 
dari harga, sehingga merupakan syarat sahnya. 
c) Harga dalam akad pertama tidak boleh sama jenisnya. 
d) Akad pertama harus sah. Tidak boleh rusak. 
 
2) Wahbah Az Zuhaili menyebutkan syarat murabahah:43 
a) Mengetahui harga pertama (harga pembelian). 
b) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual.  
c) Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang 
mitsliyat (barang yang memiliki varian serupa). 
d) Jual beli murabahah pada barang-barang ribawi 
hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah 
terhadap harga pertama. 
e) Transaksi yang pertama hendaknya sah. 
 
3) Antonio Syafi’i menyebutkan: 44 
a) Penjual memberikan tahu biaya modal kepada nasabah. 
                                                            
42
 Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid (Akbar Media,  Jakarta; 2013).  
Terjemah.  Cetakan Pertama, Hal: 373  
43
 Az Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu.  (Gema Insani Darul Fikir, Jakarta; 2011). 
Terjemah. hal: 358-360 
44
  Antonio Syafi’i, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Gema Insani jakarta, 2001), hal 102 
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b) Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan  
c) Kontrak harus bebas dari Riba. 
d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat 
atas barang sesudah pembelian. 
e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 
dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 
secara hutang. 
Secara prinsip jika syarat a), b), e), tidak dipenuhi, pembeli 
memiliki pilihan: 
a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 
b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan 
atas barang yang dijual. 
c) Membatalkan kontrak. 
 
4) Syarat jual beli murabahah juga dikemukakan oleh Shalah Ash-
Shawi dan Abdullah Al Muslih:45  
Agar murabahah ini dikatakan sah, harus diiringi dengan 
beberapa persyaratan khusus, selain berbagai syarat umum jual 
beli lainnya: 
a) Modal dan keuntungan harus sama-sama diketahui secara 
pasti. Karena pengetahuan tentang harga merupakan syarat 
sahnya seluruh jual beli. 
b) Hendaknya modal harus berupa barang-barang yang ada 
padanannya. Kalau berupa barang-barang yang tidak ada 
padanannya, tidak sah dalam jual beli murabahah menurut 
pendapat ulama yang lebih benar. Karena dasar jual beli ini 
adalah sikap amanah dan menghindari keragu-raguan. Bila 
urusannya diserahkan kepada penjual untuk mengukur nilai 
barang jualan dan membatasi harga, hal itu membuka pintu 
untuk melakukan sikap pengurangan dan manipulasi batas. 
Atau paling tidak melakukan kekeliruan. 
c) Sahnya akad jual beli semenjak awal. Bila akad tidak sah, 
maka sistem ini juga tidak bisa diberlakukan. 
 
5) Kaidah yang berhubungan dengan murabahah antara lain:46 
a) Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal. 
                                                            
45
 Ash-Shawi, Shalah. Fikih Ekonomi Keuangan Islam.(Darul Haq, Jakarta:2008) hal 196 
46
 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (UII Press,Yogyakarta; 2005) 
Cetakan kelima, hal:24 
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b) Biaya aktual dari barang yang akan diperjualbelikan harus 
diketahui oleh pembeli. 
c) Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan 
penjual) atas harga jual yang termasuk didalamnya harga 
pokok penjualan (cost of goods sold) dan margin 
keuntungan.  
d) Jika barang yang akan di jual tersebut dibeli dari pihak 
ketiga, maka perjanjian jual beli yang dengan pihak pertama 
tersebut harus sah menurut syariat Islam.  
e) Murabahah memegang kedudukan kunci no dua setelah 
prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia dapat diterapkan 
dalam: Pembiayaan pengadaan barang dan pembiayaan 
pengeluaran Letter of Credit (L/C)  
f) Murabahah akan sangat berguna sekali bagi seseorang yang 
membutuhkan barang secara mendesak tapi kekurangan 
dana pada saat itu ia kekurangan likuiditas. Ia meminta pada 
bank agar ia membiayai pembelian barang tersebut dan 
bersedia menebusnya pada saat diterima. Harga jual pada 
pemesan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan 
yang telah disepakati. 
Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kedua 
belah pihak harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang 
telah disepakati bersama. 
Bank : Harus mendatangkan barang yang benar-benar 
harus memenuhi pesanan nasabah baik jenis, 
kualitas atau sifat-sifat lainnya. 
Pemesan : Apabila barang telah memenuhi ketentuan dan 
ia menolak untuk menebusnya maka bank berhak 
untuk menuntutnya secara hukum. Hal ini 
merupakan konsensus para yuris muslim karena 
pesanan telah dianalogikan dengan dhimmah 
(hutang) yang harus ditunaikan.  
 
d. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah:47 
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 
riba.  
2) Barang  yang  diperjualbelikan  tidak  diharamkan  oleh  syari’ah 
Islam. 
3) Bank membiayai  sebagian atau  seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya.   
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.  
                                                            
47
 Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUIIV/2000 Tentang Murabahah  
40 
 
5) Bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.  
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara  
jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 
diperlukan. 
7) Nasabah membayar harga barang yang  telah disepakati  tersebut 
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.   
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut,  pihak  bank  dapat  mengadakan  perjanjian  khusus 
dengan nasabah.   
 
e. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual beli Murabahah. 
Kegiatan pembiayaan berdasar murabahah berlaku persyaratan 
Sebagai berikut:48 
1) BMT Menyediakan Dana pembiayaan yang disalurkan berdasar 
perjanjian jual beli murabahah. 
2) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh anggota kepada 
BMT ditentukan berdasarkan kesepakatan BMT dan anggota 
3) BMT selaku penjual harus memberitahu harga produk (harga 
perolehan) yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 
keuntungan (dalam nominal) sebagai tambahannya. 
4) BMT dapat membiayai sebagian atau seluruhnya harga 
pembelian barang yang telah disepakati. 
5) Dalam BMT mewakilkan (wakalah) kepada anggota untuk 
membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah 
barang secara prinsip menjadi milik BMT. 
6) BMT Boleh meminta anggota untuk membayar uang muka saat 
menandatangani pesanan barang disertai wa’d  untuk 
membelinya. 
7) BMT boleh meminta anggota untuk menyediakan agunan selain 
barang yang dibiayai BMT. 
8) Kesepakatan atau margin harus ditentukan satu kali pada awal 
akad dan tidak berubah selama periode akad. 
  
f. Skema Pembiayaan Murabahah Tanpa Wakalah.49 
                                                            
48
 Perhimpunan BMT Indonesia;Pedoman Akad Syariah (PAS), (PT Permodalan BMT  Ventura, 
Jakarta, 2014) hal 17-18 
49
 Perhimpunan BMT Indonesia;Pedoman Akad Syariah (PAS) ,(PT Permodalan BMT  Ventura, 
Jakarta, 2014) hal 46-47 
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1) Proses pengadaan barang dilakukan sebelum ada transaksi jual 
beli, baik ada pemesan atau tidak. BMT dapat membeli secara 
tangguh ke pemasok, membuat sendiri atau pesan ke produsen.  
2) Anggota mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah. 
3) BMT dan anggota bernegosiasi atas harga, biaya-biaya, sistem 
pembayaran. 
4) BMT dan Anggota melaksanakan akad murabahah. 
5) BMT menyerahkan barang ke anggota setelah anggota 
memenuhi persyaratan. 
6) Anggota membayar harga barang sebesar harga beli BMT 
ditambah margin dan biaya-biaya pengadaan barang sesuai 
kesepakatan.   
 
g. Skema Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah.50 
1) Anggota mengajukan pembiayaan murabahah untuk pengadaan 
aset tertentu. 
2) Anggota berjanji (wa’d) untuk membeli barang ke BMT.  
3) Anggota dan BMT bernegosiasi atas kualitas barang, harga, 
biaya-biaya. 
4) BMT memberi kuasa (wakalah) kepada anggota untuk membeli 
barang.  
5) Anggota membeli barang dari pemasok sesuai kuasa yang 
diberikan BMT  
6) Pemasok menyerahkan barang ke anggota  
7) Anggota dan BMT melaksanakan akad murabahah. 
8) Anggota membayar ke BMT sesuai dengan harga dan sistem 
pembayaran yang sudah disepakati. 
Sedangkan di dalam buku Muhammad disebutkan istilah 
Outrigh Purchase, yaitu:51 
1) Bank menunjuk nasabahnya sebagai agen pembelian barang 
dimaksud atas nama bank, dan bank membayar harga barang. 
Pembayaran harga beli hanya sah bila dilengkapi invoice, 
draft/bill, confirmed delivery order atau dokumen-dokumen 
sejenis. Bank harus memastikan bahwa: 
a) Draft/bill tidak boleh kadaluwarsa (biasanya tidak lebih dari  
14 hari setelah tanggal tertulis). 
b) Pembiayaan ganda (double financing) harus dihindari. 
                                                            
50
 Ibid 47-48 
51
 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (UII Press,Yogyakarta; 2005) 
Cetakan kelima, hal:26 
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2) Bank syariah selanjutnya menjual barang ke nasabahnya dengan 
harga yang telah disepakati bersama, yaitu harga pembelian 
ditambah margin keuntungan, dan menerbitkan suatu murabahah 
note bernilai nominal sebesar harga jual untuk dilunasi dengan 
tangguh tempo 30 hari, 60 hari, 90 hari atau jangka waktu lain 
yang disepakati bersama. 
3) Pada saat murabahah note jatuh tempo, nasabah membayar bank 
dengan mendebit rekening korannya di bank yang bersangkutan 
atau kliring cek/draf 
Sebagai Catatan: Akad murabahah hanya bisa dilaksanakan 
ketika barang sudah ada atau ketika proses wakalah selesai. Baiknya 
pembayaran ke pemasok dilakukan oleh BMT untuk mengurangi 
resiko penyalahgunaan dana oleh anggota. 
h. Manfaat Bai’al Murabahah 
Bai’ Al-Murabahah memberi banyak manfaat kepada 
Lembaga Keuangan Syariah. Salah satunya adalah adanya 
keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan 
harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bai’ al-Murabahah 
juga sangat sederhana dan memudahkan penanganan administrasinya 
di Lembaga Keuangan Syariah.52 
 Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara 
lain sebagai berikut:53 
1. Default atau kelalaian anggota sengaja tidak membayar 
angsuran.  
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di 
pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank  
tidak bisa mengubah harga jual-beli tersebut. 
3. Penolakan nasabah barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh 
anggota karena berbagai sebab. Karena itu, sebaiknya dilindungi  
                                                            
52
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Gema Insani jakarta, 2001), 
hal 106-107 
53Ibid hal 107 
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dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa 
spesifikai barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila 
bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan 
penjualnya, barang tersebut menjadi milik bank. Dengan 
demikian, bank mempunyai resiko menjualnya pada pihak lain. 
4. Dijual karena bai’ al murabahah bersifat jual beli dengan 
hutang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi 
milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset 
miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi 
demikian, resiko untuk default akan besar.  
 
4. Pelaksanaan Akad Murabahah di BMT 
Untuk lingkup pragmatis, menurut Widodo, aplikasi pembiayaan 
murabahah dapat dilakukan baik untuk penggunaan yang bersifat 
produktif maupun konsumtif. Maksud penggunaan moda pembiayaan 
murabahah produktif, dalam konteks perusahaan adalah misal usaha 
dagang (trading) maupun pengolahan/pabrikan atau (manufacturing).54 
Bank Syariah dengan menggunakan fasilitas murabahah dapat 
membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau membiayai 
perdagangan. Adapun tujuan pembiayaan adalah:55 
a. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk 
membeli: Bahan mentah, Bahan setengah jadi, Barang jadi Stok dan 
persediaan, Suku cadang dan penggantian 
b. Bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang 
dilakukan oleh nasabahnya. Termasuk didalamnya biaya produksi 
barang baik untuk pasar domestik maupun di ekspor. Pembiayaan 
akan meliputi: Biaya bahan mentah, Tenaga kerja, Overheads cost, 
Margin keuntungan. 
c. Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan 
persediaan mereka. Keperluan pembiayaan mereka ditentukan pada 
besarnya stok dan persediannya (re-ordering level). Pembiayaan 
juga meliputi biaya bahan mentah, tenaga kerja dan overhead. 
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d. Dalam hal dimana nasabah perlu untuk mengimpor bahan mentah, 
barang setengah jadi, suku cadang dan penggantian dari luar negeri 
dengan menggunakan letter of credit tersebut dengan menggunakan 
prinsip murabahah. 
e. Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja 
maupun kontrak pemasukan barang, dapat pula meminta pembiayaan 
dari bank. Bank dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip 
murabahah dan untuk itu bank dapat meminta surat perintah kerja 
(SPK) dari nasabah yang bersangkutan.   
Semua permohonan untuk fasilitas murabahah harus memenuhi term 
of conditions sebagai berikut:56 
a. Syarat pengajuan permohonan 
1) Individu 
a) Minimal berusia 21 tahun 
b) Berakal sehat 
c) Tidak dalam keadaan pailit 
d) Mempunyai integritas yang baik 
2) Perusahaan 
Badan hukum yang tidak bertentangan dengan syariah lebih 
disukai bila pemohon mempunyai rekening bank di Bank 
Syariah atau cabang-cabangnya. 
b. Margin pembiayaan  
Bank dapat menyediakan pembiayaan sampai dengan 100% 
berdasarkan biaya barang yang akan dibeli atau biaya kontrak yang 
didapat nasabah. 
c. Penetapan harga 
Harga jual kepada nasabah adalah harga beli ditambah margin 
keuntungan bank. Margin keuntungan akan ditentukan bank dari 
waktu ke waktu. Harga jual dapat ditentukan oleh bank pada saat 
permohonan pembiayaan disetujui atau pada saat setiap kali 
mencairkan dana pembiayaan (untuk modal kerja secara revolving)  
d. Jangka waktu pengembalian 
Waktu pengembalian setiap pembiayaan murabahah tidak lebih 
kurang dari 30 hari dan tidak lebih dari 1 tahun. Waktu kurang dari 1 
bulan dianggap 1 bulan. 
e. Cara pengembalian 
Pada saat jatuh tempo, nasabah memberikan wewenang kepada bank 
untuk mendebit kewajiban dari rekening banknya. 
f. Agunan 
Selain agunan dari barang yang mendapat pembiayaan, bank jika 
dirasa perlu dapat meminta agunan atau garansi. Jenis dan nilainya 
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akan ditentukan oleh bank pada saat menyetujui permohonan 
pembiayaan.   
 
Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan 
al murabahah secara berkelanjutan (rool over/evergreen) seperti untuk 
modal kerja, padahal sebenarnya, al murabahah tidak tepat diterapkan 
untuk skema modal kerja. Akad Mudharabah lebih sesuai untuk skema 
tersebut. Hal ini karena mengingat prinsip mudharabah memiliki 
fleksibilitas yang sangat tinggi.57  
 
Gambar 2.1  
Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secara  normatif, dalam akad  murabahah,  jika  lembaga  tidak 
memiliki barang yang diinginkan nasabah sebagai calon pembeli, maka 
lembaga harus melakukan transaksi pembelian kepada supplier. Dengan 
demikian, lembaga bertindak sebagai pembeli sekaligus menjualnya 
kembali kepada nasabah dengan harga  pokok  ditambah  margin.   
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Namun demikan seringkali BMT memberikan kuasa kepada  
nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya dan BMT 
yang  membiayai  harga  barang  tersebut.  Kemudian  nasabah  akan 
membayarnya kembali ke BMT dengan sistem angsuran. 59 
Contoh akad murabahah ini Andi berniat membeli laptop seharga 
12 juta, ia hanya memiliki dana 2 juta. Untuk mengatasi problem ini, 
Andi pergi ke BMT untuk mengajukan pembiayaan selama 2 tahun  
untuk  membeli  laptop  tersebut.   
Kemudian BMT menyetujui pengajuan  pembiayaan Andi dengan 
akad murabahah dengan ekspektasi keuntungan lembaga 18 % per tahun, 
maka perhitungannya adalah sebagai berikut : 60 
 
  Perhitungan lembaga 
Harga laptop   :   Rp. 12.000.000  
Dana nasabah    :   Rp.   2.000.000  
Porsi lembaga     :   Rp. 10.000.000  
Margin/mark up   :   Rp. 10.000.000 x 18%/th x 2 = Rp. 3.600.000  
  Porsi nasabah  
Harga beli laptop :   Rp. 12.000.000  
Margin       :   Rp.   3.600.000  
Harga jual     :   Rp. 15.600.000  
Angsuran Ke 1   :   Rp.   2.000.000  
Sisa angsuran     :   Rp. 13.600.000  
Angsuran/bulan  :   Rp. 13.600.000/24 bulan   
=  Rp. 566.666/bln  
 
Demikianlah transaksi murabahah yang banyak dipraktekan di 
BMT saat ini. Dimana seharusnya paradigma transaksi murabahah 
mengharuskan lembaga menjadi pemasok barang menjadi sekedar  
menyediakan pembiayaan untuk pengadaan barang. Dengan demikian  
yang terjadi tidak lagi transaksi jual beli paralel tetapi hanya jual beli 
tunggal antara  nasabah selaku pembeli dan BMT sebagai penjual.   
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Beberapa Kesalahan lain menurut Ashraf Usmani (2002-123) 
dalam pembiayaan murabahah:61 
a. Kesalahan paling umum adalah dengan mengasumsikan bahwa 
murabahah bisa dipergunakan untuk segala macam transaksi dan 
pembiayaan. Moda ini hanya bisa dipergunakan jika barang dibeli 
oleh pembeli. 
b. Dokumen (pembiayaan) ditandatangani guna memperoleh dana 
untuk memebeli komuditas tertentu. 
c. Pada beberapa kasus penjualan komuditas kepada nasabah dilakukan 
sebelum komuditas tersebut di beli dari pemasok . Hal ini terjadi 
karena berbagai tahapan dalam proses pembiayaan murabahah 
dilompati dan semua dokumen ditandatangani secara bersamaan. 
Perlu diingat bahwa murabahah adalah satu paket dari berbagai 
transaksi, dimana semua transakinya berjalan sesui urutan 
d. Berdasarkan observasi pada beberapa institusi keuangan, perjanjian 
pembiayaan murabahah disepakati, baru kemudian (untuk) membeli 
barang, yang hal ini secara syariah tidak diperkenankan 
 
5. Model Pelaksanaan Murabahah di BMT 
Ada beberapa tipe pelaksanaan murabahah yang dilakukan oleh 
lembaga  mikro syariah (BMT) diantaranya adalah sebagai berikut:  
a. Tipe Pertama 
LKS menerapkan akad murabahah sesuai dengan kaidah fiqih 
muamalah. BMT membelikan barang yang dipesan oleh nasabah, 
setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dimiliki secara 
penuh, BMT kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan 
harga perolehan ditambah margin sesui kesepakatan.  
b. Tipe Kedua 
Tipe kedua ini hampir memiliki kemiripan dengan tipe pertama, akan 
tetapi terdapat perbedaan, yaitu ketika kepemilikan barang berpindah 
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secara langsung dari penjual pertama (supplier) kepada nasabah. 
Namun untuk pembayarannya BMT langsung mentransfer kepada 
supplier. Untuk menghidari penyalahgunaan pendanaan. Nasabah 
selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya 
melakukan perjanjian murabahah dengan BMT.  
c. Tipe ketiga 
Model ini paling banyak dipraktekkan oleh LKS. BMT melakukan 
perjanjian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama 
BMT mewakilkan pembelian barang yang diinginkan pada nasabah 
melalui akad wakalah. Dana kemudian ditransfer pada nasabah dan 
nasabah menandatangani tanda terima uang sebagai dasar bagi BMT 
bahwa nasabah telah melakukan peminjaman uang.  
6. Instrumen Wakalah dalam Murabahah 
a. Definisi Wakalah 
Kata wakalah atau wikalah bermakna tafwidh “penyerahan”, 
seperti halnya ketika seseorang berkata, “aku serahkan urusanku 
kepada Allah.” Kata ini digunakan untuk pengertian hifizh seperti 
dalam firman Allah: 
 “cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dia sebaik-baik 
pemelihara.” 62  
 
Dalam bahasan ini, wakalah dimaknai sebagai penyerahan 
urusan seseorang kepada orang lain atas sesuatu yang dapat 
diwakilkan.63 
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Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim:  
Wakalah adalah pelimpahan tugas dari orang yang sah untuk 
membelanjakan harta kepada yang sepadan dalam perkara yang 
mungkin diwakilkan.64 
 
Wakalah menurut Muhammad adalah: 
Mewakilkan suatu urusan  kepada orang lain, untuk bertindak 
atas namanya.65 
 
b. Dasar hukum wakalah 
Ayat-ayat Al Quran yang dapat dijadikan dasar hukum 
beroperasinya kegiatan ijarah ini meliputi: 66  
Maka jikalau kamu kuatir ada persengketaan antara keduanya 
maka kirimkanlah seorang juru damai, dari keluarga laki-laki 
dan seorang juru damai dari keluarga perempuan”(An Nisa:35)  
 
Islam mensyariatkan wakalah karena kebutuhan manusia akan 
hal tersebut. Tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk secara 
langsung menangani semua urusan pribadinya, sehingga ia 
memerlukan perwakilan seseorang sebagai wakilnya.  
Allah menyebutkan kisah nabi Yusuf yang berkata kepada raja, 
 “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya 
aku adalah orang yang pandai menjaga lagi 
berpengetahuan”.(QS.Yusuf: 55) 67 
 
 Hadist nabi yang dapat dijadikan dasar hukum 
beroperasionalnya kegiatan ijarah, meliputi hadis-hadis nabi dalam 
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konteks Al Wakalah sangat banyak sekali. Diantaranya seperti apa 
yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. 
“Dikabarkan Rasulullah SAW telah mengutus Assaah untuk 
mengumpulkan Zakat, Urwah bin Umayah untuk menjadi wali 
dalam pernikahan beliu SAW dengan Umu Habibah binti Abi 
Sofyan, Abu Rafei dalam menerima pernikahan Maimunah binti 
Haris, dan Hakim bi Hajam dikala membeli ternak 
qurban.”(HR. Bukhari Muslim) 68 
 
Dalam kitab terjemahan Nailul Authar disebutkan bahwa 
wakalah ialah menempatkan orang lain di tempat dirinya, secara 
mutlak atau terikat. Dan tentang bolehanya wakalah ini tersebut 
dalam Al Qur’an sebagai berikut: 
“Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke 
kota dengan membawa uang perakmu ini” (Al Kahfi: 19).69 
 
Masih dalam kitab terjemahan Nailul Authar hadist yang ketiga 
(no, 3036) menunjukkan dibolehkannya mengangkat wakil bagi 
yang meminjam untuk menerima pinjamannya. Dan dari Jabir, ia 
berkata: aku hendak pergi ke Haiba, lalu nabi SAW bersabda:  
“Jika engkau berjumpa dengan wakilku, maka ambillah 
dari dia lima belas wasaq, lalu jika ia menghendaki satu tanda 
dari engkau, maka tepukkan tanganmu di atas pundaknya’. (HR. 
Abu Dawud dan Daruquthnie). 70 
 
Wakalah adalah akad yang dibolehkan. Masing-masing dari 
wakil, dan yang diwakilkan berhak membatalkan kapanpun, wakalah 
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menjadi sah dengan semua ucapan atau perbuatan yang 
menunjukkannya.71  
c. Jenis-jenis wakalah72 
1) Wakalah Al Mutlaqah 
Wakalah al mutlaqah ialah mewakilkan secara mutlak tanpa 
batasan waktu atau urusan-urusan tertentu. 
2) Wakalah Al Muqayyadah 
Dalam kontrak ini pihak pertama menunjukkan pihak kedua 
sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-
urusan tertentu.  
Keterangan: 
Bentuk perwakilan ini dapat dipergunakan oleh nasabah dalam 
proses pengimporan barang (L/C) melalui bank. Dalam kasus ini 
bank diminta nasabah untuk menyimpan dana pembelian dalam 
bentuk deposit untuk kemudian bank sebagai wakil 
mendatangkan asset sesuai dengan kriteria yang dikehendaki 
nasabah. Untuk itu bank berhak memperoleh fee. 
3) Wakalah al Aamah  
Wakalah Al Aamah adalah bentuk wakalah yang lebih luas dari 
Al Muqayyadah tetapi lebih sederhana dari al Mutlaqah. 
 
d.  Rukun-rukun wakalah 73 
Wakalah merupakan salah satu bentuk akad. Karena itu, 
wakalah tidak sah tanpa memenuhi rukun-rukun akad berupa ijab 
dan qabul. Dalam ijab-qabul tidak disyaratkan adanya lafadz 
tertentu, bahkan dibolehkan menggunakan apapun yang 
menunjukkan hal tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan. 
Dibolehkan bagi salah satu bagi kedua belah pihak pelaku akad  
untuk menerima kembali wakalah dan membatalkan akad dalam 
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kondisi apapun, karena wakalah termasuk akad yang boleh 
dibatalkan, bukan akad yang bersifat tetap dan lazim. 
e. Syarat-syarat wakalah74 
wakalah tidak sah diberlakukan kecuali syaratnya telah 
sempurna. Syarat-syarat tersebut ada yang berhubungan dengan 
muwakkil (pihak pemberi wakalah), ada yang berhubungan dengan 
wakil (pihak yang mewakili) dan adapula yang berhubungan dengan 
muwakkal fih (hal yang diwakilkan). 
f. Pembelian Oleh Wakil Untuk Dirinya Sendiri 
Jika seorang wakil diperintahkan untuk menjual sesuatu, 
bolehkan ia memberi barang tersebut untuk dirinya sendiri? 
Menurut imam Malik, wakil mempunyai hak untuk membeli 
barang tersebut untuk dirinya sendiri dengan penambahan harga. 
Menurut Abu Hanifah, Syafi’i dan Ahmad dalam suatu riwayat:  
“tidak boleh seorang wakil membeli dari dan untuk dirinya sendiri, 
karena telah menjadi tabiat manusia bahwa ia ingin membeli 
sesuatu dengan harga murah, sedangkan orang yang memberikan 
kuasa (mewakilkan) berharap agar wakil bersungguh-sungguh 
mendapatkan keuntungan dari penjualan.  
 
Dengan demikian terdapat kontradiksi yang sulit didamaikan 
antara tujuan keduanya. 
g. Wakalah Dalam Pembelian 
Pembelian yang dilakukan oleh wakil diikat oleh syarat-syarat 
yang telah ditetapkan oleh orang yang mewakilkannya. Ia 
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berkewajiban mentaati dengan baik ketentuan tersebut, baik yang 
berkenaan dengan harga pembelian maupun dengan jenis barangnya. 
7. Pelaksanaan Murabahah bil Wakalah BMT 
Senada dengan Ashraf usmani maka Taqi Usmani (2002: 149), 
pada point b dan c juga menyampaikan beberapa kesalahan mendasar 
dalam aplikasi pembiayaan terutama praktik murabahah bil wakalah:75 
“ b. Dalam beberapa kasus, maksud diajukannya pembiayaan 
murabahah memang hanya untuk memperoleh dana dan bukan untuk 
membeli barang. Ini jelas-jelas transaksi fiktif dan LKI harus sangat 
berhati-hati dengan itu. 
“ c. Pada beberapa kasus jual beli dilakukan saat barangnya belum 
ada. Beberapa lembaga keuangan hanya memperoleh  satu perjanjian 
murabahah saat pencairan dana, dan berapa lembaga keuangan 
lainnya saat persetujuan. Ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip 
murabahah yang mendasar.   
Menurut Widodo beberapa persoalan muncul dalam aplikasi akad 
murabahah bil wakalah. Jika pada saat akad murabahah disepakati para 
pihak dan pada saat yang sama LKI/LKS selaku pejual secara langsung 
mewakilkan pengadaan barangnya kepada nasabah pembeli maka yang 
terjadi adalah:76 
a. Pencairannya pembiayaan murabahah pasti berupa uang, 
artinya realisasi pembiayaan murabahah yang esensinya jual 
beli atau dagang barang berubah menjadi jual beli atau dagang 
uang. Dan ini selain tidak sesuai dengan esensi (pembiayaan) 
murabahah jelas dilarang syara. 
b. Dalam satu akad pasti terjadi dua transaksi, dengan demikian 
akan terjadi gharar atau ketidakjelasan perjanjian tersebut 
apakah pembiayaan murabahah atau wakalah. Inipun juga tidak 
dibenarkan secara syara. 
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Biasanya alasan yang diberikan BMT karena terkendala sistem dan 
pelaksanaan yang rumit, maka  itu adalah  resiko atau konsekuensi bagi 
BMT sebagai penyedia pembiayaan murabahah. Penyelesaiannya dapat 
dilakukan apabila pihak BMT serius ingin menerapkan konsep 
murabahah  tersebut  agar  sesuai  dengan  syariat.  
Namun ada beberapa keringanan dalam pelaksanaan murabahah bil 
wakalah ketika terdapat kemadharatan, Misalkan pada jenis transaksi  
perbaikan  rumah. Jenis ini akan menyulitkan pihak BMT jika pelaksanaan 
murabahah tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip awal yang tidak 
membolehkan adanya  perwakilan.  
Alasan yang kuat untuk dilaksanakan murabahah bil wakalah ini 
adalah karena objek transaksi itu sangat banyak, misalnya membutuhkan 
pasir, semen, paku, cat, kayu, dan lain sebagainya, yang ini akan 
menyebabkan kesulitan bagi pihak BMT. Termasuk kebutuhan pembelian 
barang sembako untuk mengisi toko.  
Kesimpulannya, akad atau transaksi murabahah seharusnya  
dilaksanakan dengan dua akad. Pertama akad dari supllier kepada pihak  
BMT dan yang kedua adalah akad dari pihak BMT kepada nasabah, sesuai 
dengan apa yang durumuskan oleh para ulama. 
Dalam transaksi murabahah tidak diperkenankan dijalankan 
berdasarkan ba‟i al-Murabahah bil wakalah atau melalui perwakilan 
kepada nasabah, karena ini lebih dekat dengan jual beli terhadap benda 
yang belum ada, dan itu tidak diperbolehkan dalam  Islam.  Pelaksanaan  
55 
 
ba‟i  al-murabahah bil  wakalah  dimungkinkan diperbolehkan jika dalam 
kondisi keterpaksaan sebagaimana telah dijelaskan di atas. 
8. Laba (keuntungan) dan Return 
a. Laba Halal dan Haram 
Laba adalah selisih penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. 
Kalangan ekonomi mendefinisikannya sebagai selisih antara total 
penjualan dengan total biaya. Total penjualan yakni harga barang 
yang dijual, dan total biaya oprasional adalah seluruh biaya yang 
dikeluarkan dalam penjualan, yakni terlihat dan tersembunyi. 77 
 
Karena perniagaan berarti jual beli dengan tujuan mencari 
keuntungan, maka keuntungan merupakan tujuannya yang paling 
mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari perniagaan. Asal dari 
mencari keuntungan adalah disyariatkan, kecuali bila diambil dengan 
cara  haram. 
b. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. 
Az Zuahaili, dalam etika jual beli menyampaikan tidak boleh 
berlebihan dalam mengambil keuntungan. Penipuan dalam jual beli 
yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal 
seperti itu termasuk penipuan. Namun penipuan kecil yang tidak bisa 
dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. 78 
 
Sebab kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli 
sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur 
penipuan. Dengan begitu jual beli yang mengandung unsur penipuan 
yang berlebihan dan bisa dihindari harus dihindari.  
Ulama Malikiah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu 
adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itu batas maksimal yang 
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dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian keuntungan 
yang baik dan berberkah adalah keuntungan yang sepertiga ke atas.    
c. Batas Maksimal Keuntungan. 
Tidak ada dalil dalam syariat sehubungan dengan jumlah tertentu 
dari keuntungan sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap 
haram, sehingga menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang 
dagangan disetiap zaman dan tempat hal itu karena beberapa hikmah 
diantaranya: 79 
1) Perbedaan harga terkadang cepat berputar dan terkadang lamban. 
Kalau perpurannya cepat, maka keuntungannya lebih sedikit, 
menurut kebiasaan. Sementara bila perputarannya lambat 
keuntungannya banyak. 
2) Perbedaan penjualan kontan dengan penjualan dengan 
pembayaraan tertunda. Pada asalnya, keuntungan pada penjualan 
kontan lebih sedikit daripada penjualan bentuk kedua. 
3) Perbedaan komoditi yang dijual, antara komoditi primer dan 
sekunder, keuntungannya lebih sedikit, karena memperhatikan 
kaum papa dan orang yang membutuhkan, dengan komoditi lux, 
yang keuntungannya dilebihkan menurut kebiasaan, karena kurang 
dibutuhkan (sehingga jarang laku). 
Oleh sebab itu, sebagaimana telah dijelaskan, tidak pernah 
diriwayatkan dalam sunnah nabi yang suci pembatasan keuntungan 
sehingga tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari itu. Bahkan 
sebaliknya diriwayatkan hadits yang menetapkan bolehnya keuntungan 
dagang itu mencapai dua kali lipat pada kondisi-kondisi tertentu, atau 
bahkan lebih dari itu. 
Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab Al-Manaqib, bab 28 no. 
3642, diriwayatkan dari Urwah:80 
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“Bahwa nabi pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan 
seekor kambing buat beliau. Lalu Urwah menggunakan uang tersebut 
untuk membeli dua ekor kambing. Salah satu kambing itu dijual dengan 
harga satu dinar, lalu ia datang menemui nabi dengan membawa 
kambing tersebut dengan satu dinar yang masih utuh. Ia menceritakan 
apa yang dia kerjakan. Maka nabi mendoakan agar jual belinya itu 
diberkati oleh Allah. Setelah itu, (karena berkah nabi) andaikan ia mau 
membeli tanah, ia bisa menjualnya dengan mendapatkan keuntungan.” 
 Dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya dari Urwah 
bahwa ia menceritakan:81 
 “Barang niaga dari luar kota tampak datang bagi nabi. Lalu 
beliau memberikan satu dinar kepadaku. Beliau bersabda, ‘hai Urwah, 
datangi pedagang itu, belikan untukku satu ekor kambing.’ Aku 
mendatangi pedagang tersebut dan menawar kambingnya. Akhirnya 
aku berhasil membawa kedua ekor kambing tersebut seharga satu 
dinar. Aku kembali dengan membawa dua ekor kambing tersebut –
dengan riwayat lain menggiring dua kambing itu- ditengah jalan aku 
bertemu seorang lelaki dan menawar kambingku. Kujual satu ekor 
kambing dengan harga satu dinar. Aku kembali kepada nabi dengan 
membawa satu dinar berikut satu ekor kambing. Aku berkata wahai 
Rasulullah ini kambing anda dan berikut satu dinar milik anda, beliau 
bertanya, apa yang engkau lakukan? Aku menceritakan semuanya. 
Beliau bersabda, ya Allah, berkatilah keuntungan perniagaanya. 
Kualami sesudah itu bahwa aku pernah berdiri di Kinasah di kota 
Kufah, aku berhasil membawa keuntungan empat puluh ribu dinar 
sebelum aku sampai ke rumah menemui keluargaku. 
 Diriwayatkan dengan shahih, bahwa Zubair bin Al-Awwam pernah 
membeli sebuah tanah hutan, yakni sebidang tanah luas di daerah tinggi 
di kota Madinah dengan harga seratus tujuh puluh ribu dinar. Namun 
kemudian Abdullah bin Zubair menjualnya dengan harga satu juta 
dinar. Abdullah menjualnya dengan harga berlipat-lipat kali mahal. 
 Hal yang perlu dicermati disini bahwa, semua kejadian tersebut 
tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, 
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memanfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisinya yang 
terdesak atau membutuhkan, lalu harga ditinggikan.  
Disisi lain, semua kejadian ini tidaklah menggambarkan kaidah 
umum dalam mengukur keuntungan. Justru sikap memberi kemudahan, 
sikap santun dan puas dengan keuntungan yang sedikit itu lebih sesuai 
dengan petunjuk para ulama salaf dan ruh syariat Islam. 
 Orang yang puas dengan keuntungan sedikit pasti usahanya penuh 
dengan berkah. Ali biasa keliling pasar kuffah dengan membawa 
tongkat dan berkata: 
“Hai para pedagang ambillah hak kalian, kalian akan selamat. 
Jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit, karena kalian bisa 
terhalangi mendapatkan keuntungan besar.” 82 
 
Sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa para pedagang 
bebas membatasi keuntungan mereka dalam batas-batas yang sesuai 
dengan kaidah-kaidah syariat secara umum, tidaklah menghalangi 
pemerintah untuk melakukan standarisasi harga dan memaksa para 
pedagang untuk menjual barang dagangan mereka dengan harga 
tertentu, tidak boleh lebih dari itu, apabila kondisi mendesak ke arah itu 
dan terdapat situasi yang mengharuskan adanya standarisasi harga. 
Ketetapan Majelis Ulama Fikih Mengenai Standarisasi Harga83 
 Majlis ulama fikih yang terikut dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) 
yang diadakan dalam pertemuan kelima di Kuwait pertanggal 1-6 Jumadil ula 
1409 H. Bertepatan dengan 10-15 Desember 1988 M. Telah melakukan 
diskusi tentang pembatasan keuntungan para pedagang. Mereka membuat 
ketetapan berikut: 
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 Pertama, hukum asal yang diakui oleh nash dan kaidah-kaidah syariat 
adalah membiarkan umat bebas dalam jual beli mereka, dan mengoperasikan 
harta benda mereka dalam bingkai hukum syariat Islam yang penuh perhatian 
dengan segala kaidah didalamnya. hal itu sesuai dengan firman Allah: 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
(An Nisa: 29)  
 Kedua, tidak ada standarisasi dalam mengambil keuntungan yang 
mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. 
Hal itu dibiarkan sesuai kondisi komoditi barang dagangan, namun dengan 
tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam, seperti sikap 
santun, qana’ah, toleransi dan memudahkan. 
 Ketiga, terdapat banyak dalil-dalil dalam ajaran syariat yang mewajibkan 
segala bentuk muamalah bebas dari hal-hal yang diharamkan atau bersentuhan 
dengan hal-hal yang haram seperti penipuan, kecurangan, manipulasi, 
memanfaatkan (memonopoli penjualan), yang kesemuanya adalah mudarat 
bagi masyarakat umum maupun kalangan khsus. 
 Keempat, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam menentukan 
standar harga kecuali kalau melihat adanya ketidakberesan dipasar dan 
ketidakberesan harga  karena berbagai faktor yang dibuat-buat. Dalam kondisi 
demikian, pemerintah boleh turut campur dengan berbagai sarana yang 
memungkinkan untuk mengatasi berbagai faktor dan sebab ketidakberesan, 
kenaikan harga dan kamuflase berat tersebut. 
d. Istilah lain dari laba adalah Return.84 
Return adalah keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi 
atau pembiayaan. Return tersebut dapat berupa return yang diharapkan 
(expected return) atau dapat pula berupa return aktual (actual return). 
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Bentuk return tersebut dapat berupa deviden atau laba yang diperoleh 
perusahaan, atau keuntungan yang diperoleh dari jual beli. 
Menurut Jogianto (2000, hal.107), return merupakan hasil yang 
diperoleh dari investasi dan dapat berupa return realisasi (realized 
return) yang sudah terjadi atau return ekspektasi (ecpected return) yang 
belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Return 
realisasi dihitung berdasarkan data historis, dan digunakan sebagai 
salah satu pengukur kinerja perusahaan dan digunakan juga sebagai 
dasar penentuan return ekspektasi dan risiko di masa datang. 
Sedangkan return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan 
diperoleh oleh investor di masa mendatang. 
Return murabahah atau sering disebut juga margin murabahah 
adalah selisih harga perolehan atau harga beli dengan harga jual 
kembali. Dalam penelitian ini return tersebut adalah return ekspektasi, 
karena dalam murabahah harga jual ditentukan berdasarkan 
kesepakatan kedua belah pihak, meskipun bank sebagai penjual sudah 
memiliki ketentuan tentang keuntungan yang diharapkan. 85 
 
B. Penelitian Yang Relevan 
Penelitian Kualitatif yang dilakukan oleh Siti Nurul Rahmah (2015) 
dengan Judul “Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada 
BMT Harapan Ummat Tulungagung dan Syarikat Takaful Ibnu Affan (Ibnu 
Affan Islamic Cooperative Ltd) Cabang Sungai Kolok Narathiwat Thailand 
Selatan. 
Dari hasil penelitian yang di lakukan Siti Nurul rahmah (2015) ini 
menyimpulkan bahwa antara BMT Harapan Ummat Tulungagung dan 
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Syarikah Takafful Ibnu Affan (Ibnu Affan Islamic Cooperativ Ltd) memiliki 
kesamaan dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah. 
 Prosedur pembiayaan yang dilakukan adalah: pengajuan pembiayaan, 
survey, rapat komite pembiayaan, pembelian barang dan penandatanganan 
akad. Metode analisis/penilaian calon anggota pembiayaan murabahah 
menggunakan metode 5C, yaitu: Character (karakter), Capacity 
(kemampuan), Collateral (jaminan), Capital (modal) dan Condition (kondisi). 
Ketika menangani pembiayaan bermasalah kedua lembaga tersebut 
menegur (silaturahmi dan/atau mengirimkan surat tagihan), resceduling 
(penjadualan kembali) dan melakukan penjualan jaminan. Setelah proses 
pencermatan dan penganalisaan, pelaksanaan akad pembiayaan murabahah 
pada kedua lembaga tersebut telah memenuhi kaidah syari’ah sebagaimana 
yang dijelaskan dalam buku-buku teori mengenai akad pembiyaan 
murabahah. 
Kedua lembaga tersebut dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip 
5C dan sama-sama menggunakan akad wakalah dalam transaksi murabahah. 
Sedangkan untuk perbedaanya adalah sebagai berikut: ada dan tidaknya 
persyaratan simpanan pada saat pengajuan pembiayaan, ada dan tidaknya 
wakil lembaga keuangan pada saat pembelian/pengadaan barang barang, bisa 
dan tidaknya negosiasi pada saat penentuan keuntungan yang diharapkan 
lembaga, bentuk jaminan, dan tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field 
research) dengan menggunakan desain kualitatif melalui pendekatan 
deskriptif-analitis. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat 
kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam 
suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait 
dengan pengamatan berperanserta.86 
Tujuan penelitian kasus dan lapangan adalah mempelajari secara 
intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan 
sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian 
kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya 
merupakan gambaran lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit.87 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat komparatif. 
Bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami 
subjek penelitian semisal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, 
secara holistik dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 
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pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode 
alamiah.88 
Atas dasar penggunaanya dapat dikemukakan tujuan penelitian 
kualitatif adalah:89 
1. Mendiskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi di 
lapangan sebagai bahan bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan 
kekurangan atau kelemahan sehingga dapat ditentukan upaya 
penyempurnaaanya. 
2. Menganalisis dan menafsirkan suatu fakta gejala dan peristiwa yang 
terjadi di lapangan sebagaimana adanya dalam konteks ruang dan waktu 
serta situasi lingkungan secara alami. 
3. Menyusun hipotesis berkenaan dengan konsep dan prinsip penelitian 
berdasarkan data dan informasi yang terjadi di lapangan (induktif) untuk 
kepentingan pengujian lebih lanjut melalui pendekatan kuantitatif. 
Salah satu Karakteristik Penelitian Kualitatif yang disampaikan 
Bogdan dan Biklen (1982) dan Loncoln dan Guba (1985) yang di kutip 
Moleong (2000:4-8) menulis ciri-ciri penelitian kualitatif ada 11 point salah 
satunya point no 6 adalah:  
Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-
angka. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi 
gambaran penyajian laporan tersebut. Data yang diperoleh mungkin berasal 
dari wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape, dokumen pribadi, catatan 
atau memo, dan dokumen asli lainnya. Pertanyaan penelitiannya dengan kata 
tanya (?)”mengapa”, “alasan apa”, dan “bagaimana terjadinya” yang akan di 
manfaatkan peneliti.90 
Menurut Danim, (2002:60-63) menulis ciri-ciri dominan dalam 
penelitian kualitatif yaitu:91 
1. Sumber datanya langsung  berupa data situasi alami dan peneliti adalah 
instrumen kunci 
2. Bersifat diskriptif 
3. Lebih menekankan pada makna proses ketimbang hasil 
4. Analisis data induktif 
5. Makna merupakan perhatian utama dalam pendekatan penelitian 
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B. Latar Seting Penelitian 
1) Latar/Lokasi Penelitian 
Penulis melakukan penelitian di dua titik lokasi yaitu BMT Setya Dana 
Nguter Sukoharjo dan BMT Nurul Ummah Bayat Klaten Jawa Tengah 
2) Seting penelitian adalah tahap-tahap penelitian berkenaan dengan proses 
pelaksanaan penelitian, yaitu: 
a. Tahap pelaksanaan 
Tahapan pekerjaan lapangan merupakan kegiatan inti dari penelitian 
yang memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. 
b. Konsultasi dengan pihak yang berwenang dan yang berkepentingan 
1) Mengumpulkan data 
2) Menganalisa data 
3) Konsultasi dengan dosen pembimbing 
c. Tahap Penyelesaian 
1) Menyusun kerangka laporan hasil penelitian 
2) Konsultasi dengan dosen pembimbing 
3) Waktu penelitian 
Bulan Mei sampai bulan Juli 2016 
4) Jadual Penelitian 
Mei  : Persiapan, Observasi wawancara awal 
  Juni : Pekan II & III, Pelaksanaan 
      Pekan IV, Observasi terakhir 
Juli : Pekan I, II, Tabulasi Dan analisis data 
     Pekan III, Penyusunan Draf Hasil Penelitian 
      Pelaporan 
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C. Subjek Dan Informan penelitian 
Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan 
hasil penelitian. Apabila subjek penelitiannya terbatas dan masih dalam 
jangkauan sumber daya, maka dapat dilakukan studi populasi, yaitu 
mempelajari seluruh objek secara langsung. Sebaliknya, apabila subjek 
penelitian sangat banyak dan berada diluar jangkauan sumber daya peneliti, 
atau batasan populasinya tidak mudah untuk didefinisikan, maka dapat 
dilakukan study sempel. 
Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi 
dan kondisi latar pelitian. Ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang 
latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim 
penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan 
kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat memberikan pandangan 
dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan 
kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut.92 
Kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan 
tetap teliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat 
terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi,  Lincoln dan 
Guba (1985: 258).  
Disamping itu pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam 
waktu relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sempling 
internal karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau 
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membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Bogdan 
dan Biklen, 1981: 65)93 
Adapun dalam penelitian ini penulis menentukan: 
1. Subjek penelitian adalah Manajer BMT Nurul Ummah Bayat dan 
Manajer BMT Setya Dana Sukoharjo. 
2. Objek penelitiannya adalah Akad Pembiayaan Murabahah. 
3. Adapun untuk informannya jajaran manajemen terutama bagian 
Akad Pembiayaan,  Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan nasabah 
D. Metode Pengumpulan Data 
Menurut Lofland (1984: 47) Sumber data utama dalam penelitian 
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan 
seperti dokumen dan lain-lain.94 
Pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer maupun 
sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang memberikan data kepada 
pengumpul data, sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang secara 
tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalkan melalui 
dokumen dan arsip.95 
Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek 
penelitian. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil 
wawancara dengan manajer BMT Setya Dana dan BMT Nurul Ummah juga 
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pihak-pihak yang mengetahui tentang akad  murabahah, prosedur pembiayaan 
dan lain lain. Mengumpulkan dokumen-dokumen tentang murabahah. 
Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan.  Terdiri  
dari profile BMT brosur, formulir pendaftaran, formulir akad, buku-buku 
fikih foto.  
Sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa data sekunder 
merupakan data penunjang yang dapat diperoleh dari buku panduan, profile, 
katalog penghimpunan dan pembiayaan, yang dikeluarkan oleh BMT Setya 
Dana Sukoharjo dan BMT Nurul Ummah Bayat maupun dari buku-buku yang 
berkaitan dengan tema yang di tulis oleh peneliti mengenai akad murabahah. 
Adapun Teknik pengumpulan datanya melalui: 
1. Wawancara 
Wawancara dilakukan sebagai salah satu teknik pengumpulan data. 
Wawancara ini dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 
terstruktur yang dilakukan melalui tatap muka. Sugiyono (2009:194-195) 
bahwa wawancara terstruktur digunakan secara tekhnik pengumpulan 
data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang 
akan diperoleh.  
Di samping itu peneliti menggunakan alat bantu seperti tape record 
dan alat lainnya untuk membantu memperlancar proses wawancara. 
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 
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secara sistematis dan lengkap. Pedoman wawancara yang digunakan 
hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.96 
Santoso, (2005:73-74) bahwa fungsi wawancara dalam penelitian 
untuk: (1) Mendapatkan informasi langsung dari responden (primer), (2) 
Mendapatkan informasi ketika metode lain tidak dapat dipakai 
(sekunder). Wawancara ini dilakukan dalam suasana akrab agar peneliti 
dan responden tercipta hubungan yang baik.97 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi telah lama digunakan sebagai sumber data 
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan dan meramalkan. Guba dan 
Lincoln dalam Moleong (200:161) menulis alasan-alasan yang dapat 
dipertanggung jawabkan sebagai berikut: 
a. Dokumen atau record digunakan karena merupakan sumber yang 
stabil kaya dan mendorong. 
b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 
c. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena 
sifatnya yang alamiah sesuai dengan konteks lahir dan berada dalam 
konteks 
d. Record relatif murah dan tidak sukar diperoleh tetapi dokumen harus 
dicari 
e. Keduanya tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan 
teknik kajian isi 
f. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih 
memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.98 
 
E. Pemeriksaan Keabsahan Data 
Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan 
harus memenuhi:99 
                                                            
96M. Jafar Anwar, Pedoman Praktis Penelitian (Pro deleader, Jakarta;2016) ,hal  75 
97M. Jafar Anwar, Pedoman Praktis Penelitian (Pro deleader, Jakarta;2016) ,hal  75-76 
98M. Jafar Anwar, Pedoman Praktis Penelitian (Pro deleader, Jakarta;2016) ,hal  77 
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1. Mendemontrasikan nilai yang benar 
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan dan, 
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi 
dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-
keputusannya. 
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 
konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi 
‘positivisme’ dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan 
paradigmanya sendiri.100 
Untuk menentukan keabsahan data diperlukan tekhnik pemeriksaan. 
Pelaksanaan tekhnik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 
tertentu:101 
1. Derajad kepercayaan (credibility) 
2. Keteralihan (transferability) 
3. Kebergantungan (dependanbility) 
4. Kepastian (confirmability) 
Ada 3 teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data :102 
1. Memperpanjang masa pengamatan. 
Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan 
data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat 
tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. 
Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal dilapangan 
penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu 
dilakukan akan: a) Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada 
                                                                                                                                                                      
99Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung PT. Remaja 
Rosdakarya, 2010), hal. 320-321 
100
 Ibid 321 
101
 Ibid 324 
102Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung PT. Remaja 
Rosdakarya, 2010), hal. 326-337 
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konteks, b) Membatasi kekeliruan peneliti, c) Mengkompensasikan 
pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat. 
Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan 
derajad kepercayaan data yang dikumpulkan.103 
2. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 
Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 
dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang 
konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. 
Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. 
 Seperti yang telah diuraikan, maksud perpanjangan keikutsertaan 
ialah untuk memungkinkan peneliti terbuka terhadap pengaruh ganda 
yaitu faktor-faktor kontekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan 
subjek yang akhirnya mempengaruhi fenomena yang di teliti.  
Berbeda dengan hal itu ketekunan pengamatan bermaksud 
menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 
dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan 
diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika 
perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan 
pengamatan menyediakan kedalaman.104 
3. Triangulasi.  
Adalah tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
                                                            
103Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung PT. 
RemajaRosdakarya, 2010), hal. 327-329 
104Ibid, hal. 329-330 
71 
 
pembanding terhadap data itu. Teknik trianggulasi yang paling banyak  
digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin (1978) 
membedakan empat macam trianggulasi sebagai tekhnik pemeriksaan 
yang memanfaatkan penggunaan; sumber, metode, penyidik dan teori.105 
F. Teknik Analisa Data 
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara pengamatan yang sudah 
dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar 
foto dan sebagainya. Setelah di baca dan dipelajari dan ditelaah langkah 
berikutnya adalah mengadakan Reduksi data.  
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan lapangan. Secara operasional reduksi dilakukan secara terus menerus 
selama penelitian berlangsung. Reduksi data dilakukan dengan jalan 
membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang 
inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap 
berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan 
satuan. Satuan–satuan ini kemudian dikategorisasikan pada langkah 
berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding. 
Tahap terakhir dari analisa data ini ialah mengadakan pemeriksaan 
keabsahan data. Setelah selesai ini mulailah kini tahap penafsiran data dalam  
                                                            
105Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung PT. Remaja 
Rosdakarya, 2010), hal. 330-332 
 
72 
 
mengolah hasil sementara menjadi substantif dengan menggunakan metode 
tertentu. 106 
Analisis Data Kualitatif (Bogdan & Biklen, 1992) adalah upaya yang 
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, 
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 
dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.107 
Di pihak lain Analisis Data Kualitatif (Seiddel, 1998), prosesnya 
berjalan sebagai berikut:108 
1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan dengan hal itu diberi kode 
agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri 
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistesiskan, 
membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. 
3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 
mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 
temuan-temuan umum. 
Selanjutnya menurut Janice McDrury (Collaborative Group Analysis of 
Data,1999) Tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:109 
1. Membaca/memepelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang 
ada dalam data. 
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema berasal 
dari data. 
3. Menulis ‘model’ yang ditemukan 
4. Koding yang telah dilakukan 
.  
 
                                                            
106Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung PT. Remaja 
Rosdakarya, 2010), hal. 247 
107Ibid, hal. 248 
108Ibid, hal. 248 
109Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung PT. Remaja 
Rosdakarya, 2010), hal. 248 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Diskripsi Data 
1. Profile BMT Setya Dana 
a. Sejarah Berdirinya   
Diawali dari kegelisahan para anggota pendirinya mengenai 
bahaya riba setelah sering mengikuti kajian-kajian keislaman. Dimana 
para pengurus bertemu dalam kajian tersebut. Kegelisahan ini 
disebabkan karena dalam keseharian para pengurus terbiasa terlibat 
dengan aktivitas perbankan konvensional.  
Disebabkan sebagian pendiri memiliki usaha dan memiliki 
perputaran uangnya di bank konvensional. Sehingga dana mereka 
secara otomatis tersimpan di bank tersebut. Alasannya mendasar pada 
saat itu supaya memperoleh safety atau pengamanan penyimpanan. 
Dengan adanya kegelisahan dan ketakutan tentang bahaya riba  
inilah para pendiri akhirnya berfikir ulang untuk mencari solusinya. 
Dimulai dengan menyimpan dana mereka di Bank Syariah Mandiri 
(BSM) sebagai solusi pertama dan darurat.  
Akhirnya beberapa orang menginisiasi untuk berdirinya 
lembaga penyimpanan yang save dari riba. Di Bank Mandiri Syariah 
inilah para pendiri awal dipertemukan dengan BMT amanah Ummah 
yang belakangan dicatat dalam sejarah sebagai cikal bakal dan 
inisiator pendirian BMT Setya Dana. 
74 
 
Mulailah secara perlahan para pendiri yang berjumlah 20 orang 
mengawali pendirian BMT untuk dijadikan modal awal dan sebagai 
sarana untuk  belajar. Sehingga dari sinilah secara internal muncul 
istilah atau semboyan “Semuanya Belajar.”  
Dengan bermodal semangat terus belajar, pada tahun ke tiga 
BMT Setya Dana dipertemukan dengan BMT Arafah sehingga 
semakin menguatkan pembelajaran terutama pada akad-akad. Dan 
alhamdulillah dampaknya di masyarakatpun menjadi ikut tertarik 
dengan keberadaan BMT Setya Dana. 
Secara resmi BMT Setya Dana mulai beroperasi pada 21 
Agustus 2008 dengan akta hukum 518/167/BH/VIII/2008. Beralamat 
di Jalan. Raya Solo KM 21 Nguter, Sukoharjo (utara Pasar Nguter). 
Pada saat itu BMT belum memiliki kantor definitif dan pengurus 
organisasi belum tersusun secara lengkap. Baru pada awal 2009 mulai 
melakukan pengenalan dan sosialisasi terhadap masyarakat. Jumlah 
nasabahnya berkisar 300-an orang. Sedangkan asset kecenderungan 
naik perlahan, terakhir sampai 2015 senilai 11,3 milyar. Anggota atau 
nasabah saat ini kurang lebih 300an orang 
Visi dan misi di BMT Setya Dana tidak ditetapkan secara 
khusus. Karena apabila diterapkan pada saat ini dianggap justru 
berlebihan dan memberatan, bahkan targetnya-targetnya terlalu jauh.  
Jadi visi misi BMT mengalami perubahan setiap tahun, 
mengikuti perkembangan lingkungan dan internal lembaga. Salah satu 
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penyebabnya dikarena modal BMT murni berasal dari pemupukan 
modal sendiri. Maka dari itu tergetnya baru berani menetapkan satu 
tahun sekali belum berani tiga tahunan. 
Slogan dan targetnya masih sederhana, yang paling pokok 
adalah  menguatkan sisi pemahaman keilmuan terutama bagaimana 
menjalankan akad secara benar dan tidak bertentangan dengan 
syariah. BMT tidak berani menetapkan target keuntungan. Hal ini 
dilakukan supaya semua stake holder bediri dan mengikuti komitmen 
syariah bukan semata-mata melihat aspek keuntungan. 
BMT Setya Dana didirikan oleh pengurus dan anggota dengan  
membentuk beberapa komponen personalia, terdiri dari: pendiri, 
pengurus, dan pengelola, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai 
dengan aturan kelembagaan koperasi. Untuk pelaksanaannya 
diserahkan pada pengelola dalam bentuk menegerial. Adapun untuk 
pergantian pengurus dilakukan setiap tiga tahun. 
Keunggulan BMT Setya Dana dibanding lembaga yang lain 
adalah dalam menjalankan akad transaksinya semaksimal mungkin 
melaksanakan prinsip-prinsip dan aturan syariah. Latar belakang 
dalam mewujudkan aturan syariah ini didasari bahwa, konsekuensi 
hukum itu  melekat pada perbuatan, dan merupakan tanggung jawab 
mutlak bagi para pelaksananya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah 
adanya pilihan antara syurga dan neraka. Prinsip-prinsip inilah 
sesungguhnya yang membedakan BMT satu dengan yang lain.  
76 
 
b. Susunan Struktur Kepengurusan BMT 
Gambar 4:1 
Susunan Pengurus BMT Setya Dana110 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
Komposisi personil yang menangani BMT terdiri dari; pengurus 3 
orang dengan ketua Ibu Puji Lestari, dibantu 2 orang staff. Sedangkan 
pengawas terdiri dari 3 orang yang diketuai Ibu Setyo Bekti R 
 
c. Jenis Produk dan Usaha yang ditawarkan:  
1) Produk Penghimpunan dana  
Bentuk penghimpunan dana ini dengan menggunakan akad 
Mudharabah Mutlaqah, berupa: 
Simpanan Biasa (bisa diambil kapan saja), Simpanan pendidikan, 
Simpanan Qurban, Simpanan Hari raya, Simpanan Wadiah/titipan 
saja, Simpanan Berjangka (3 bulan, 6 bulan, 12 bulan) 
Catatan dan ketentuan: 
a) Akad Mudharabah Mutlaqah 
Yang dimaksud adalah akad mudharabah Mutlaqah adalah 
kerjasama antara anggota sebagai pemilik modal/dana 
                                                            
110
 Wawancara dengan ibu Puji Lestari manager BMT Setya Dana 22 Juli 2015 
RAPAT ANGGOTA 
PENGURUS 
3 orang 
PENGAWAS 
3 orang 
Staf 2 orang 
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dengan BMT Setya Dana sebagai pengelola dana, dimana 
anggota memberikan kewenangan penuh kepada BMT 
Setya Dana, sedang keuntungan dan kerugian dibagi 
menurut kesepakatan dimuka. 
b) Setoran/penarikan sesuai jam buka kantor. Bebas  biaya 
administrasi. 
c) Mengisi form aplikasi rekening baru menyerahkan foto 
copy KTP.  Bersedia menjadi Anggota BMT Setya Dana. 
2) Produk-produk Pembiayaan 
Yaitu BMT melayani kebutuhan pembiayaan (murabahah, 
istisna, musyarakah, mudharabah, Qord) nasabah, berupa:  
a) Jual Beli Diangsur/Cash 
Sepeda motor baru/second, Mobil baru/second, Tanah, 
Pembangunan/rehab rumah, Bahan Bangunan, Perabot rumah 
tangga, Hewan Ternak, Barang Elektronik dan lainnya. 
b) Sewa Menyewa Tempat Diangsur 
Sewa kios, Sewa Rumah 
c) Kerjasama Usaha Sistim Bagi Hasil 
1) BMT Setya Dana sebagai pemodal 
2) Penyertaan Modal/Modal Bersama 
Rata-rata pembiayaan murabahah dipergunakan untuk 
pembelian kendaraan dan dagangan, semisal isi toko kelontong, 
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pakaian, alat-alat bengkel, ternak sapi. Untuk murabahah dengan 
jenis barang sapi megalami peningkatan terus. 
Ketentuan Pembiayaan: 
a) Mengisi form aplikasi pembiayaan dengan menyerahkan foto 
copy KTP, KK, Surat Nikah, slip gaji, foto copy jaminan, 
(BPKB/sertifikat tanah) rekening listrik. 
b) Bersedia menjadi anggota BMT Setya Dana 
2. Profile BMT Nurul Ummah  
a. Sejarah Berdirinya  
Gagasan untuk mendirikan BMT di Bayat ini timbul dari 
keinginan ikhwan-ikhwan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah  
yang kemudian meminta dukungan dari para tokoh agama di wilayah 
Bayat. Maka langkah selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Pendirian 
Baitul Maal Wat Tamwil (P3BMT) pada tahun 1996. 
Kemudian P3BMT mengadakan sosialisasi yang bertempat di 
kantor kecamatan Bayat dengan mengundang para tokoh agama dan 
kepala desa se-Kecamatan Bayat, sekaligus mengundang praktisi 
BMT dari Yogyakarta dan Solo. 
Pada tahun 1996 P3BMT mengadakan sosialisasi BMT yang 
kedua dengan mengudang Pengurus Takmir Masjid Se-Kecamatan 
Bayat. Dari kedua sosialisasi itu akhirnya terjaring beberapa orang 
yang bersedia untuk memberikan modal awal guna pendirian BMT 
Nurul Ummah Bayat. 
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Akhirnya dengan ridha Allah SWT, dalam rangka ikut 
mengentaskan kemiskinan, dakwah dan Jihad fii sabilillah maka BMT 
Bayat dengan nama Baitul Maal Wat Tamwil “NURUL UMMAH 
BAYAT” serta dengan bersemboyan ”Cahaya Ekonomi Ummat” ini 
secara resmi dan mulai beroperasi pada tanggal, 12 Januari 1997 atau 
13 Ramadhan 1417 H dengan modal awal sebesar Rp. 1.115.000,- 
Dalam perkembangannya, BMT Nurul Ummah Bayat 
mendapatkan Legalitas dari:  
Departemen Koperasi Indonesia No. 00009/BH/KDK 
II.224/VIII/1998 pada tanggal 6 Agustus 1997 sehingga menjadi 
KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WAT TAMWIL 
NURUL UMMAH BAYAT atau KSU BMT NURUL UMMAH 
BAYAT memiliki SIUP: No. 503/657.SIUP.K/15, TDP: No. 
11.12.2.65.00232, NPWP: 02.570.959.3-525.000.111 
BMT Nurul Ummah Bayat terletak di Kompleks PKU 
Muhammadiyah Bayat, Jalan Raya Wedi-Bayat-Cawas, Paseban 
Bayat, Klaten. Secara geografis memiliki tempat yang sangat strategis.  
Meski tidak terletak di pusat kota, akan tetapi lokasi BMT ini 
memiliki akses jalan alternatif yang menghubungkan antara 
Jogjakarta, Klaten dan Sukoharjo. 
Dalam komposisi personalianya  BMT  ditangani oleh pengurus 
5 orang yang diketuai oleh H. Miswanta, Pengawas 3 orang yang 
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 Profile BMT Nurul Ummah 
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diketuai oleh Drs. H. Nursyamsu dan Pengelola 5 orang yang di ketuai 
oleh bapak Parimin. Perkembangan nasabah selama 19 tahun, pada 
tahun 2015 tercatat memiliki anggota berjumlah 1.032 orang.  
Dalam menjalankan usahanya, KSU  BMT Nurul Ummah Bayat 
tidak tergantung pada visi dan misi seperti halnya pada lembaga-
lembaga lain. Akan tetapi memiliki semboyan “CAHAYA 
EKONOMI UMMAT” sebagai pengganti dari visi dan Misi tersebut, 
inilah salah satu yang membedakan antara BMT Nurul Ummah 
dengan lembaga keuangan sejenis. 
Tujuan Berdirinya BMT ini diharapkan dapat meningkatkan 
kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan pada 
umumnya. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal 
bagi ummat Islam dengan prinsip profesional, sosial dan berdasarkan 
syariat Islam yang selama ini tidak terjangkau oleh jasa perbankan 
umumnya. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan 
menabung Menumbuhkan usaha produktif anggota. Memperkuat 
posisi tawar, sikap amanah dan jaringan komunikasi anggota. 
Melaksanakan kegiatan ekonomi berdasarkan syariat Islam. 
Agar lebih dikenal masyarakat BMT Nurul Ummah Bayat 
gencar melakukan sosialisasi dengan pendekatan-pendekatan yang 
dilakukan terus-menerus kepada masyarakat maupun nasabah tentang 
prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah.  Selain itu faktor pelayanan 
menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan trus atau kepercayaan 
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masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga keuangan. Untuk 
menjaga konsistensi tersebut BMT selalu memegang teguh semboyan 
dan tujuannya. 
b. Struktur Organisasi BMT Nurul Ummah   
Gambar: 4.2 
Struktur Kepengurusan BMT Nurul Ummah112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Permodalan 
BMT Nurul Ummah Bayat melakukan penghimpunan modalnya 
dengan beberapa kegiatan penghimpunan simpanan dana, diantaranya: 
1) Simpanan Pokok Khusus (simpanan modal pendiri) yaitu simpanan 
para pendiri yang jumlanya disepakati pada saat mendirikan BMT 
yaitu minimal Rp. 50.000,- Simpanan pokok ini tidak dapat diambil 
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RAPAT ANGGOTA 
PENGURUS PENGAWAS PENASEHAT 
MANAGER 
UNIT PEMASARAN 
TELLER 
UNIT PEMBIAYAAN 
ACCOUNTING 
ANGGOTA 
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atau dialihkan kepada pihak lain, kecuali dengan penetapan 
pengganti tanpa merubah simpanan pokok khusus. 
2) Simpanan Pokok yaitu simpanan anggota pada saat mendaftarkan 
diri menjadi anggota BMT dan dana ini tidak dapat diambil 
dialihkan pada pihak lain kecuali anggota keluar/meninggal dunia. 
3) Simpanan wajib yaitu iuran keanggotaan BMT yang jumlahnya 
ditetapkan dalam AD/ART yaitu sebesar Rp. 1.000,- pebulan. 
4) Modal donasi/hibah yaitu sumbangan berbagai pihak kepada BMT. 
5) Cadangan modal yaitu bagian laba BMT untuk tambahan dan 
pemupukan modal. 
6) Sisa hasil usaha yang belum dibagi yaitu bagian laba BMT yang 
diperuntukkan guna pengembangan sosial dan pengembangan 
SDM BMT dan lain-lain. 
i. Jenis Usaha dan Produk yang ditawarkan BMT Nurul Ummah 
1) Penghimpunan Dana 
Adalah usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber 
baik dari anggota maupun dari pihak luar. Salah satu 
penghimpunan dana adalah melalui simpanan (tabungan). Adapun 
jenis simpanan yang ditawarkan BMT Nurul Ummah dijelaskan 
sebagai berikut: Simpanan Pokok Khusus, Simpanan Pokok, 
Simpanan Wajib, Simpanan Mudharabah (Si Tabah),Simpanan 
Mudharabah Berjangka 
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Adalah simpanan yang pengambilannya dilakukan secara 
bebas tetapi sudah terpenuhi (dilakukan menurut perjanjian 
awal pembukaan awal rekening) Misalnya: Simpanan haji (Si 
Haji), Simpanan Qurban (Si Qurban), Simpanan Idhul Fitri 
(Si Fitri), Simpanan Walimah (Si Ummah), Simpanan 
Aqiqah (Si Qoh), Simpanan Pendidikan (Si Dik) 
Keuntungan menabung di BMT Nurul Ummah Bayat: 
a) Tabungan bisa di ambil sesuai dengan keinginan 
b) Menabung berarti beramal jariyah, karena tabungan tersebut 
digunaakan untuk meningkatkan kesejahteraan ummat. 
Insyaallah pahala akan terus mengalir selama tabungan 
tersebut dimanfaatkan untuk kebajikan. 
c) Setiap penabung atau penyimpan dari berbagai jenis 
simpanan mendapat bagi hasil dengan nisbah sebesar 30% 
sampai 50% dari pendapatan ke rekening masing-masing 
2) Penyaluran Dana (pembiayaan) BMT Nurul Ummah 
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dapat dipersamakan dengan pinjaman berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan perjanjian pinjam-meminjam untuk melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan 
pembayaran imbalan. Dasar pemberian pinjaman kepada anggota 
adalah kepercayaan bahwa anggota mempunyai kemampuan 
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untuk mengembalikan pembiayaan. BMT percaya kepada anggota 
bahwa pinjaman akan dikembalikan sesuai kesepakatan bersama. 
(1) Klasifikasi Pembiayaan BMT Nurul Ummah 
a) Berdasarkan Tujuan penggunaan 
(1) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk 
pengadaan sarana atau alat produksi. 
(2) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk 
pengadaan bahan baku atau barang yang 
diperdagangkan. 
b) Berdasarkan sektor usaha 
Perdagangan, Industri, Pertanian, Peternakan, Jasa, 
Pertukangan 
(2) Jenis-jenis Pembiayaan BMT Nurul Ummah Meliputi:  
a) Pembiayaan Mudharabah 
Merupakan bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana 
(BMT) dengan pihak pengusaha yang bertanggungjawab 
dalam mengelola dana usaha. Tujuan mudharabah adalah 
untuk mempertemukan antara penyandang dana dengan 
orang yang memiliki kemampuan usaha tapi tidak 
mempunyai dana. 
b) Pembiayaan Musyarakah 
Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih pemilik 
modal untuk membiayai suatu poyek. 
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c) Murabahah dan Bai’bi Tsaman Ajil 
Yaitu penjualan barang sebesar harga pokok ditambah margin 
keuntungan yang disepakati bersama antara penjual dengan 
pembeli. Beberapa hal yang berkaitan dengan Murbahah dan 
Bai bi Tsaman Ajil antara lain sebagai berikut: Apabila 
pembayaran dilakukan sekaligus diakhir jangka waktu yang 
disepakati bersama disebut murabahah, sedangkan apabila 
dilakukan secara cicilan disebut Bai’ bi Tsaman Ajil. 
d) Pembiayaan Qordhul Hasan 
Merupakan pinjaman yang diberikan untuk kepentingan 
sosial. Disarankan untuk saat ini dana qordhul hasan di 
ambilkan dari dana infaq dan shadaqah yang dikelola BMT, 
bukan dari ana simpanan nasabah.   
B. Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah   
1. Pelaksanaan Prosedur Pengajuan Pembiayaan Akad Murabahah BMT 
Setya Dana113  
a. Nasabah datang ke BMT menyampaikan maksud dan tujuan datang ke 
BMT (jika mengajukan pembiayaan akan ditanyakan  untuk apa). Jika 
yang diajukan adalah pembiayaan murabahah maka harus sesuai 
dengan aturan yang telah ditetapkan BMT. 
                                                            
113
 Wawancara dengan Ibu Puji Lestari manager BMT Setya Dana  
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b. Agar dapat diproses lembaga maka nasabah harus menjadi anggota 
(mengisi simpanan pokok, wajib, dan buku keanggotaan) dengan cara 
membuka simpanan wadiah untuk pengembangan modal. 
c. Nasabah kemudian mengisi form pengajuan pembiayaan dilengkapi 
data pribadi (KTP, KK dan lainnya). 
d. Setelah form dan persyaratan diisi kemudian diproses bagian 
pembiayaan untuk di cek pengajuannya, apakah sudah sesuai dengan 
ketentuan BMT. 
e. BMT melakukan silaturahmi serta melakukan verifikasi data ke 
nasabah (catatan: verifikasi dilakukan melalui proses antrian berkas 
sesuai data yang masuk). 
f. Dalam verifikasi ini BMT melakukan cek ulang tempat tinggal 
nasabah dan lainnya serta kebutuhan terkait barang yang dipesan. 
Untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan termasuk 
manfaat barang-barang yang dipesan. 
g. Proses berikutnya ketika lolos verifikasi BMT melakukan pencarian 
barang yang dibutukan nasabah sesuai permintaan. BMT dalam hal ini 
akan mencarikan barang yang terbaik namun murah harganya (karena 
untuk menekan seminal mungkin angsuran nasabah) 
Catatan:  
- Dalam mencari barang nasabah tidak boleh membuat kesepakatan 
awal dengan pemasok secara langsung, melakukan transaksi 
ataupun memberi DP pada pemasok.  
- Sebelum akad murabahah ditandatangani semua proses jual beli 
(negosiasi/pembayaran) yang melakukan adalah BMT.  
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h. Ketika barang yang di butuhkan sudah sesui kriteria yang dinginkan 
nasabah maka BMT akan membayar lunas pada pemasok (terutama 
untuk barang-barang baru). 
i. Barang yang sudah di bayar BMT kemudian dikirim oleh pemasok ke 
nasabah (semua biaya operasional yang menanggung BMT). 
j. BMT memberlakukan khiyar syarat (yang menentukan si pemesan). 
k. Setelah khiyar selesai dilakukan, maka masuk proses akad jual beli 
murabahah dan kesepakatan dalam penyelesaian angsuran. 
Gambar: 4.3 
Skema Murabahah Tanpa Wakalah BMT Setya Dana114  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
1) Saat proses pengajuan nasabah ditangani Custumer Service (CS) 
2) Adapun verifikasi data pada bagian Pembiayaan  
3) Keputusan diterima/ditolak dalam proses murabahah ditentukan oleh 
komite (Pembiayaan, Operasional, Manager, Casier) 
4) Sedangkan untuk pencairan dana pembelian barang dilaksanakan bagian 
operasional 
5) Setelah menerima uang bagian operasional membelanjakan barang 
pesanan  
6) Setelah barang diperoleh bagian operasional menyerahkan barang pada 
nasabah 
7) Apabila barang sudah diterima dan sesuai dengan pesanan awal bagian 
operasional melakukan akad jual beli murabahah  
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 Wawancara dengan Ibu Puji Lestari manager BMT Setyadana 22 Juli 2016  
1 Pengajuan 
Pembiayaan 
(Customer Service) 
 
 2. Verifikasi 
(Pembiayaan) 
 
3. Keputusan Komite 
(Tim) 
 
4. Pencairan dana 
(Casier) 
 
Ditolak 
5. Belanja 
(Operasional) 
 
Diterima 
6. Penyerahan barang 
(Pembiayaan) 
7. Akad jual-beli 
(Pembiayaan) 
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2. Pelaksanaan Prosedur Pengajuan Pembiayaan Akad Murabahah  BMT 
Nurul Ummah  
a. Pelaksanaan Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah  
Berikut adalah proses pengajuan murabahah bagi nasabah baru 
BMT Nurul Ummah Bayat berdasarkan keterangan pengelolanya, 
sebagai berikut:115 
1. Nasabah datang ke BMT, mengisi formulir pengajuan 
pembiayaan murabahah dengan melampirkan foto copy KTP, KK 
Surat nikah, dan jaminan 
2. BMT akan menanyakan pemanfaatan dana untuk apa? biasanya 
diarahkan terlebih dahulu dan ditunjukkan pada rekanan BMT.  
3. Mereka (nasabah/supliyer) dipertemukan oleh BMT. Selanjutanya 
terjadilah penawaran antar mereka sampai terjadi kesepakatan 
atau tidak. Jika terjadi kesepakatan antara nasabah dan supliyer 
maka yang melakukan pembayaran pada supliyer adalah BMT.  
4. Setelah pembayaran BMT pada suplyer dilakukan, tahap 
berikutnya akan dilakukam negosiasi terhadap margin harga 
pembelian barang dilanjutkan penandatanganan akad dengan 
menyelesaikan jangka waktu angsuran yang disepakati. 
5. Untuk memperoleh barang yang diinginkan nasabah diberikan 
kuasa atau  kewenangan dalam mencari barang sendiri sesuai 
                                                            
115
 Wawancara dengan Manager marketing pembiayaan BMT Nurrul Ummah Bayat Bapak 
Sarwanta. Kamis, 14 Juli 2016  
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kriteria yang diinginkan dengan memanfaatkan akad wakalah. 
Disinilah tidak menutup kemungkinan nasabah sudah memiliki 
tempat sendiri untuk membeli barang. Namun biasanya untuk 
pembayaran BMT yang menawarkan pada nasabah untuk 
melakukan pembayaran pada suplayer.  
Kemudian pihak BMT melakukan verifikasi terhadap barang 
yang dicari oleh nasabah tersebut dengan cara mengecek nota dan 
barang yang sudah dibeli apakah sudah sesuai dengan nilai uang 
yang diberikan BMT pada nasabah.  
6. Pada saat akan melakukan pembayaran pada suplyer di awal 
BMT yang menawari pembayaran. Namun kebanyakan yang 
melakukan transaksi maupun pembayarannya adalah nasabah itu 
sendiri. Disitulah wakalah mulai muncul. 
7. Setelah barang dibeli nasabah dengan sistim wakalah maka nota 
pembelian diminta BMT untuk di buatkan akad. 
Contoh kasus wakalah muncul pada akad pembelian sembako, 
BMT meminta nasabah membuat notanya sendiri karena itemnya 
yang banyak. 
8. Akad wakalah dipakai manakala BMT mengalami kesulitan 
dalam pelaksanaan murabahah. Terutama saat BMT mengalami 
kesulitan atau kietidakcocokan dalam pencarian barang. 
9. Jenis-jenis barang yang dimurabahahkan oleh BMT diantaranya: 
Mobil, Motor, tanah peternakan (penggemukan kambing), 
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material bangunan, pengadaan gerobak angkringan, Pikulan 
dawet, kebutuhan sembako kelontong 
Alurnya dalam pengajuan pembiayaan bagi nasabah baru BMT 
dapat digambarkan seperti pada bagan berikut: 
 
Gambar: 4.4 
Skema Murabahah Dengan Wakalah BMT Nurul Ummah116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
1) Nasabah meminta informasi pada Customer Service (CS) 
2) Pengajuan Pembiayaan CS (Diterima/ditolak)  
3) Survei barang oleh bagian pembiayaan 
4) Melakukan survei personal nasabah oleh bagian pembiayaan 
5) Permohonan Diterima/ditolak diputuskan oleh komite 
6) Penyerahan uang pada nasabah untuk beli barang oleh casier 
7) Penyerahan barang dan akad oleh bagian pembiayaan 
 
 
3. Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Murabahah 
Apabila pelaksanaan akad murabahah tanpa wakalah dan akad 
murabahah bil wakalah ini di analisis dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
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 Wawancara dengan Bapak Sarwanta bagian pembiayaan BMT Nurul Ummah 
1. Pengajuan 
(CS) 
2. Diterima/ 
Ditolak (CS) 
 
3. Survei 
(Pembiayaan) 
 
5. Tolak/Terima 
(Komite) 
 
4. Personal Survei 
Survei Pembiayaan 
Barang (AO) 
6. Penyerahan 
uang/beli barang 
(casier) 
7. Penyerahan Barang  & Akad 
(Pembiayaan) 
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Tabel: 4.1.1 
Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Murabahah 
Dari Aspek Tujuan, Sumber, Jenis dan Sifat Akad 
No Model Akad Tanpa Wakalah 
BMT Setya Dana 
Dengan Wakalah 
BMT Nurul Ummah 
1 a . Tujuan akad Untuk Kegiatan Jual beli Untuk pembiayaan dalam 
rangka penyediaan 
fasilitas /barang 
b . Sumber Hukum 
Akad & Penerapan 
aturan Syariah  
- Merujuk pada kitab-
kitab fikih klasik, Standar 
Internasional AAIOFI 
dan Arahan DPS, Fatwa 
DSN-MUI pendamping 
Merujuk pada Fatwa DSN 
MUI tentang Murabahah 
dan arahan DPS Asosiasi 
BMT Klaten 
2 Perananan  BMT pada 
nasabah Saat Akad 
- Memberikan edukasi 
prinsip-prinsip syariah   
- Apabila akad 
murabahah tidak  
tercapai (batal) 
diarahkan dalam 
bentuk akad yang lain 
Memberikan edukasi &  
penawaran terlebih 
dahulu apakah akad jual 
beli murabahan yang akan 
dilaksanakan diserahkan 
kepada BMT atau di 
wakalahkan pada nasabah 
3 Penentuan Jenis akad Untuk jenis akad: 
barang konsumtif dan 
produktif/modal kerja 
barang yang 
mencarikan BMT 
Untuk jenis akad; 
barang konsumtif yang 
mencarikan BMT,untuk 
barang produktif dengan  
wakalah pada nasabah 
4 Sifat Akad - Akad pertama (antara 
penjual dan pembeli 
pertama) haruslah sah 
Akad bisa dilaksanakan 
sebelum barang secara 
penuh menjadi milik BMT 
5 Karakteristik akad Berbasis Margin 
/keuntungan 
Berbasis Markup/ 
menaikkan  
 
Pada Tabel 4.1.1 no ke-1 point a, disebutkan bahwa tujuan BMT 
Setya Dana yaitu, ingin menerapkan jual beli murabahah dan kontrak 
dagang secara murni, meskipun ada sistem wakalah. Karena BMT Setya 
Dana tidak menyediakan fasilitas pinjaman dana secara langsung 
disebabkan rentan dengan riba, apabila wujud fisiknya bukan barang. 
Maka BMT harus menyediakan barang untuk dijual-belikan pada nasabah 
Sehingga wujudnya dalam akad harus serah terima barang bukan uang. 
Berbeda dengan praktek wakalah di BMT Nurul Ummah yaitu 
fungsi lembaga menyiapkan pendanaan untuk pembiayaan nasabah dalam 
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rangka penyediaan fasilitas/barang. Sehingga serah terima pada nasabah 
saat akad adalah uang, bukan barang. Alasannya karena, salah satu 
tujuannya dari murabahah untuk melempar pembiayaan agar 
memdapatkan keuntungan. Kondisi yang demikian, menyebabkan BMT 
terpaksa mensiasati esensi murabahah sebagai salah satu upaya untuk 
memperkuat likuiditas keuangan supaya memperoleh laba maksimal 
Padahal jika ditinjau secara syariah BMT yang menyediakan 
pembiayaan langsung berupa dana pada saat akad murabahah, berpotensi 
mengandung riba. Alasan dari BMT yang mempraktekkan wakalah karena 
mereka tidak mau ‘dirumitkan’ dengan langkah-langkah dalam proses 
murabahah. Praktek seperti inilah yang sesungguhnya menyalahi aturan 
syariah. Dalam prakteknya hanya sebagian kecil BMT yang mau 
melaksanakan akad jual beli murabahah secara langsung. 
Pada Tabel 4.1.1 no ke-1 point b, dijelaskan bahwa dalam mengambil 
sumber-sumber hukum dalam akad BMT Setya Dana menggunakan 
rujukan dari kitab-kitab fikih dan arahan dari DPS, sedangkan operasional 
akadnya menggunakan Standar AAIOFI, sebuah lembaga internasional 
berpusat di Bachrain yang menangani standarisasi keuangan syariah 
internasional.  
Tidak dipergunakannya Fatwa DSN MUI secara penuh disebabkan 
karena BMT Setya Dana kurang sependapat dengan sistem wakalah yang 
dikeluarkan DSN MUI. Maka status fatwa MUI tersebut hanya bersifat 
sebagai pendamping, bukan sebagai sumber rujukan hukum utama.  
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Bagi BMT Nurul Ummah dalam pengambilan sumber hukum akad 
murabahah secara umum merujuk pada FATWA DSN-MUI, serta arahan 
DPS  Perhimpunan BMT Klaten. Alasannya, karena hampir semua BMT 
di Indonesia menggunakan Fatwa DSN MUI sebagai dasar operasional 
dalam pembiayaan murabahah bil wakalah. Penegasan kebolehan 
mengenai akad murabahah ini diperkuat oleh DPS dari Perhimpunan BMT 
yang menaungi seluruh BMT yang ada di Indonesia. Secara hukum syariah 
yang mengacu pada Buku Pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan 
BMT Indonesia. 
Meskipun ada perbedaan, apabila dihubungkan dan dianalisa, 
secara substansi rujukan, kedua BMT telah  berkesesuian dengan aturan 
DSN MUI. Keduanya telah melaksanakan Fatwa DSN-MUI dengan 
beberapa karakteristik kesamaan dan perbedaan masing-masing seperti 
yang telah disebutkan di atas.  
Pada tabel, 4.1.1 no ke-2, dijelaskan bahwa perananan  BMT Setya 
Dana pada nasabah saat akan melaksanakan akad memberikan edukasi 
terlebih dahulu tentang prinsip-prinsip syariah dalam jual beli murabahah di 
mana nasabah harus mengikuti aturan syariah yang berlaku di BMT. Karena 
tujuan pokok BMT bukan memberi pinjaman dana tetapi jual beli 
murabahah. BMT tidak mau mengikuti kemauan nasabah untuk meminjam 
uang sebagaimana lembaga yang lain.  
Maka upaya memberikan pemahaman menjadi kunci pokok sebelum 
ditandatanganinya akad supaya nasabah mengetahui bagaimana prinsip-
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prinsip syariah murabahah dijalankan BMT. Apabila akad murabahah tidak 
tercapai maka BMT akan menarik diri dari akad atau mengarahkan nasabah 
dalam bentuk akad kerjasaman yang lain (mudharabah/musyarakah).  
Bagi BMT Nurul Ummah pada saat akan dilakukan akad murabahah 
BMT memberikan edukasi mengenai prinsip-prinsip murabahah yang 
dijalankan BMT. Sekaligus BMT memberikan penawaran terlebih dahulu, 
apakah akad jual beli murabahah yang akan dilaksanakan, dalam pengadaan 
barangnya diserahkan pada BMT atau diwakalahkan pada nasabah.  
Hal ini dilakukan karena kebanyakan nasabah menginginkan mereka 
sendiri yang mencari  barangnya, dengan alasan agar sesuai dengan kriteria 
yang dibutuhkan. Posisi inilah yang seringkali menyebabkan edukasi akad 
syariah dalam murabahah terhambat dan tidak maksimal karena BMT 
menuruti kemauan nasabah dalam mencari barangnya sendiri. Pertimbangan 
BMT sendiri kenapa diwakalahkan pada nasabah karena merekalah yang 
lebih mengerti kriteria barang yang diinginkan.   
Maka apabila dianalisa dalam perspektif syariah proses pengajuan 
akad murabahah pada BMT Setya Dana dan BMT Nurul Ummah, edukasi 
syariah menjadi kunci pokok dalam memberikan pemahaman tentang 
prinsip-prinsip murabahah agar sesuai dengan aturan syariah. Sehingga 
nasabah diharapkan mengikuti aturan BMT dalam akad, bukan sebaliknya 
BMT yang mengikuti kemauan nasabah. 
Akadnya BMT Setya Dana, untuk jenis akad barang konsumtif 
maupun produktif/modal kerja, barang yang mencarikan BMT. Keputusan 
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mencari barang oleh lembaga ini muncul karena nasabah sudah melakukan 
pesanan dan mempercayakan pencarian barang tersebut pada BMT. Maka 
BMT harus bertanggungjawab penuh dalam pengadaan barang agar sesuai 
akad. 
 Bagi BMT Nurul Ummah, untuk jenis akad barang konsumtif yang 
mencarikan BMT, untuk jenis barang produktif/modal kerja BMT 
melakukan akad wakalah pada nasabah. Pertimbangan BMT adalah, bahwa 
Akad barang jenis konsumtif lebih mudah mencarikannya. Karena jumlah 
dan jenisnya yang terbatas, harganya bisa diprediksi serta mudah 
menanganinya seperti mobil dan motor.  
Berbeda dengan jenis akad barang produktif yang diwakalahkan 
karena jenis item barangnya banyak dan harganya yang berbeda-beda. 
Semisal kebutuhan untuk pembelian sembako untuk isi toko. Bahan 
bangunan untuk renovasi rumah yang dalam perhitunganya jenis dan 
harganya berbeda-beda. 
Pada tabel 4.1.1 no ke-4, disebutkan bahwa sifat akad BMT Setya 
Dana, untuk akad pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah 
sah terlebih dahulu. Sementara BMT Nurul Ummah akad bisa dilaksanakan 
sebelum barang secara penuh menjadi milik BMT karena, beranggapan 
bahwa nasabah telah mengetahui harga dan tempat mencarinya. 
Maksud kepemilikan apabila ditinjau secara syariah adalah, barang 
yang hendak diakadkan haruslah terlebih dahulu menjadi milik penuh BMT 
yang dibuktikan dengan nota pembelian dari pemasok (penjual pertama). 
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Jika ditelaah secara syariah maka, bagi BMT dalam menunjukkan 
kepatuhan terhadap akad syariah, tidak boleh menjual sesuatu barang yang 
belum menjadi miliknya. Seperti hadist Ibnu Hakim bahwa rasulullah 
bersabda: Jangan engakau menjual barang yang tidak ada padamu (HR. 
Abu Dawud).117  
Pada tabel 4.1.1 no ke-5, diterangkan mengenai karakteristik akad 
pada BMT Setya Dana berbasis pada margin/selisih keuntungan pembelian 
barang dengan harga jualnya. Karakteristik ini dimaksudkan bahwa BMT 
Setya Dana mengambil keuntungannya berdasar pada objek barang secara 
fisik ketika terjadi peralihan kepemilikan dari BMT ke nasabah. 
Sedangkan BMT Nurul Ummah berbasis Markup pada jumlah 
pinjamannya. Karakteristik ini berbeda dengan BMT Nurul Ummah, yang 
dasar perhitungan keuntungan diperoleh dari jumlah pinjaman nasabah 
ketika akad peminjaman ditandatangani.  
Apabila dilihat dari kacamata syariah maka, karakteristik keuntungan 
berdasarkan markup pinjaman yang pasti dan ditetapkan dimuka tentu 
memiliki kesamaan dengan bunga. Yaitu laba yang ditetapkan sebelumya 
tanpa melakukan transaksi barang atau berbagi resiko apapun. Jelas laba 
jenis ini menyalahi aturan syariah jika dibandingkan dengan margin 
keuntungan yang diambil dari penjualan barang.  
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 Nasyitatul jannah. Studi Kritis Terhadap Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan 
Syariah, Jurnal FAI Universitas Muhammadiyah Magelang  
97 
 
Tabel: 4.1.2 
Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Murabahah 
Dari Aspek Tahapan Akad, Status Kepemilikan, Nilai Harga 
 
No Model Akad Tanpa Wakalah 
BMT Setya Dana 
Dengan Wakalah 
BMT Nurul Ummah 
1 Tahapan akad Dua Tahap Akad  
(jual- beli paralel) 
Satu tahap akad 
(Jual-beli tunggal) 
  - Akad ke 1: 
Antara BMT dengan 
Pemasok 
- Akad ke 2: 
Antara BMT Dengan 
Nasabah 
BMT dapat mewakilkan 
kepada nasabah untuk 
membeli barang dari 
pemasok untuk dijual 
kembali pada nasabah 
tersebut 
2 Status kepemilikan 
 barang saat akad 
Objek Barang saat akad 
sepenuhnya miliki BMT 
ketika terjadi penjualan  
dengan nasabah 
Objek Barang belum jelas 
dimiliki  BMT saat akad 
penjualan dilakukan 
dengan nasabah 
3 Nilai penetapan Harga 
pada saat Periode 
akad 
Tidak megalami 
perubahan harga cicilan 
angsuran selama periode 
akad murabahah belum 
selesai, termasuk ketika 
jatuh tempo tidak akan 
dikenakan denda 
1. Tidak mengalami 
perubahan nilai harga 
barang yang diakadkan 
selama periode akad 
berlangsung.  
2. Hanya saja ketika jatuh 
tempo pembayaran 
selama 4 kali berturut- 
di kenakan biaya 
administrasi 
pengelolaan sebesar 4% 
 
 
Pada tabel 4.1.2 no ke 1, dijelaskan bahwa untuk tahapan akad di 
BMT Setya Dana memberlakukan dua tahap akad yaitu akad pertama BMT 
dengan pemasok untuk pengadaan barangnya. Dan akad kedua antara BMT 
dengan nasabah untuk penjualannya disebut dengan jual beli Paralel.  
Alasan BMT Setaya Dana adalah bahwa ketika akad berlangsung 
semua syarat dan rukun jual beli harus terpenuhi. Ada barang, penjual, 
pembeli, harga dan ijab qabul. Apabila salah satu dari syarat jual beli ini 
tidak terpenuhi maka akad dianggap cacat/rusak.  
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Artinya saat akad murabahah dengan nasabah barang dari supplier 
harus sah menjadi milik BMT. Baru kemudian dilakukan penjualan pada 
pemesan/nasabah. Akibatnya, BMT bisa menjual secara lebih leluasa pada 
nasabah untuk memperkecil gharar. Karenanya yang berlaku adalah akad 
jual beli sebanyak dua kali, bukan satu kali seperti penjelasan di atas. 
Berbeda dengan BMT Nurul Ummah untuk pembelian barang-barang 
produktif yang dibutuhkan nasabah berlaku satu akad saja. Alasan ini 
disebabkan karena BMT kurang memahami jenis barang dan harga di pasar  
sehingga mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari 
pemasok untuk dijual kembali pada nasabah atau disebut jual beli tunggal. 
Alasan lain adalah kurangnya informasi dari supplier karena terbatasnya 
jaringan BMT dengan para pemasok.  
Pada tabel 4.1.2 no ke-2, Bagi BMT Setya Dana status kepemilikan 
barang pada saat akad  jual beli sepenuhnya harus menjadi miliki BMT 
ketika terjadi penjualan dengan nasabah. Bebeda dengan BMT Nurul 
Ummah objek barang belum jelas dimiliki BMT saat akad penjualan 
dilakukan. Dengan kata lain penyerahan barang belum bisa dilakukan secara 
langsung pada saat akad. 
Berbeda dengan sifat akad yang diterangkan sebelumnya, maksud dari 
status kepemilikan penuh bagi BMT Setya Dana adalah objek akad bisa 
diserahterimakan pada nasabah saat akad, karena berada dalam satu majelis. 
Lain halnya status barang bagi BMT Nurul Ummah dimana saat 
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penandatangan akad objek akad tidak berada di dalam majelis sehingga 
belum dapat diserahterimakan pada nasabah.  
Apabila dianalisa secara syariah, meskipun barang tersebut tidak 
berada di kantor namun barang yang diakadkan seharusnya sudah milik 
penuh BMT, inilah yang disebut dengan kepemilikan konstruktif bukan 
kepemilikan fiktif. Karena sahnya jual beli pada saat akad harus ada barang 
yang diakadkan.  
Pada tabel 4.1.2 no ke-3, Nilai penetapan harga pada saat periode 
akad, di BMT Setya Dana tidak megalami perubahan harga cicilan/angsuran 
selama periode akad murabahah belum selesai, termasuk ketika jatuh tempo 
nasabah tidak akan dikenakan denda keterlambatan.  
Ketentuan ini tidak berbeda dengan BMT Nurul Ummah,  yaitu tidak 
mengalami perubahan nilai harga barang yang diakadkan selama periode 
akad berlangsung. Namun, ketika jatuh tempo pembayaran, selama 4 kali 
berturut-turut nasabah tidak megangsur (kridit macet) maka  akan di 
kenakan biaya administrasi pengelolaan sebesar 4%. 
Perbedaan ini terletak bahwa BMT Setya Dana tidak bisa menarik 
atau merubah harga barang pada saat periode akad berlangsung karena 
memahami bahwa beban resiko kemunduran pembayaran nasabah menjadi 
tanggung jawab BMT karena sudah tertuang dalam akad. Kalau ada 
kejadian di luar dugaan dalam keterlambatan pembayaran maka akan 
dilakukan akad Iqolah (pembaharuan akad).  
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Bagi BMT Nurul Ummah keterlambatan pembayaran cicilan nasabah 
selama 4 kali berturut-turut pada saat periode akad akan menyebabkan 
pemasukan BMT berkurang. Disisi lain ada beban pengelolaan administrasi 
yang ditanggung BMT yang seharusnya bisa tertutupi apabila nasabah 
melakukan cicilannya secara rutin.  
Jika dianalisis, salah satu resiko kridit dalam murabahah adalah 
penundaan pembayaran angsuran oleh nasabah.  Kridit macet merupakan 
persoalan “wajar” di lembaga keuangan. Secara syariah bentuk 
keterlambatan cicilan oleh nasabah tidak akan mempengaruhi jumlah 
angsuran. Apabila dikemudian hari setelah akad murabahah terjadi kendala 
pembayaran angsuran, akan lebih baik jika dilakukan perjanjian ulang 
melalui akad iqolah atau diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah.  
Tabel: 4.1.3 
Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Murabahah 
Dari Aspek Aplikasi dan Implementasi Akad 
No Model Akad Tanpa Wakalah 
BMT Setya Dana 
Dengan Wakalah 
BMT Nurul Ummah 
1 Peran BMT dalam akad Sebagai penjual Sebagai pembiaya 
2 Fungsi BMT Dalam 
Akad  
BMT Bekerja Sebagai 
organisasi dagang 
BMT bekerja  Menangani 
hal-hal yang bersifat 
formalitas dan dokumen-
dokumen terkait  
3 Transparansi dalam 
akad 
Ditentukan oleh 
kejujuran BMT dalam 
pembelian barang  
Ditentukan oleh kejujuran 
Nasabah karena BMT 
sudah mewakalahkan  
4 Biaya Administrasi 
akad 
Dibebankan pada BMT  Dibebankan pada nasabah 
5 Biaya Notaris akad Berapapun pembiayaan 
tidak memakai notaris, 
hanya jaminan 
Pembiayaan diatas 10 juta 
memakai notaris, jika di 
bawah 10 juta memakai 
jaminan.   
6 Alokasi posisi akad 
pembiayaan 
Murabahah pada BMT 
Murabahah     : 40% 
Mudharabah   : 20% 
Musyarakah    : 40% 
Murabahah      : 80% 
Mudharabah    : 10% 
Musyarakah     :  10% 
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Pada tabel 4.1.3 no ke-1, dijelaskan bahwa peran BMT Setya Dana 
dalam akad adalah sebagai penjual/seller barang dan nasabah sebagai 
pembeli/purchaser. Berbeda dengan BMT Nurul Ummah yang berperan 
sebagai pembiaya (kreditur) dan nasabah sebagai peminjam (debitur).  
Pada tabel 4.1.3 no ke-2, BMT Setya Dana dalam akad adalah 
melakukan fungsi kerja sebagai organisasi dagang, sedangkan BMT Nurul 
Ummah memiliki fungsi kerja banyak formalitas yaitu menangani 
dokumen-dokumen terkait murabahah. Maksudnya, secara normatif 
syariyah adalah, apabila lembaga tidak memiliki barang yang diinginkan 
nasabah sebagai calon pembeli, maka BMT harus melakukan transaksi 
pembelian pada supplier 
. Dengan demikian maka BMT bertindak sebagai pembeli dan 
menjualnya kembali kepada nasabah. Berbeda dengan peran lembaga dalam 
murabahah bil wakalah, kerja lembaga hampir semuanya pada penanganan 
dokumen-dokumen terkait dan penjualannya sekadar formalitas.  
Maka bila diamati secara syariah, layaknya pedagang, posisi BMT 
Setya Dana berdiri sebagai penjual barang bukan pembiaya, berkesebalikan 
dengan BMT Nurul Ummah yang menempati posisinya sebagai pembiaya 
bukan pedagang. Hal ini menyebabkan akad pembiayaan memiliki 
kesamaan dengan riba. 
Pada tabel 4.1.3 no ke-3, Transparansi dalam akad tanpa wakalah 
ditentukan oleh kejujuran BMT Setya Dana. Alasannya karena  nasabah 
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sudah melakukan pemesanan secara amanah pada BMT. Sehingga sebelum 
akad barang maupun nota pembelian yang memegang BMT bukan nasabah.  
Lain halnya praktek pembelian yang dilakukan dengan sistem wakalah 
BMT Nurul Ummah. Kejujuran dan transparansi dalam akad murabahah bil 
wakalah ini ditentukan oleh pihak nasabah. Alasannya karena nasabah 
sendiri yang membelikan barang dengan dana yang diberikan BMT.  
Apabila dianalisa secara syariah maka, dalam melakukan pencarian 
barang pada supplier BMT hendaknya melakukan pembayaran secara 
kontan/cicilan dan mendapatkan bukti transaksi berupa nota riel/asli dari 
suplier, kemudian akan disampaikan pada nasabah biaya-biaya yang 
melekat dan margin yang di inginkan BMT secara terbuka.  
Berkesebalikan dengan murabahah dengan wakalah, lembaga tidak 
bisa memantau penuh pembelian barang yang dilakukan nasabah. Maka 
tidak jarang pembelian yang dilakukan nasabah ini hanya fiktif, semisal nota 
tidak sesuai pesanan antara harga yang diakadkan dengan realisasi dana 
untuk pembelian. Adanya nota palsu dan nota lama. Barang yang sudah di 
beli namun notanya dihitung lagi. 
Pada tabel 4.1.3 no ke-4, Untuk biaya administrasi dalam akad tanpa 
wakalah dibebankan pada lembaga (BMT Setya Dana) sedangkan dalam 
akad wakalah, beban admistrasi dan biaya operasional ditanggung oleh 
nasabah (BMT Nurul Ummah). Perihal biaya operasional dibebankan pada 
BMT Setya Dana, maksudnya adalah selama proses pencarian berlangsung 
dan belum terjadi akad seluruh beban biaya yang melekat ditanggung BMT 
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karena belum terjadi transaksi resmi dan barang masih menjadi tanggungan 
BMT sampai diserahterimakan pada saat akad. 
Bagi BMT Nurul Ummah kenapa seluruh pembiayaan operasional 
pembelian barang dibebankan nasabah karena barang tersebut yang mencari 
adalah nasabah sendiri. BMT hanya cukup menerima setoran nota saja dan 
menandatangani  akad yang dibubuhi tanda tangan di atas materai. 
Dalam kaidah syariah biaya operasional selama pencarian barang 
hingga ditandatanganinya akad murabahah dibebenkan kedua belah pihak 
baik BMT dan nasabah. Akan tetapi jika nasabah menyalahi perjanjian awal  
padahal kriteria barang sudah sesuai pesanan nasabah maka biaya  kerugian 
operasional pembelian barang dapat dibebankan pada nasabah.  
Sehingga biaya administrasi murabahah yang dibebankan bersifat 
variatif tergantung banyak sedikitnya dokumen yang difoto copy dan dalam 
bentuk rupiah bukan prosentase. 
Pada tabel 4.1.3 no ke-5, dijelaskan dalam perjanjiannya seberapapun 
dana yang dipinjam oleh nasabah BMT tidak menggunakan notaris cukup 
memberikan jaminan saja. Beda halnya dengan perjanjian yang dilakukan 
BMT Nurul Ummah. Apabila pinjaman nasabah di bawah 10 juta maka 
hanya dikenakan jaminan. Namun jika pinjaman di atas Rp. 10 juta maka 
ada perjanjian tertulis dihadapan notaris. 
Perihal penggunaan notaris atau tidak dan terkait dengan karakteristik  
nasabah yang melakukan akad dan nilai nominal barang/uang yang 
dipinjamkan. Bagi BMT Setya Dana karakter orang sudah memenuhi 
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standar persyaratan dalam akad sudah dianggap cukup sebagai jaminan. 
Sehingga tidak perlu membutuhkan formalitas notaris dalam akadnya.  
Kaidah syariah mengenai Jaminan diakui dan diperlukan hanya 
sebagai pengikat supaya nasabah lebih bertanggungjawab dalam melakukan 
penyelesaian pembiayaan. Bagi BMT Nurul Ummah perjanjian dihadapan 
notaris dianggap penting supaya nasabah tidak melakukan wan prestasi 
dalam akad murabahah. Jaminan juga diperlukan sebagai pengikat tambahan 
supaya nasabah lebih serius dalam menyelesaikan cicilan angsuran. 
Dalam pandangan syariah pembiayaan dengan sistem murabahah 
memungkinkan adanya jaminan (dhamman) karena merupakan jual beli 
yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, maka tanggungan 
pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar nasabah. BMT 
dalam hal ini memberlakukan sikap kehati-hatian.  
Jaminan menjadi salah satu unsur penilaian dalam kelayakan untuk 
memeperoleh pembiayaan. Biasanya BMT akan milihat sosok orangnya 
terlebih dahulu apakah mempunyai itikad baik atau tidak untuk memperoleh 
pembiayaan. Sedangkan secara finansial biasanya didasarkan pada 
kemampuan dalam pembayaran. 
Pada tabel 4.1.3 no ke-6, Alokasi atau posisi akad pembiayaan 
murabahah pada BMT Setya Dana untuk akad murabahah sebesar 40%, 
akad mudharabah senilai 20%, dan jenis akad Musyarakah sejumlah 40%. 
Artinya bahwa akad murabahah menjadi salah satu akad pembiayaan 
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unggulan di BMT Setya Dana namun tidak mendominasi pembiayaan, jika 
dibandingkan dengan akad mudharabah dan musyarakah.   
Sangat berbeda dengan praktek akad murabahah pada BMT Nurul 
Ummah yang terlihat pembiayaan akad murabahah mendominasi sebagian 
besar pembiayaan sampai 80%, sedangkan sisanya mudharabah  10%, dan  
musyarakah 10%. Perbedaan dalam mengalokasikan pendanaan untuk 
pembiayaan ini dikarenakan persepsi BMT yang menganggap murabahah 
lebih memiliki resiko kecil dibanding dengan jenis pembiayaan mudharabah 
dan syirkah dengan resiko kerugian lebih besar.  
Letak perbedaan ini muncul disebabkan karena BMT Setya Dana 
memahami bahwa murabahah hanya sebagai akad penolong saja dan bukan 
merupakan akad ideal dalam ekonomi Islam, artinya bukan menjadi 
prioritas pembiayaan. Pembiayaan lebih didorong untuk usaha produktif 
dalam bentuk syirkah.  
Bagi BMT Nurul Ummah prioritas pembiayaan murabahah ini 
mendominasi karena keterbatasan SDM yang menangani. Selain itu, faktor 
pemahaman masyarakat yang masih kurang, yang menyamakan antara kridit 
di bank umum dengan pinjaman di BMT.  
Dasar kebijakan akad murabahah ini ditempuh karena dalam beberapa 
praktek akad mudharabah sebelumnya BMT Nurul Ummah mengalami 
banyak kegagalan dan kerugian. Apabila akad mudharabah tetap 
dipertahankan dan mengecilkan akad murabahah niscaya BMT akan 
mengalami kekurangan likuiditas.   
106 
 
Bila kita hubungkan dengan teori syariah yang dikemukakan para ahli, 
sebenarnya murabahah hanya sebagai sarana untuk menjauhi bunga dan 
bukan instrumen ideal untuk mencapai tujuan dalam ekonomi Islam. 
Karenanya murabahah hanya dipakai untuk mengarahkan pada proses 
ekonomi Islami dan penggunaannya dibatasi hanya pada kasus-kasus di 
mana mudharabah dan musyarakah tidak dapat laksanakan. 
Tabel: 4.1.4 
Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Murabahah 
Dari Aspek Persepsi dan Hak Nasabah 
No Model Akad Tanpa Wakalah 
BMT Setya Dana 
Dengan Wakalah 
BMT Nurul Ummah 
1 Persepsi nasabah tentang 
akad 
Nasabah memahami 
bahwa BMT Menjual 
barang bukan 
meminjamkan uang 
Nasabah memahami 
bahwa BMT 
menyediakan dana 
untuk pengadaan 
barang 
2 Hak khiyar dalam akad (untuk 
Meneruskan/mengurungkan)  
Memberlakukan hak 
khiyar bagi nasabah 
Tidak memberlakukan 
khiyar  
 
Pada tabel 4.1.4 no ke-1, Persepsi nasabah tentang akad jual beli 
murabahah adalah, nasabah datang ke BMT Setya Dana memahami bahwa 
BMT menjual barang bukan meminjamkan uang. Berbeda halnya manakala 
nasabah datang ke BMT Nurul Ummah dalam benak nasabah memahami 
bahwa BMT menyediakan dana pinjaman untuk pengadaan barang. 
Persepsi nasabah ini muncul terkait edukasi syariah yang dilakukan 
BMT masing-masing. BMT Setya Dana secara intensif melakukan 
pemahaman syariah saat nasabah datang mengajukan pembiayaan pada 
lembaga. Sehingga dalam benak nasabah ketika datang ke BMT Setya Dana 
yang ingin ia lakukan adalah pemesanan barang, baik untuk kebutuhan 
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konsumtif maupun produktif, karena apabila yang diajukan pinjaman dana   
secara otomatis tertolak atau dialihkan dalam bentuk akad pembiayaan lain.  
Persepsi berbeda muncul di BMT Nurul Ummah manakala nasabah 
datang untuk mengajukan pembiayaan dana untuk pembelian barang 
konsumtif maupun barang produktif. Nasabah mempersepsikan pengajuan 
ke BMT untuk meminjam dana.  
Meskipun tetap diberikan edukasi tentang prinsip syariah oleh BMT 
namun belum tentu nasabah mau menjalankan karena dalam benak mereka 
keleluasaan dalam meminjam dana inilah yang di butuhkan. Walaupun 
sebisa mungkin BMT mengarahkan sesuai syariah tetapi nasabah enggan 
melaksanakan, dengan pertimbangan lebih praktis mencari barang sendiri.     
Analisa persepsi ini muncul dikalangan masyarakat (nasabah) yang 
menganggap BMT dalam operasionalnya tidak berbeda dengan bank 
konvensional. “Sama-sama menerapkan kridit pinjaman” hanya saja jika di 
bank umum menerapkan sistem bunga, maka di BMT dirubah dengan istilah 
margin. Terutama saat nasabah ingin mengajukan pembiayaan pembelian 
barang dengan akad murabahah. Yang terbayang dalam benak nasabah 
adalah kridit pinjaman untuk pembelian barang. 
Pada tabel 4.1.4 no ke-2, BMT Setya Dana Memberlakukan hak 
khiyar. Yaitu suatu hak untuk meneruskan atau mengurungkan akad 
murabahah , setelah melihat barang yang di pesan. Hak ini diberikan kepada 
nasabah supaya terlindungi hak-haknya dalam memperoleh barang yang 
dipesan. Alasan lain agar nasabah puas dan tidak  kecewa dengan barang 
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yang dicarikan LKS. BMT Setya Dana memberlakukan empat khiyar 
(Khiyar Majlis, khiyar syarat, khiyar aib, khiyar rukyah).  
Akan tetapi, bagi BMT Nurul Ummah tidak memberlakukan khiyar, 
karena barang yang mencari adalah nasabah sendiri melalui proses wakalah. 
Manakala terjadi cacat ataupun kekurangan pada barang yang dibeli menjadi 
tanggungjawab nasabah bersangkutan, sebagai konsekuensi atas pilihannya 
sendiri, bukan menjadi tanggungan lembaga yang mewakalahkan.  
C. Analisis Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan Murabahah  
Tabel: 4.2.1 
Mekanisme Pelaksanaan Murabahah 
Dari Aspek Fungi, Prosedur, Posisi dan Target BMT 
No Mekanisme BMT Setya Dana  
Tanpa Wakalah 
BMT Nurul Ummah  
Dengan Wakalah 
1 Fungsi lembaga - Fungsi Pembelian dan 
pengadaan barang 
- Fungsi BMT sebagai 
pedagang 
- Fungsi Pembiayaan & 
pengadaan barang 
- Fungsi penyedia dana 
pembelian 
2 Prosedur 
Pengajuan 
Pembiayaan 
Murabahah untuk 
Nasabah baru 
1. Customer Servise (CS): 
Nasabah mengajukan 
pembiayaan 
2. Pembiayaan: 
Melakukan verifikasi 
data nasabah 
3. Rapat Komite: 
menentukan 
setuju/ditolak 
4. Kasir: 
mengeluarkan dana 
pembelian 
5. Operasional: 
Belanja  barang 
6. Pembiayaan: 
Penyerahan Barang 
7. Pembiayaan: 
Akad jual beli 
1. Customer Service (CS): 
a. Pengajuan 
pembiayaan nasabah 
b. Diterima/ditolak 
2. Pembiayaan AO: 
a. Melakukan survei 
kemampuan  
b. Melakukan Survei 
personal nasabah 
barang 
3. Komite: 
Menerima/menolak 
4. Kasir: 
Pencairan uang nasabah  
untuk pembelian barang 
5. Pembiayaan: 
Penyerahan dan Akad 
dengan nasabah 
3 Posisi antara BMT  
dan Nasabah 
- BMT Sebagai penjual  
- Nasabah sebagai pembeli 
 
- BMT Sebagai kreditur uang 
- Nasabah sebagai debitur 
(pengutang) 
4 Target pembiayaan Staf tidak ditarget dalam 
melempar pembiayaan 
Staf ditarget dalam melempar 
pembiayaan 
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Dari tabel 4.2.1 di atas, peneliti ingin menggambarkan analisis 
mekanisme pelaksanaan murabahah di BMT Setya Dana dan BMT Nurul 
Ummah, yaitu: 
Pada tabel 4.2.1 no ke-1, dijelaskan bahwa fungsi lembaga pada 
BMT Setya Dana adalah melakukan pembelian dan pengadaan barang yang 
akan dipesan nasabah. Dalam proses ini fungsi dominan BMT Setya Dana 
sebagai pedagang dan penjual  barang. Dikarenakan kewajiban bagi BMT 
untuk menunaikan pesanan dengan cara mencarikan barang sesuai kriteria 
yang diminta nasabah, baik kuantitas dan kulitasnya termasuk harga pokok 
dan biaya yang melekat pada barang yang dipesan.  
 Berbeda dengan BMT Nurul Ummah menyediakan pembiayaan 
dalam pengadaan barang, maka fungsi BMT berubah, dari yang seharusnya 
mencarikan barang sebatas menjadi penyandang dana. BMT pada akhirnya 
tidak memiliki kewajiban untuk mencari barang sendiri karena fungsi BMT 
telah digantikan nasabah dengan akad wakalah saat penyerahan dana. 
Seharusnya menurut aturan fatwa DSN MUI BMT untuk 
melaksanakan akad murabahah fungsi lembaga keuangan tidak sakadar 
menyediakan penyaluran dana saja, namun BMT tetap mencarikan barang 
supaya terhindar dari gharar.  
Pada tabel 4.2 no ke-2, dipaparkan mengenai prosedur pengajuan 
pembiayaan murabahah untuk nasabah baru terdapat perbedaan. Di BMT 
Setya Dana, setelah lolos verifikasi dan disetujui oleh komite, maka kasir 
akan mencairkan dana untuk pembelian barang, adapun pelaksananya 
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Bagian Operasional BMT, sedangkan di BMT Nurul Ummah setelah di 
survei dan disetujui komite maka kasir akan mencairkan dana yang di debit 
ke rekening nasabah untuk dicarikan barang oleh nasabah. 
Apabila dianalisa, secara umum masing-masing BMT memiliki 
banyak kesamaan dalam proses pengajuan awal akad murabahah. Perbedaan 
mencolok terlihat pada saat casier menyerahkan uang untuk pembelian 
barang. BMT Setya Dana menerapkan prosedur bahwa setelah permohonan 
nasabah disetujui komite, maka casier akan menyerahkan dana tersebut pada 
bagian operasional BMT untuk dicarikan barang sesuai pesanan nasabah. 
Alasanya dengan menerapkan murabahah murni BMT memiliki keharusan 
mencarikan barang secara mandiri.  
Berbeda dengan sistem murabahah BMT Nurul Ummah setelah 
pengajuan nasabah untuk pembiayaan murabahah disetujui oleh komite, 
maka casier akan mencairkan dana untuk nasabah. BMT menunjuk 
nasabahnya sebagai agen (outrigh purchase) untuk mewakili BMT dalam 
melaksanakan pembelian barang. Alasan BMT Nurul Ummah dalam 
merealisasikan pembiayaan murabahah berupa uang antara lain karena 
jumlah pegawai/sdm-nya yang terbatas apabila dibandingkan volume 
pelayanan murabahah, maka untuk memudahkan dipakailah akad wakalah. 
Sehingga secara aspek prosedural pelaksanaan yang lebih mendekati 
pelaksanaan sesuai dengan aturan syariah adalah BMT Setya Dana karena 
dalam aspek pencairan dana untuk pembelian barang yang transaksikan 
terpantau lebih teliti mengingat yang melaksanakan adalah BMT sendiri. 
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Sebaliknya BMT Nurul Ummah mengalami kesulitan dalam pemantauan 
aliran dana pasca pencairan nasabah karena rawan penyalahgunaan dan 
ketidakjelasan dalam pemanfaatan dana.  
Pada tabel 4.2.1 no ke-3, diterangkan bahwa kedudukan BMT  Setya 
Dana adalah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, Alasan BMT 
Setya Dana karena kedudukannya sebagai penyedia jasa maka, baik ada 
pesanan ataupun tidak fungsi BMT tetap sebagai penjual dan nasabah yang 
membutuhkan barang sebagai pembeli. Apakah laku atau tidak barang yang 
dijual adalah urusan Allah, BMT hanya sekedar menyiapkan barang 
dagangan untuk dijual pada pembeli (nasabah)  
Berbeda dengan BMT Nurul Ummah yang berperan sebagai 
pembiaya (kreditur). Ada tidaknya barang tidak berpengaruh pada 
kedudukanya sebagai  kreditur,  karena BMT bukan sebagai penjual barang. 
Tetapi lembaga yang melakukan pelepasan dana (pembiaya). Kedudukan 
BMT menjadi berubah manakala sudah terjadi pelaksanaan akad 
peminjaman dana oleh nasabah. Sehingga hubungannya bukan jual beli 
tetapi utang piutang  
Dilihat dari kacamata syariah yang benar adalah BMT seharusnya 
menjadi penjual barang (seller) dan nasabah sebagai pembeli (Purchaser) 
bukan sebaliknya, dimana BMT selaku pemberi hutang (kreditur) dan 
nasabah sebagai pengutang (debitur) yang mengakibatkan posisi keduanya 
adalah hutang piutang layaknya praktek pinjam meminjam di bank umum. 
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Pada tabel 4.2.1 no ke-4, dalam menetapkan target pembiayaan BMT 
Setya Dana tidak mentarget jumlah pembiayaan yang dilempar ke nasabah, 
namun lebih melihat situasi dan kondisi. Kalau sedang memiliki likuiditas 
yang baik maka pembiayaan akan di lempar lebih banyak. Namun apabila 
kondisi keuangan kurang baik maka pembiayaan murabahah dikurangi. 
Sedangkan BMT Nurul Ummah bagian pembiayaan di target  untuk 
melempar pembiayaan ke nasabah dengan hitungan tertentu. Langkah ini 
dilakukan BMT Nurul Ummah untuk meningkatkan pendapatan dari 
pembiayaan murabahah. 
Tabel: 4.2.2 
Analisis Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan Murabahah  
Dari Aspek Proses, Kualifikasi, Jaminan, Pembayaran Barang, 
 
No Mekanisme BMT Setya Dana  
Tanpa Wakalah 
BMT Nurul Ummah  
Dengan Wakalah 
1 Proses 
pengadaan 
barang 
Ada 2 Tahapan : 
1. BMT membeli barang 
dari pemasok 
2. BMT menjual barang 
pada nasabah 
(jual beli paralel) 
 
1 tahapan saja 
BMT selaku penjual 
memberikan kuasa pada 
nasabah untuk membelikan 
barang dan bertransaksi 
langsung dengan pemasok. 
Untuk selanjutnya dijual 
kembali pada nasabah tersebut 
(jual beli tunggal) 
2 Kualifikasi  
barang pesanan 
Dicarikan barang yang baik 
namun memiliki harga yang 
murah 
Baik atau tidaknya barang serta 
murah dan mahalnya barang 
yang dicari diserahkan pada  
nasabah 
3 Jaminan 
terhadap barang 
BMT Memberikan jaminan 
barang ketika mengalami 
kerusakan  
BMT tidak memberikan jaminan 
ketika terjadi kerusakan barang 
4 Pembayaran dan 
negosiasi barang 
BMT yang melakukan tawar 
menawar harga barang pada 
pemasok dan melakukan 
pembayaran  secara 
langsung (tunai) 
Nasabah yang melakukan tawar 
menawar harga barang dengan 
pemasok dan BMT yang 
melakukan pembayarannya 
(tunai) 
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Pada tabel 4.2.2 no ke-1, disebutkan bahwa proses transaksinya BMT 
Setya Dana memberlakukan dua kali tahapan (paralel) transaksi, yaitu: 1) 
BMT membeli barang dari pemasok, dan 2) BMT menjual barang pada 
nasabah. Hal ini dilakukan BMT Setya Dana untuk menghindari gharar atau 
ketidakpastian dalam kepemilikan barang apabila barang tersebut belum 
dimiliki utuh oleh BMT. Kalau barang belum dimiliki BMT maka, jual beli 
tidak bisa dilaksanakan.  
Praktek jual beli di BMT Nurul Ummah dalam pengadaan barang 
dilakukan 1 tahapan saja, yaitu BMT selaku penjual dapat memberikan 
kuasa pada nasabah supaya membelikan barang kepada pemasok, untuk 
selanjutnya BMT menjual kembali pada nasabah tersebut (jual beli tunggal). 
Namun untuk pembayarannya pada pemasok yang melakukan BMT sendiri 
untuk mengurangi resiko penyalahgunaan dana oleh nasabah. 
Menurut aturan syariah jual beli dengan nasabah baru bisa 
dilaksanakan apabila BMT telah memiliki barang tersebut secara utuh 
sehingga  kepastian hukum perpindahan kepemilikan menjadi lebih jelas.   
Pada tabel 4.2.2 no ke-2, dijelaskan mengenai kualifikasi barang 
pesanan yang dicari. Dalam prakteknya BMT Setya Dana mencarikan 
barang yang baik namun memiliki harga murah, karena akan berpengaruh 
pada kemampuan angsuran dan kepuasan nasabah. Berbeda dengan BMT 
Nurul Ummah dimana lembaga tidak mengetahui spesifikasi barang yang 
dicari apakah baik atau tidak, sesuai atau tidak, serta murah dan mahalnya. 
Karena BMT sudah mewakilkan pencarian dan pembeliannya pada nasabah. 
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Dari tinjauan syariah barang yang dicari seharusnya sesuai dengan   
yang diinginkan nasabah dan yang mencarikan BMT, namun untuk menjaga 
dari hal-hal yang tidak dinginkan sebaiknya nasabah diajak memilih barang 
yang dimaksudkan untuk mengurangi resiko kegagalan murabahah 
Pada tabel 4.2.2 no ke-3, Memberikan keterangan mengenai jaminan 
terhadap barang yang dibeli. Dalam hal ini BMT Setya Dana akan 
Memberikan jaminan atau garansi pengembalian barang apabila terjadi 
kerusakan baik dalam perbaikannya maupun ketika di return. Alasannya 
karena barang yang mencarikan BMT.  
Namun bagi BMT Nurul Ummah tidak memberikan jaminan terhadap 
barang ketika terjadi kerusakan, karena yang mencari dan memilihnya 
barangnya adalah nasabah sendiri. Sehingga segala bentuk kerusakan dan 
komplain terhadap fisik barang yang akan menyelesaikan dengan pemasok 
adalah nasabah sendiri dan BMT tidak ikut campur tangan. 
Pada tabel ke 4.2.2 no ke-4. Disebutkan mengenai tata cara 
pembayaran, dan negosiasi barang, BMT Setya Dana yang melakukan tawar 
menawar harga barang pada pemasok dan melakukan pembayaran secara 
langsung (tunai). Nasabah tidak diperkenankan melakukan tawar menawar 
dan pembayaran sendiri, termasuk memberikan DP karena akan berpotensi 
merusak akad murabahah. Apabila dikatahui bahwa nasabah telah 
melakukan perjanjian tersendiri di luar sepengetahuan BMT maka akad 
murabahah akan dibatalkan karena syarat jual beli tersebut tidak terpenuhi.  
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Sedangkan cara yang dilakukan BMT Nurul Ummah adalah nasabah 
diberikan keleluasaan tawar menawar harga dengan pemasok termasuk 
memilih barang yang akan dibeli, tetapi setelah barang disetujui maka yang 
melakukan pembayarannya pihak BMT (secara tunai). Hal ini dilakukan 
untuk memperkecil resiko penyalahgunaan dana oleh nasabah. Disisi lain 
nasabah memiliki kepuasan karena barang yang mencari dirinya sendiri. 
Secara hukum syariah tidak dibenarkan bila nasabah melakukan 
negosiasi dan pembayaran barang sendiri. Namun, negosiasi dan 
pembayaran secara mandiri bisa dilakukan apabila nasabah ditunjuk 
menjadi wakil BMT melalui akad wakalah. Pencarian barang dan negosiasi 
sampai pembayaran bisa dilakukan nasabah jika BMT memiliki 
keterbatasan untuk melakukan pencarian barang secara lembaga sehingga 
terpaksa mewakilkan pada nasabah. 
Tabel: 4.2.3 
Analisis Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan akad Murabahah  
Dari Aspek Persedian, Bukti transaksi, Nota, Biaya Pengadaan barang 
No Mekanisme BMT Setya Dana  
Tanpa Wakalah 
BMT Nurul Ummah  
Dengan Wakalah 
1  Tingkat persediaan 
Barang & uang 
Mengandalkan perputaran 
barang dengan penyediaan 
stok barang 
Mengandalkan perputaran 
dana yang dilempar ke 
nasabah, namun tidak 
memiliki stok barang 
9 Bukti transaksi 
barang 
BMT yang memegang nota 
pembayaran dan 
diberitahukan pada nasabah 
Nasabah yang memegang 
nota pembayaran dan 
diberitahukan pada BMT 
10 Pemantauan nota 
dan barang 
Beresiko kecil karena aman 
dari penyelewangan sebab 
proses terpantau lembaga 
Beresiko besar karena dana 
dan nota pembelian barang 
yang memegang nasabah 
bukan lembaga  
12 Biaya operasional 
pengadaan barang 
Semua  biaya pembelian dan 
operasional ditanggung 
pihak BMT sampai 
perpindahan kepemilikan  
Semua biaya dibebankan 
pada pihak nasabah karena 
barang yang mencari 
nasabah, BMT hanya 
menerima setoran nota 
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Pada tabel 4.2.3 no ke-1, Jika dilihat dari aspek persediaannya BMT 
Setya Dana memiliki persediaan tidak hanya uang tapi juga barang. Dengan 
cara penyediaan stok barang baik ada pesanan barang atau tidak, karena 
fungsi BMT dalam murabahah adalah jual beli. Sedangkan BMT Nurul 
Ummah mengandalkan perputaran dana yang dilempar ke nasabah, namun 
tidak memiliki stok barang. Karena tujuan utamanya adalah mengejar target 
outstanding (piutang) pembiayaan. 
Aspek persedian berupa barang  dari sisi syariah menjadi salah satu 
ciri dalam murabahah langsung bahwa BMT melaksanakan jual beli barang 
secara riel. Barang tersebut dimiliki BMT untuk persedian baik ada pesanan 
ataupun tidak. Adanya barang sebagai persediaan menjadi bukti bahwa jual 
beli dengan konsumen tidak selamanya berhasil namun kadangkala 
mengalami kegagalan dalam transaksinya. Penyebabnya biasanya karena 
nasabah tidak cocok dengan barang yang ditawarkan BMT. Maka atas dasar 
hak khiyar inilah barang tersebut dikembalikan nasabah, sehingga menjadi 
stok persediaan BMT. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas jual beli yang 
dilakukan BMT tidak hanya untung saja namun pernah mengalami 
kerugian.   
Tentu berbeda dengan BMT yang menerapkan akad wakalah melalui 
nasabah. Mereka tidak memiliki persediaan barang karena BMT dalam 
melempar pembiayaan untuk pembelian barang melalui nasabah 
menggunakan pendanaan senantiasa berhasil. Jarang BMT mengalami 
resiko kegagalan karena barang yang mencari nasabah sendiri. Sehingga 
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BMT dengan sistim murabahah bil wakalah senantiasa mengalami untung 
(bedanya untung banyak atau sedikit) karena menggantungkan perputaran 
dana dalam pembiayaanya, bukan perputaran barang.  
Pada tabel 4.2.3 no ke-2, berkaitan dengan alat bukti transaksi barang 
BMT Setya Dana yang memegang nota pembayarannya, kemudian 
diberitahukan kepada nasabah guna menghitung harga pokok pembelian dan 
marginnya. Kelebihan tentang alat bukti transaksi ini BMT mudah 
melakukan pengontrolan terhadap pembelian tidak ada rasa was-was dan 
keraguan.  
Lain halnya dengan BMT Nurul Ummah nasabahlah yang memegang 
nota pembayaran, baru kemudian diberitahukan pada BMT. karena barang 
yang mencari nasabah. Artinya kontrol nota dan pembelian barang 
sepenuhnya berada dalam pantauan nasabah meskipun sesungguhnya status 
kepemilikan barang dan alat bukti masih berada di tangan BMT.  
Apabila dianalisa dengan aturan syariah, kemampuan BMT dalam 
mengontrol nota pembelian barang  ketika barang yang mencarikan BMT 
seluruh proses pembelian akan terpantau secara langsung baik kualitas dan 
kuantitasnya termasuk bukti transakasinya. 
Pada tabel 4.2.3 no ke-3, dijelaskan bahwa, dalam melakukan 
pemantauan nota pembelian dan barang BMT Setya Dana memiliki resiko 
lebih kecil karena aman dari penyelewangan, sebab proses pembeliannya 
yang terpantau oleh lembaga (BMT). Berbeda dengan pemantauan nota dan 
barang yang dilakukan oleh BMT Nurul Ummah lebih memiliki resiko yang 
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lebih besar karena dana dan nota pembelian barang yang memegang 
nasabah bukan lembaga (BMT) sebab pembelian barang yang melakukan 
nasabah akibatnya rawan penyalahgunaan.  
Analisis persoalanya adalah, bahwa alat bukti nota dengan sistem 
wakalah ini, BMT mengalami kesulitan untuk melakukan pengecekan 
secara ditail per nota karena semua  pengetahuan tentang barang dan alat 
bukti transaksi berada di tangan nasabah. Artinya kejujuran nasabahlah  
menjadi kunci dalam menyajikan alat bukti nota. Karena status kepemilikan 
barang sebelum akad wakalah selesai masih berada ditangan BMT.  
Dalam pandangan syariah bagi BMT yang menerapkan murabahah 
murni lebih aman dari penyelewengan nasabah karena dana dan kontrol 
barang secara penuh ditangan BMT hingga ditandatanganinya akad. 
Penerapan aturan syariah ini akan menjadi berbeda hasilnya dengan praktek 
murabahah bil wakalah ketika barang dan nota yang memegang adalah 
nasabah. Besar kemungkinan dana dan nota yang dibelanjakan rawan 
penyalahgunaan ketika nasabah tidak jujur.  
Pada tabel 4.2.3 no ke-4, Menetapkan bahwa biaya operasional 
pengadaan barang seluruhnya mulai dari pembelian dan operasional 
ditanggung pihak BMT Setya Dana sampai perpindahan kepemilikan barang 
berada di tangan nasabah. Apabila ditelusuri BMT Setya Dana yang 
menanggung biaya operasional dalam pengadaan barang, maka diperoleh 
keterangan bahwa secara fikih BMT sebagai penjual yang menanggung.  
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Berbeda dengan BMT Nurul Ummah, bahwa semua biaya dibebankan 
kepada konsumen karena barang yang mencari nasabah sendiri. Sedangkan 
fungsi BMT hanya menerima setoran nota saja. Dasar penetapan kebijakan 
ini karena BMT sudah menyerahkan seluruh biaya yang dibutuhkan nasabah 
saat akad wakalah dilakukan, sehingga bentuk pengeluaran dan pembiayaan 
apapun yang melekat pada pembelian barang yang menanggung pihak 
nasabah termasuk biaya administrasi. 
Alasan syariahnya adalah Pertama mengacu pada kaidah fikih bahwa 
biaya operasional pengadaan barang sebelum akad dilangsungkan 
dibebankan pada BMT. Kedua status kepemilikan barang sebelum 
diakadkan masih menjadi milik BMT.  
Wajar apabila biaya operasional sebelum diserahterimakan barang 
yang menanggung pihak BMT. Justru tidak wajar apabila operasional 
dibebankan pada pembeli yang barangnya belum dimiliki. Kecuali biaya 
administrasi seperti biaya foto copy dokumen, materai yang sifatnya 
fluktuatif yang dinilai dengan nominal uang maka, bisa dibebankan pada 
konsumen dalam batas-batas yang wajar.  
Dari berbagai keterangan dan perbandingan pelaksanaan akad 
pembiayaan murabahah maka dapat disimpulkan bahwa BMT Setya Dana 
menerapkan tipe konsisten terhadap fikih muamalah. Yaitu, BMT akan 
membeli barang terlebih dahulu sesuai pesanan nasabah tanpa wakalah.  
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Setelah barang dibeli BMT kemudian dijual ke nasabah dengan 
harga perolehan serta biaya-biaya operasional yang mengikutinya ditambah 
dengan margin keuntungan sesuai kesepakatan.  
Adapun BMT Nurul Ummah menggunakan tipe akad bil wakalah, 
BMT melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, dan pada  saat yang 
sama mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri 
barang yang dibutuhkannya. Dana lalu debit ke rekening nasabah dan 
nasabah menandatangani tanda terima uang beserta perjanjian (akad) 
murabahah. 
Tipe ini kurang sesuai dengan syariat jika bank mewakilkan kepada 
nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli 
murabahah telah dilakukan penandatanganan sebelum barang tersedia, yang 
secara prinsip belum menjadi milik bank. Dengan pertimbangan karena 
motivasi efektifitas prosedur, efisiensi, terutama dari pengenaan pajak 
pertambahan nilai dan SDM yang menangani. 
 Adapun mekanisme transaksi murabahah untuk modal kerja barang 
tidak terlalu tepat bila menggunakan prinsip jual beli murabahah. Transaksi 
modal kerja dalam bentuk ini akan lebih tepat dengan menggunakan akad 
mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah  (penyertaan modal). 
D. Analisis Kontribusi Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap 
Peningkatan Laba BMT 
Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah ingin menjelaskan bagaimana 
kontribusi akad murabahah tanpa wakalah berpengaruh terhadap keuntungan 
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BMT. Apabila akad murabahah tanpa wakalah dengan akad murabahah bil 
wakalah dianalisis akan menggambarkan tingkat keuntungan atau laba yang 
berbeda-beda dimasing-masing BMT.  
Dari hasil penelitian didapatkan data tentang metode penetapan 
keuntungan piutang murabahah  di masing-masing BMT. 
Tabel: 4.3 
Kontribusi Akad Murabahah Terhadap Keuntungan BMT 
No Penetapan 
Keuntungan 
BMT Setya Dana 
(Tanpa Wakalah) 
BMT Nurul Ummah 
(Dengan Wakalah) 
1 Penentuan 
Harga  
Berbasis pada pembelian 
barang 
Berbasis pada jumlah 
pinjaman pembiayaan  
2 Dasar 
perhitungan 
margin/markup 
1. Perhitungan laba 
menggunakan biaya 
transaksi riil (real 
transactionari cost) 
nominal barang 
2. Perhitungan laba 
menerapkan lumpsum 
(pembayaran tunai) dan 
wholesale (jangka pendek 
bernominal besar) 
1. Perhitungan menggunakan 
bencmark (angka patokan) 
atas rate atau  markup di 
lembaga BMT lain 
2. Perhitungan laba 
menggunakan persentase 
per annum (tiap tahun) dan 
dihitung berdasarkan  
outstanding (piutang) 
pembiayaan 
3 Penentuan 
Margin/markup 
Rumus: 
Harga Pokok Pembelian......Rp.xxx 
Margin: % X HPP .............. Rp.xxx +  
Harga jual .........................Rp.xxx 
Uang muka..........................Rp.xxx _ 
Piutang murabahah.............Rp.xxx 
Angsuran/bulan.................Rp.xxx 
Rumus: 
Harga Pokok Pinjaman ... ...... Rp.xxx 
Uang Muka .........................Rp.xxx +  
Pinjaman.............................Rp.xxx 
Markup.............................. Rp.xxx _ 
Total pinjaman + Markup  ......Rp.xxx 
Angsuran/bulan....................Rp.xxx 
4 Nilai uang Pengakuan terhadap nilai 
jual barang di pasaran 
Pengakuan nilai waktu uang 
5 Kedudukan 
profit dalam 
pembiayaan 
Keuntungan murabahah 
Menempati urutan kedua  
setelah musyarakah  
Murabahah menjadi 
keuntungan mutlak/dominan 
dalam pendapatan BMT 
 
Pada tabel 4. 3 no ke-1, Penentuan harga pada BMT Setya Dana 
berbasis pada harga pembelian/perolehan barang secara phisik. Alasan dari 
BMT Setya Dana dalam jual beli murabahah karena jelas objeknya berupa 
barang. Berapapun harga dan keutungan yang ditetapkan tidak masalah 
karena wujudnya phisik barang yang keberadaannya nyata dan bisa dilihat.  
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Bebeda dengan BMT Nurul Ummah dalam menetapkan harga yang 
ditawarkan pada nasabah berdasarkan berapa besar jumlah pinjaman 
pembiayaan. Apabila jumlah pinjaman besar dan uang muka kecil maka 
kecenderungan cicilan harga menjadi lebih mahal, namun harga menjadi lebih 
kecil, apabila jumlah pinjaman kecil namun uang mukanya yang besar. 
Apabila dianalisa dari sudut pandang syariah penghitungan 
keuntungan dalam murabahah berbeda karakteristiknya dengan dagang uang 
atau kridit pada bank konvensional. Sebab perdagangan barang bisa 
dilakukan kapan saja dan dimana saja dalam waktu yang singkat. Sedangkan 
kridit pada bank umum imbalannya pasti berupa bunga pinjaman yang 
besarnya justru tergantung pada lamanya pinjaman uang. 
Esensi dari murabahah sesungguhnya adalah jual beli barang. Artinya 
untuk jenis barang yang berbeda memiliki tingkat keuntungan yang berbeda, 
maka berbeda pula pricing dalam pembiayaan murabahah dengan pricing 
dalam fasilitas kridit pada bank konvensional yang dasar penetapannya pada 
harga beli uang melalui penyaluran kridit. 
Pada tabel 4.3 no ke-2,  Dalam penghitungan margin BMT Setya 
Dana diperoleh dari nominal barang dan biaya transaksi riil, serta menerapkan 
laba tetap dalam periode akad. Artinya bahwa BMT Setya Dana dalam 
menghitung laba menggunakan asumsi dasar dari harga perolehan barang 
serta dalam menetapkan keutungan tidak mengalami perubahan selama 
periode akad berlangsung dan tidak dikenakan denda keterlambatan.  
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Berbeda dengan cara perhitungan yang dilakukan BMT Nurul Ummah 
yang menggunakan dasar atas rate atau markup yang berlaku di lembaga 
BMT lain. Dasar ini dipakai karena BMT tidak menggunakan perhitungan 
atas pembelian barang namun mengakumulasikan jumlah pinjaman kemudian 
dikalikan dengan standar prosentase rata-rata keuntungan BMT. Perhitungan 
laba menggunakan persentase per annum (tiap tahun) dan dihitung 
berdasarkan outstanding (piutang) pembiayaan. 
Apabila dianalisa, penggunaan murabahah bukan hanya sekadar 
mengganti kata bunga dengan margin atau markup namun menjadikannya 
sangat terang perbedaan “pinjaman/utang berdasarkan bunga” dengan 
transaksi murabahah. Analisis tersebut diperkuat dengan alasan bahwa 
murabahah adalah transaksi jual beli (barang yang akan menghasilkan 
laba/keuntungan) dan bukan transaksi kridit (pinjam-meminjam uang) yang 
menghasilkan bunga (riba)    
Pada tabel 4.3 no ke-3, dijelaskan bahwa penentuan margin BMT Setya 
Dana diperoleh dari harga pokok pembelian (barang). Sehingga berapapun 
besarnya uang muka tidak akan mempengaruhi harga penjualannya apalagi 
besarnya margin, yang dipengaruhi oleh besarnya uang muka adalah sisa 
utang murabahah bagi nasabah/sisa piutang murabahah bagi BMT. 
Sedangkan penentuan markup pada BMT Nurul Ummah diperoleh dari 
harga pokok pinjaman (uang). Yaitu besaran margin/markup dipengaruhi dan 
diperoleh dari sisa pinjaman setelah dikurangi uang muka dari nasabah. Maka 
dapat dikatakan, apabila BMT melakukan transaksi murabahah namun 
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realisasinya berupa uang dan bukan barang/komuditas riil maka hakekat 
transaksinya adalah jual beli uang. 
Pada tabel 4.3 no ke-4,  Disebutkan bahwa nilai uang pada BMT Setya 
Dana diukur berdasar nilai barang dipasaran. Berbeda dengan BMT Nurul 
Ummah yang mengukur nilai uang berdasarkan waktu peminjaman uang. 
Artinya nilai waktu peminjaman dan markup pinjaman sangat berpengaruh 
terhadap pendapatan BMT. Semakin lama waktu peminjaman maka 
penghitungan keuntungan semakin banyak. 
Pada tabel 4.4 no ke-5, diterangkan bahwa kedudukan profit murabahah 
dalam pembiayaan pada BMT Setya Dana menempati urutan kedua  setelah 
pembiayaan musyarakah. Alasannya karena murabahah bukan satu-satunya 
akad yang dijalankan BMT Setya Dana. Saat ini potensi pembiayaan banyak 
diarahkan untuk kegiatan musyarakah dengan pertimbangan keuntungan yang 
lebih besar, meskipun tidak dipungkiri memiliki tingkat resiko yang besar. 
Praktek di BMT Nurul Ummah Murabahah menjadi produk unggulan 
dan mendominasi pendapatan BMT. Kebijakan murabahah ini sangat 
mendominasi pembiayaan BMT karena adanya beberapa kasus kegagalan 
dalam transaksi pembiayaan mudharabah yang telah dijalankan sebelumnya. 
BMT tidak mau menanggung kerugian yang lebih besar karena resiko 
mudharabah yang sangat tinggi. 
Berikutnya dalam penelitian ini akan dipaparkan juga data pendukung 
tentang kontribusi murabahah pada BMT dilihat dari laporan kenaikan jumlah 
piutang murabahah dan tingkat pertumbuhan keuntungan. Laporan ini 
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diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen laporan keuangan BMT 
masing-masing. 
Tabel: 4.4 
Perbandingan  Piutang Murabahah dan Tingkat Pertumbuhan  
Keuntungan BMT Periode Tahun 2008 s/d 2013 
NO TAHUN BMT SETYA 
DANA 
(Tanpa Wakalah) 
TINGKAT 
PERTUMBUHAN 
(%) 
BMT NURUL 
UMMAH 
Dengan Wakalah 
TINGKAT 
PERTUMBUHAN 
(%) 
1 2008     180.000.000  0    617.000.731  0 
2 2009     525.000.000  191,67 %    850.000.750  37,76 % 
3 2010 2.000.000.000  280,95 % 1.016.027.250  19,53 % 
4 2011 2.050.000.000  2,5 % 1.149.442.550  13,3 % 
5 2012 2.200.000.000  7,31 % 1.818.172.250  58,17 % 
6 2013 3.200.000.000  45,45 % 2.110.857.450  16.09 % 
Rata-rata 
Pertumbuhan/Th 
1.692.500.000  
 
105,5% 1.260.250.164  28,97 % 
  
Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa Perbandingan piutang 
murabahah dan tingkat pertumbuhan keuntungan  kedua BMT pada periode 
tahun 2008 s/d 2013 menunjukkan trend peningkatan. Namun apabila 
dicermati maka BMT Setya Dana mengalami kenaikan piutang murabahah 
yang lebih tinggi dibanding BMT Nurul Ummah.  
Hal ini ditunjukkan dengan jumlah piutang murabahah BMT Setya Dana 
rata-rata Rp. 1.692.500.000,- per tahun, dengan tingkat pertumbuhannya 
105,5% per tahun. Sedangkan untuk BMT Nurul Ummah mengalami 
kenaikan piutang murabahah secara simultan sebesar Rp. 1.260.250.164,- per 
tahun dengan tingkat pertumbuhan  28,97 % per tahun.  
Artinya dalam periode 6 tahun piutang pembiayaan murabahah dapat 
disimpulkan bahwa, laba piutang murabahah BMT Setya Dana yang 
menerapkan akad murabahah tanpa wakalah lebih besar dibanding BMT 
Nurul Ummah yang menerapkan akad murabahah bil wakalah 
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1. Teknik Pengambilan  Keuntungan Akad Murabahah pada BMT  
 Berdasarkan wawancara dengan beberapa nasabah BMT Nurul 
Ummah Bayat diperoleh keterangan bahwa murabahah dengan sistem 
wakalah yang dipraktekkan dianalogikan dengan jual beli kredit seperti di 
bank konvensional. Hal ini didasarkan pada perbandingan nilai pinjaman 
uang, dengan contoh sebagai berikut:   
Tabel: 4.5 
Perbandingan Dasar Penghitungan Margin Murabahah 
Dalam Pengadaan 1 Unit Sepeda Motor 1 Unit Sepeda Motor 
Pada BMT Setya Dana dan BMT Nurul Ummah 
Murabahah Tanpa Wakalah Murabahah  Dengan Wakalah 
Harga sepeda motor (HPP) : Rp. 10.000.000 
Margin: 20% x Rp.10 Jt         : Rp.   2.000.000 
Harga sepeda  motor (HPP): Rp.  10.000.000 
Uang muka                             : Rp.    4.000.000 
Harga Jual                               : Rp. 12.000.000 
Uang muka                             : Rp.   4.000.000 
Pinjaman                                 :Rp.    6.000.000 
Mark up:  20% x 6Jt              : Rp.    1.200.000 
Piutang Murabahah              : Rp.   8.000.000 
Angsuran nasabah/bln         : Rp.      666.000 
Total pinjaman + Mark up   : Rp.    7.200.000 
Angsuran nasabah/bln        : Rp.        600.000 
 
Dari tabel 4.5 di atas, diketahui perbandingan  penghitungan margin 
akad murabahah, dalam pengadaan 1 unit motor di kedua BMT; untuk 
margin BMT Setya Dana ditetapkan atas dasar harga awal pembelian motor 
pada pemasok senilai Rp. 10.000.000,- ditambah margin Rp. 2.000.000,- 
(20%). Sehingga total jualnya adalah Rp. 12.000.000,-. Dikurangi uang 
muka Rp. 4.000.000,-. sehingga total piutang murabahahnya adalah Rp. 
8.000.000,-. Maka nasabah dalam angsurannya selama 12 bulan membayar 
sebesar Rp. 666.000/bulan. 
Sedangkan praktek pengambilan Markup pada BMT Nurul Ummah 
didasarkan pada nilai pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- dikurangi 
uang muka Rp. 4.000.000,-. Sehingga diperoleh pinjaman senilai Rp. 6 juta. 
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Kemudian dari nilai pinjaman tersebut di markup sebesar 20%, sehingga 
nilainya menjadi Rp. 1.200.000,-. Apabila di kalikan antara nilai markup 
sebesar 20% dengan nilai pinjaman Rp 6.000.000,- akan diperoleh total sisa 
pinjaman dana sebesar Rp. 7.2 juta dengan masa cicilan 12 bulan. Maka 
nasabah akan mengansur minimal Rp. 600.000/bulan pada BMT.  
2. Tabel besaran kontribusi keuntungan akad  murabahah 
Dicontohkan oleh BMT Setya Dana yang menerapkan akad 
murabahah tanpa wakalah dalam pengadaan sapi. Menggunakan dasar 
keuntungan melalui harga jual sapi, berikut contoh besaran keuntungan 
yang diperoleh BMT dari transaksi jual beli sapi. 
Tabel: 4.6 
Perbandingan Keuntungan Akad Murabahah Dalam 
Pengadaan Barang Berupa 1 ekor Sapi 
Senilai @ Rp. 12.500.000/ekor 
BMT Setya Dana  
Murabahah Tanpa Wakalah 
BMT Nurul Ummah 
Murabahah Dengan Wakalah 
Harga sapi/ekor                   : Rp. 12.500.000 
Margin: 20% x Rp. 12.5 Jt  : Rp.   2.500.000 
Harga  sapi/ekor                : Rp.  12.500.000 
Uang muka                         : Rp.    4.000.000 
Harga Jual                             : Rp. 15.000.000 
Uang muka                           : Rp.   4.000.000 
Pinjaman                              :Rp.    8.500.000 
Markup  20% x 8,5 Jt         : Rp.    1.700.000 
Piutang Murabahah            : Rp. 11.000.000 
Angsuran/bulanan              : Rp.       916.666 
Total pinjaman + Markup : Rp.  10.200.000 
Angsuran/bulan                 : Rp.        850.000 
 
Dari contoh tabel: 4.6 di atas, diperoleh gambaran bawa BMT 
Setya Dana dengan berpatokan pada nilai harga jual sapi sebesar  Rp. 
12.500.000,-/ekor akan memperoleh margin Rp. 2.500.000,- setara (20)%. 
Sedangkan BMT Nurul Ummah dengan berpatokan pada markup 
peminjaman dana memperoleh selisih markup sebesar Rp. 1.700.000,- 
(20%). Artinya keuntungan dengan metode penjualan barang lebih 
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menguntungkan dari pada meminjamkan dana dengan nilai yang sama. 
Apabila dihitung selisihnya diperoleh hasil: 
1. Metode Margin tanpa wakalah : Rp.  2.500.000,- 
2. Metode Markup dengan wakalah : Rp.  1.700.000,- _ 
Selisih keuntungan  : Rp      800.000,- 
 
Apabila dana yang dikucurkan BMT untuk pembelian sapi senilai Rp. 
100.000.000,- maka, akan diperoleh sebanyak 8 ekor sapi (@ Rp. 
12.500.000,-/ekor). maka estimasi laba masing-masing BMT sebagai 
berikut: 
Tabel: 4.7 
Perbandingan Keuntungan Akad Murabahah Dalam 
Pengadaan Barang Berupa 8 ekor Sapi 
Senilai Rp. 100.000.000,-   
Murabahah Tanpa Wakalah Murabahah bil Wakalah 
Harga sapi 8 ekor               : Rp.   100.000.000 
(@ Rp. 12.500.000) 
Margin: 20% x Rp. 100  Jt : Rp.    20.000.000 
Harga  sapi 8 ekor             : Rp.  100.000.000 
(@ Rp. 12.500.000) 
Uang muka                         : Rp.    32.000.000 
Harga Jual                            : Rp. 120.000.000 
Uang muka                          : Rp.   32.000.000 
Pinjaman                              :Rp.   68.000.000 
Markup  20% x 68  Jt         : Rp.   13.600.000 
Piutang Murabahah           : Rp.   88.000.000 
Angsuran/bulan                  : Rp.      7.333.000 
Total pinjaman + Markup : Rp.  81.600.000 
Angsuran/bulan                 : Rp.     6.800.000 
 
Dari contoh tabel: 4.7 di atas diperoleh gambaran bahwa BMT 
Setya dana dengan berpatokan pada nilai harga jual sapi sebesar Rp. 
12.500.000,-/ekor dikalikan jumlah sapi sebanyak 8 ekor akan 
memperoleh margin Rp. 20.000.000,- (20%) dari modal Rp. 100.000.000,- 
Sedangkan BMT Nurul Ummah dengan berpatokan pada markup 
peminjaman dana, maka memperoleh selisih dari modal Rp. 100.000.000,-
sebesar Rp. 13.600.000,- (20%). Artinya keuntungan dengan metode 
penjualan barang secara langsung lebih menguntungkan dari pada 
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meminjamkan dana dengan nilai yang sama. Apabila dihitung selisihnya 
keuntungannya sebagai berikut: 
1. Metode Margin tanpa wakalah  : Rp.  20.000.000,- 
2. Metode Markup dengan wakalah  : Rp.  13.600.000,- _ 
Selisih keuntungan total 8 ekor sapi : Rp     6.400.000,- 
 
Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa metode BMT dengan 
mencari barang sendiri kepada pemasok dan menjualnya kembali pada 
nasabah lebih menguntungkan, jika dibanding BMT memberi pinjaman 
dana dengan cara wakalah pada nasabah dalam mencari barang.  
Meskipun mengacu pada jumlah pembiayaan yang sama dan uang 
muka yang sama, serta mengambil prosentase (margin/markup) yang 
sama, namun masing-masing BMT memiliki keuntungan akhir yang 
berbeda.  
Dalam konteks transaksi pembiayaan murabahah ini, jika kita 
bandingkan, maka metode tanpa wakalah-lah yang memiliki kontribusi 
lebih besar terhadap keuntungan BMT dibanding murabahah dengan sitem 
wakalah.    
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Hasil penelitian menetapkan kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Bahwa akad murabahah kedua BMT telah mengikuti ketentuan jual beli 
murabahah sebagaimana fatwa yang dikeluarkan DSN MUI. Hanya saja 
dalam pelaksanaanya terdapat perbedaan, yaitu BMT Setya Dana 
Menerapkan murabahah murni tanpa wakalah 100%, sedangkan BMT 
Nurul Ummah menerapkan murabahah dengan wakalah 90% dari total 
pembiayaan murabahah, sisanya yang 10% tanpa wakalah.  
Khusus murabahah di BMT Nurul Ummah, untuk beberapa kasus 
pembiayaan, belum bisa melaksanakan akad wakalah ini sesuai syariah, 
namun murabahah sesuai syariah ini tetap diupayakan. Semisal untuk 
pembelian barang konsumtif seperti kendaraan bermotor nasabah 
diperbolehkan memilih sendiri dan melakukan penawaran harga pada 
pemasok namun pembayaran pada pemasok tetap yang melakukan BMT. 
Selain itu pada saat pemesanan barang di awal pengajuan BMT Nurul 
Ummah memberi penawaran untuk mencarikan barang terlebih dahulu 
sebelum mengambil keputusan untuk diwakalahkan. Terutama untuk jenis 
barang konsumtif yang jenis dan jumlahnya terbatas. Sedangkan akad 
wakalah sering muncul untuk pembelian barang modal kerja yang item 
dan jenisnya banyak. 
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Namun yang menjadi catatan bagi BMT Nurul Ummah, masih ada 
sebagian akad yang pelaksanaan teknisnya belum sesuai syariah, dalam 
hal ini BMT kurang berhati-hati dalam akad. Semisal, yang pertama, 
tanda tangan akad murabahah dilakukan mendahului pembelian barang. 
Hal ini mengakibatkan jual belinya menjadi gharar. Kedua, pada saat 
melaksanakan penandatanganan kesepakatan terdapat 2 kali akad dalam 
satu transaksi, yaitu akad murabahah sekaligus wakalah. Hal ini 
menyebabkan jual beli menjadi batal (fasid) karena dalam satu transaksi 
terdapat dua jenis akad berlainan untuk objek yang sama. Indikasi temuan 
gharar inilah yang sebaiknya dihindari BMT dalam setiap transaksinya. 
2. Bahwa, kontribusi implementasi murabahah tanpa wakalah yang 
dilaksanakan BMT menunjukkan keuntungan yang paling tinggi. Hal ini 
dibuktikan dengan akad murabahah tanpa wakalah yang diterapkan oleh 
BMT Setya Dana dimana capaian keuantunganya lebih besar, sedangkan 
kontribusi akad dengan wakalah yang dilaksanakan BMT Nurul Ummah 
memiliki kontribusi lebih kecil. Dasar kesimpulan ini diperoleh dengan 
cara membandingkan laporan piutang murabahah kedua BMT selama 6 
tahun (2008 s/d 2013). Serta membandingkan rumus perhitungan 
keuntungan di kedua BMT tersebut pada saat melakukan transaksi akad 
murabahah dengan pendekatan rumusnya masing-masing. 
B. Implikasi dan Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada BMT agar 
dalam melaksanakan akad murabahah lebih berhati-hati dan konsisten dalam 
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menerapkan fatwa, supaya akad pembiayaan terhindar dari gharar dan riba. 
Terutama dalam akad murabahah yang sebenarnya bukan akad ideal dalam 
Islam, karena dia hanya berfungsi sebagai akad penolong ketika konsep 
mudharabah dan musyarakah tidak bisa diterapkan sebagaimana mestinya.  
Apabila akad ini tetap dijalankan dengan mengesampingkan aturan syariah 
demi mengejar target keuntungan semata, maka dikawatirkan BMT sebagai 
LKS tidak ada bedanya  dengan LKK yang.menerapkan kridit pinjaman. 
Saran untuk penelitian berikutnya adalah supaya melakukan penelitian 
mengenai kemungkinan BMT dan Asosiasi BMT memiliki stok barang atau 
gudang sendiri untuk memudahkan transaksi murabahah karena secara fisik 
barang harus sudah tersedia pada saat akad murabahah. 
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